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ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi yang digulirkan Pemerintah melalui UU
Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomeor 25 Tahun 1999 berimplikasi
kepada keharusan setiap Daerah untuk  meningkatkan
kemandiriannya, karena pada hakekatnya otonomi daerah adalah
kemandirian, kreativitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah
satu faktor yang menentukan kemandirian dan kreativitas daerah
adalah kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunannya dengan sumber dana yang
mampu digali sendiri, yang dalam struktur penerimaan daerah
dimasukkan ke dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Atas dasar hal tersebut, kajian ini ditujukan untuk memberikan
masukan kepada Pemerintah Daerah dalam memacu peningkatan
PAD-nya melalui pemanfaatan model pemberdayaan yang relevan
yang diformulasikan dalam kajian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut,
metode yang dilakukan dalam kajian ini adalah metode deskriptif
dengan mengambil lokus kajian di 5 Kota yaitu Kota Cimahi, Kota
Batu, Kota Banjarmasin, Kota Bandar Lampung, dan Kota Batam.

Hasil kajian menunjukkan bahwa model pemberdayaan PAD
saat ini masih tertumpu pada model konvensional yaitu intensifikasi
dengan menyentuh faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi
peningkatan PAD, seperti penyuluhan, peningkatan kualitas SDM, dan
lain-lain. Dalam realita, kondisi setiap jenis sumber PAD berbeda,
yang dicerminkan dari perbedaan karakteristiknya seperti upaya
penerimaan (effort), pertumbuhan (growth), elastisitas penerimaan
terhadap tarif (price efasticity), elastisitas penerimaan terhadap PDRBE
(income elasticily), dan elastisitas penerimaan terhadap pengeluaran
pemerintah {expendifure elasticity).

Atas dasar perbedaan karakteristik tersebut maka upaya
~ pemberdayaan terhadap setiap sumber PAD di setiap Daerah perlu
dilakukan secara kreatif dan variatif. Dari 8 model pemberdayaan dan
penggalian yang berhasil dirumuskan melalui kajian akademik yaitu
Data consolidation model (DCM), indirect Empowerment Mode! (IEM),
Non-Tariff Empowerment Model (NEM), Tanff Empowerment Model
(TEM), Target-Potential Synchronization Modei (TPSM), Intensification
Model (IM), Extensification Model (EM), dan Diversification Model
(OM) temyata model DCM, TPSM, IM, dan DM, merupakan empat
model yang relevan untuk dilakukan di daerah yang dijadikan lokus



kajian ini. Tidak mustahil, di daerah lainnya, mengharuskan aplikasi
model yang berbeda dalam melakukan pemberdayaan PAD-nya.

Selanjutnya, meskipun kajian ini sangat terbatas baik dalam
lokus maupun dalam teknik formulasi modeinnya, namun pada tahap
awal hasil kajian ini diharapkan dapat memacu daerah untuk
mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menetapkan kebijakan
pemberdayaan PAD-nya, sehingga kebijakan yang dibuat tidak malah
menimbulkan dampak negatif pada jangka panjang.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhimya tim
peneliti dapat menyelesaikan kajian tentang Pemberdayaan dan
Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tepat pada
waktunya,

Kegiatan penelitian ini bertujuan: Perfama, untuk menemukan
model pemberdayaan terhadap sumber-sumber pendapatan Daerah
yang telah ada; Kedua, menemukan model penggalian sumber-
sumber pendapatan yang baru, yang tidak menimbulkan net impact
negatif dalam jangka panjang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan penelitian ini
diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut Identifikasi
sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah ada, Menghitung tingkat
upaya penerimaannya (efforf) yang telah dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi penerimaan dengan potensinya atau
target yang telah ditentukan; Menghitung elastisitas setiap jenis
sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap faktor-faktor yang
menentukannya; Identifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
yang potensial untuk dipungut, Dan pada akhirnya, menentukan model
pemberdayaan dan penggalian yang relevan untuk dilaksanakan untuk
setiap jenis sumber pendapatan tersebut.

Tim peneliti menyadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari
sempumna. Oleh karena itu, tim sangat berterima kasih apabila
pembaca dapat memberikan saran dan krtiknya guna peningkatan
kualitas kajian ini.

Akhirnya kami berharap bahwa hasil kajian ini tidak sekedar
menjadi wacana akademis, akan tetapi bermanfaat jika dapat dijadikan
sebagai salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam
menetapkan kebijakannya.

Bandung, Desember 2003
Tim Peneliti



DAFTAR ISI

halaman
AT PG AR . i i b e b i i
BAB | PENDRHULLIAN:. . oo aim s s 1
A, Lalar Belakang Masalah ...._.............................. 1
B. RumusanMasalah ... .. 4
C. Tujuan dan SasaranPeneliban 5
T T T e e RO R e A 6
E. Mabddologi Penedibian ...............ccocooecicssimmsnsinn s 10
BAEB Il SUMBER & MODEL PEMBERDAYAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH SAAT INI ... sensnisss s 17
A Sumbersumber PAD ..., i 17
B. Model Pemberdayaan Pendapatan Asii Daerah:
Intensifikasi dan Ekstensifikasi ... ... 27
BAB 11l MODEL ALTERNATIF PEMEERDAY AAN DAN
PENGGALIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ... 33
A Konsep-Ronsep KUNGE ... vcssrr e s asnsens 33
B. Menentukan Model Pemberdayaan dan Penggalian
PUREY. i s i s s S i i 35

BAB IV ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA CIMAHI .. 41

A, Indikator Makro Ekonomi yang Mempengaruhi PAD ... 41
3 B. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ..... 50
C. Analisis Pertumbuhan, Upaya (Efforf), dan Elastisitas
Per Jenis PEnarim@an .......ccoouorrmminrersons s esises bioesnns 55
& W



BAB WV

BAB W

BAB VI

BAB VIll

BAB IX

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM ..
A. Indikalor Makro Ekenomi yang Mempengaruhi PAD ..
B. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

C. Analisis Pertumbuhan, Upaya (Efforf), dan Elastisitas
Penermaan

AMALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BANJARMIAGIN .........ccoooormmsmmmsisssnsmssremsssmsinismbosssanssansssasns

A. Indikator Makmo Ekonomi yang Mempengaruhi PAD ...
E. Analists Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

C. Analisis Perlumbuhan, Upaya (Efforf), dan Elaslisitas
Per Jenis PENBIMEEN ..........ccvevieemeeocmeeee b

AMALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR
ARG e e e v vl

A Analisis Indikator Ekonomi Makre Daerah yang Terkait
BB R e e iy

B. Anziisis Upaya, Periumbuhan, dan Elastisitas F'ajak
Daerah

C. Analisis Upaya, Pertumbuhan, dan Elastisitas Retnbusi
Daerah

AMNALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU ...
A Analisis PAD Secara UMM ..o eeesemsmsemeeeeana:
E.. Analisis Pajak Daerah ...
C. Analisis Retribusi Daerah ...

KESIMPULAN DAN REKDOMEMNDAS! ...
B R RTIDE I . cdi s s R s e s
B. Rekomendasi

oty

83
o3

ar

121
121
128

13

157

157
176

187

201

203
208

225
225
230

236



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika proses pembangunan senantiasa membawa aspirasi
dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan
kualitas pembangunan yang lebih baik. Salah satunya adalah
munculnya tuntutan dari daerah dengan dilandasi oleh hasrat untuk
lebih berperan serta dalam mewujudkan pembangunan yang mampu
merealisasikan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan
berkeadilan.

Munculnya tuntutan daerah tersebut, mesti diapresiasi oleh
Pemerintah Pusat dengan lebih arif dan bijaksana, terutama dalam
mendorong semangat yang sedang berkembang di daerah tersebut,
agar mampu teroptimalkan dalam mendorong proses otonomi dan
pemberdayaan daerah yang bersangkutan. Sebab, jika saja kurang di
apresiasi, bukan hal yang mustahil akan berakumulasi pada proses
disintegrasi bangsa.

Salah satu bentuk apresiasi pemerintah saat ini adalah
kehadiran UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
=UU Momor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Kedua undang-undang tersebut sesungguhnya telah
memberikan pijakan yang kokoh bagi proses otonomi dan
pemberdayaan di daerah, termasuk dalam keleluasaan pengelolaan
kewenangan bidang keuangan dan pendapatan daerah.

Pampardayasn dan Panggatan Swiber-sumber PAD 1



Setelah hampir tiga puluh dua tahun proses penyusunan sistem
anggaran dan keuangan yang sangat tersentralistik, maka adanya
kedua undang-undang tersebut mendorong daerah untuk segera
melakukan persiapan yang dibutuhkan, agar proses ini sejalan dengan
harapan semula yaitu terciptanya masyarakat yang maju, mandiri,
sejahtera, dan berkeadilan.

Pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah harus
dibarengi dengan mempersiapkan daerah untuk melaksanakan
kewenangan tersebut. Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh
Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam
aspek keuangan, usaha yang dilaksanakan antara lain dengan
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan

menggali potensi sumber keuangan baru, dalam mendukung proses
otonomi daerah.

Dalam rangka mempersiapkan dir tersebut, setiap daerah
berusaha untuk memperkuat struktur penerimaannya terutama yang
berasal dan pendapatan asli daerah, sehingga mereka berlomba-
lomba meningkatkan kemampuan daerahnya baik dengan strategi
intensifikasi, ekstensifikasi bahkan diversifikasi. Namun demikian
semangat yang menggebu-gebu tersebut tidak dibarengi dengan
analisis dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dilakukan tersebut,
sehingga tidak jarang upaya optimalisasi pendapatan asli daerah,
justru malah menghambat kegiatan perekonamian, yang pada
akhimya dalam jangka panjang malah menurunkan pendapatan asli
daerah itu sendin.

2  Pemberdayaan dan Penggaian Sumbes-sumbar PAD



Banyak daerah yang dalam mengembangkan sumber
pendapatan daerahnya memunculkan retribusi atau pajak baru yang
menimbulkan protes dan kritikan-kritikan karena lebih membebani
masyarakat dan kalangan dunia usaha. Muncuinya retribusi atau pajak
baru dapat menimbulkan hight cost economy yang ujungnya akan
membebani masyarakat. Dampak lain yang ditimbulkan dari
penggalian potensi daerah seperti itu bukan merangsang minat bagi
investor utuk menanamkan modal dan usahanya di daerah tersebut,
tetapi menimbulkan keengganan untuk menanamkan modal bahkan
ingin memindahkan usahanya ke tempat lain atau negara lain.

Di sisi lain, masih terdapat sumber pendapatan yang belum
teroptimalkan. Hal ini dibuktikan antara lain: Banyak daerah yang
mampu merealisasikan penerimaan dari sumber-sumber tertentu jauh
melebihi target yang telah ditentukan. Kenyataan ini disinyalir bahwa
penetapan target tidak didasarkan kepada potensi yang sebenarmya,
melainkan hanya diprediksikan tanpa perhitungan yang tepat, bahkan
tidak sedikit daerah yang mematok target hanya didasarkan kepada
peningkatan 10% dari tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, sebagai dampak dari
kurangnya pelayanan kepada masyarakat untuk beberapa jenis
layanan, menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar
refribusi yang diwajibkan. Dampak selanjutnya, penerimaan dari sektor

-ini pun menjadi tidak optimal. Demikian juga, kekakuan dalam
manajemen Badan Usaha Milik Daerah, serta kurangnya inovasi
dalam memberikan layanan atau kurangnya variasi dan inovasi dalam
memproduksi barang dan jasa yang dihasilkannya, menyebabkan
daya saing BUMD menjadi lemah. Dampak selanjutnya, penerimaan
Pemerintah Daerah dari sumber ini pun menjadi tidak optimal.

Pamberdayaan Jan Penggalas Sumber-sumber PAD 3



Atas dasar tiga alasan utama tersebut, yaitu: Perfama, adanya
kecenderungan Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan
pendapatan daerah yang kurang memperhatikan dimensi kemampuan
. masyarakat dan dampak ekonomi terutama terhadap investasi; Kedua,
masih adanya peluang sumber-sumber penerfimaan baru yang dapat
dimunculkan; Ketiga, masih adanya potensi-potensi pendapatan dari
sumber yang ada yang belum teroptimalkan, maka perlu dilakukan
pengkajian yang diarahkan kepada pemberdayaan sumber-sumber
pendapatan yang telah ada dan penggalian sumber-sumber
pendapatan yang baru,

B. Rumusan Masalah

Kebijakan otonomi Daerah yang diarahkan kepada perwujudan
kemandirian Daerah secara bertahap, telah mengharuskan setiap
Daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangannya, yang dalam
struktur APBD bersumber dar pos Pendapatan Asli Daerah (PAD),
karena bagaimanapun, secara beriahap proporsi PAD harus
meningkat, sedangkan alokasi Pemerintah Pusat harus menurun. Jika
lidak, sulit dikatakan sebagai suatu otonomi yang utuh. Upaya
peningkatan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari
PAD, dalam kenyataan sekarang sering dilakukan dengan kurang
memperhatikan kemampuan masyarakat serta dampaknya terhadap
perekonomian secara lokal ataupun nasional, sehingga bukannya
peningkatan pendapatan dalam jangka panjang, tetapi justru
menurunkan pendapatan. Di sisi lain masih terdapat sumber-sumber
yang dapat dijadikan sumber pendapatan baru, serta masih kurang
optimalnya penggalian dari sumber yang telah ada. Atas dasar hal
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tersebut: Bagaimanakah upaya pemberdayaan yang harus dilakukan
sefiap daerah terhadap sumber-sumber PAD yang telah ada dan
menggali sumber-sumber yang potensial?

C. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Kegiatan peneliian ini bertujuan:

1. Melakukan optimalisasi penggalian pendapatan Daerah dari
sumber-sumber yang ada (Pemberdayaan  sumber
pendapatan),

2. Mencari sumber-sumber baru yang dapat dijadikan sumber
PAD, yang tidak menimbulkan net impact negatif dalam jangka
panjang (Penggalian sumber pendapatan baru).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan penelitian ini
diharapkan dapat mencapai sasaran:

1. ldentifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah ada;

2. Menghitung tingkat upaya penerimaannya (efforf) yang telah
dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi
penerimaan dengan potensinya atau target yang telah
ditentukan (jika data potensi tidak diperoleh/sulit diukur):

3. Menghitung elastisitas setiap jenis Pendapatan Asli Daerah
terhadap faktor-faktor yang menentukannya;

= 4. |dentifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang
potensial untuk dipungut;

5. Menentukan model pemberdayaan dan penggalian yang
relevan untuk dilaksanakan untuk setiap jenis sumber
pendapatan tersebut.

Pemberdayaan dan Fenggaian Sumber-sumbar PALD 5



D. Kerangka Pikir

Upaya pemberdayaan dan penggalian sumber pendapatan
Daerah, memiliki beberapa tujuan. Roy Bahl, etall (1850: 391-396)
menyebutkan 4 tujuan pembenahan dalam sumber keuangan daerah
ini. Pertama, dalam rangka mobilisasi sumber daya (mobilizing
resources). Bahwasannya warasi dalam menciptakan bentuk
penerimaan pemerintah daerah, baik dalam hal dasar pungutan
maupun tarf, akan melahirkan penerimaan yang lebih besar
dibandingkan dengan apabila terpaku pada satu jenis penerimaan
saja. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih
besar dalam membuat variasi-varasi ini, karena setiap daerah
mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda.

Tujuan kedua adalah, efisiensi ekonomi (economic efficiency).
Pemilihan alokasi sumber daya yang ada di daerah akan berpengaruh
terhadap efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Penetapan
sistemn perpajakan yang tidak tepat sangat memungkinkan terjadinya
pengalokasian sumber daya secara inefisien. Dalam hal ini, daerah
lebih mengetahui tentang kondisi dan potensi daerahnya, sehingga
pembenahan sistem penerimaan melalui perpajakan misalnya, akan
menggiring alokasi sumber daya kepada kondisi yang lebih efisien.

- Tujuan ketiga adalah keadilan (equity) Keadilan dapat
diinterpretasi sebagai keimbangan antara pengorbanan yang diberikan
dengan manfaat yang diterima oleh si pembayar. Dalam hal ini,
daerah yang telah diberikan otonomi, mempunyai kewenangan yang
lebih besar dalam penyedian barang dan jasa publik untuk warganya.
Dengan demikian, dimensi keadilan ditinjau dari pendekatan ini

B Pembardayaan dan Pangpahan Sumber-jumbar FAD



memberikan isyarat <epada daerah untuk mempunyai kewenangan
dalam menentukan sumber penerimaan daerahnya.

Tujuan keempai adalah kelayakan administratif {administrative
feasibility). Bahwasaanya tingkat kemampuan administratif tiap daerah
berbeda-beda. Dalam konteks ini, maka pembenahan dalam aspek
penerimaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan administratif
yang secara langsung akan berimplikasi kepada upaya pendapatan
{effort) dari daerah yang bersangkutan.

Dalam melakukan pemberdayaan dan penggalian sumber
penerimaan daerah tidak jarang dihadapi berbagai kendala. Kendala
pertama berupa peraturan perundang-undangan yang tidak
mendukung upaya tersebut; atau tatkala suatu peraturan perundang-
undangan dibuat dengan tujuan untuk melakukan pembenahan,
namun di lain pihak terdapat peraturan perundang-undangan yang
tidak senafas. Demikian juga, upaya pembenahan sumber penerimaan
daerah sering kali berbenturan dengan kepentingan politik pihak-pihak
tettentu, dalam hal ini misalnya berbenturan dengan kepentingan
politik Pemerintah Pusat Dalam kondisi ini kebijakan pembenahan
sumber keuangan daerah sering kali hanya ada di atas kertas, namun
tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan. Roy Bahl, et.all
(1990: 396) menyebutkan kendala perfama ini sebagai kendala aturan
«an politik (legal and palitical constraints).

Kendala kedua muncul dalam aspek struktur administrasi, yang
cleh Bahl, et.all (1990: 397) disebut sebagai administrative structure
constraint.  Kondisi struktur administratif, termasuk di dalamnya
kondisi birokrasi pemerintahan yang lemah dan kaku, baik dalam

Pemberdayaan dan Penpgakan Sumber-sumber PAD T



kemampuan sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta
kelembagaannya, dapat mengakibatkan kurang berhasilnya kebijakan
reformasi penerimaan daerah.

Kendala kefiga terkait dengan kondisi perekonomian daerah.
Kebijakan pembenahan sumber keuangan sebaik apa pun tanpa
didukung oleh kemampuan perekonomian daerah yang baik, tidak
akan menghasilkan penerimaan yang berarti. Bahl, et.all (1990 398)
menyebut kendala ini sebagai economic consiraints. Contoh mengenai
hal ini, apabila dilakukan diversifikasi objek pajak, namun apabila
suatu daerah tidak mempunyai banyak potensi pajaknya, maka
kebijakan diversifikasi ini tidak akan berhasil di daerah tersebut.

Terakhir, kendala keempat, yang disebut oleh Bahl et.all (1990:
399) sebagai kendala teknologi, budaya, dan kelembagaan
(technological, cultural, and institutional constraint). Dalam hal ini,
kemampuan teknologi termasuk metode yang diperlukan untuk
mendukung reformasi penerimaan, kondisi budaya masyarakat yang
kurang respons terhadap kebijakan pemerintah, serta kelembagaan
birokrasi yang juga kurang akomodatif, dapat menyebabkan gagalnya
kebijakan reformasi penerimaan lokal.,

Sehubungan dengan kendala-kendala tersebut Bahl, et.all
$1990: 399-404) mengajukan dua kiat untuk keberhasilan reformasi
tersebut yaitu compliance incentives dan administrative incentives,
Cara yang pertama, menekankan upaya mobilisasi pendapatan
melalui pemberian insentif atau disinsentif kepada para pembayar
(payers), sedangkan yang kedua pemberian insentif kepada
administrator dan pemerintah lokal sendiri.
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Insentif bagi pembayar yang taat (compliance incentives) dapat
dilakukan melalui 4 (empat) cara. Pertama, benefit of paying artinya,
pembayar mendapatkan manfaat yang paling besar dari barang publik
yang disediakan dar sumber pendapatan tersebut. Kedua, hukuman
(penalties) bagi subyek pendapatan yang tidak mau membayar.
Ketiga, pengenaan biaya yang lebih tinggi bagi pembayar yang telat
jika dibandingkan dengan pembayaran secara tepat (complience cost).
Keempat, melakukan reformasi struktural (struciursl reform). Kiat
yang keempat ini merupakan perbaikan dalam sistem pendapatan
sendii. Hal ini sangat penting karena untuk menghasilkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka sistem yang
dianut harus difahami betul oleh masyarakat.

Insentif administratif (administrative incentives), juga dapat
dilakukan melalui 4 (empat) cara. Pertama, pemberaian hadiah
berupa uang (pecuniary incentives) kepada pemungut atau pengumpul
yang berprestasi. Kedua, pemberian kekuasaan atau promosi jabatan
{power and advancemeni) bagi pegawai yang berprestasi. Ketiga,
insentif pengeluaran (expendifure incentives), artinya apabila
pemerintah lokal mampu mengumpulkan pendapatan, berarti lebih
besar kemampuan pemerntah tersebut untuk  melakukan
pengeluaran. Hal ini terutama berpengaruh pada suatu negara
demokratis yang pergantian pemerintahannya relatif lebih sering,
;a-ahingga program-program pembangunan banyak direncanakan
bersifat jangka pendek. Keempat, pinjaman antar pemerintah
(intergovermental afd). Cara ini merupakan alternatif apabila
pendapatan sendiri  tidak mencukupi untuk  pembiayaan

pembangunan.
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E. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pada umumnya tujuan (Goals) dari penelitian adalah menjelajah
(to explorate), menggambarkan (fo describe), atau menjelaskan (to
axplain) gejala. Dengan demikian, maka pilihan pendekatan penelitian
yang dapat dilakukan meliputi pendekatan eksplorasi, pendekatan
deskripsi, pendekatan eksplanasi dan pendekatan komparasi. Dalam
hal ini pula, June Audrey True (1992) membagi pendekatan penelitian
menjadi 3 yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Sebagaimana
dikemukakan True, pendekatan eksploratif dan pendekatan deskriptif
lidak memerlukan hipotesis penelitian. Sementara itu, menurut Gay &
Dienl (1992:19), yang dimaksud dengan metode penelitian adalah
jenis penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

Atas dasar hal tersebut, maka metode atau pendekatan dalam
penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian deskriptif,
karena penelitian ini dirancang untuk meneliti objek, atau set kondisi,
atau peristwa pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat
deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat,
mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki
(Nazir, 1985: 63).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan difokuskan pada beberapa Daerah Kota yang
ada di beberapa Propinsi di Indonesia. Untuk menentukan lokasi
penelitian, ditetapkan 2 kriteria yaitu tingkat umur dan karakteristik
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perekonomian daera Atas dasar dua krireia tersebut ditetapkan 5
Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

[ " Kondisi Perekonomian
UMUR Dominasi Sektor | Dominasi Sektor

Primer Non Primer
Tua {Lama) |« Kota + Kota Batam
Banjarmasin « Kota Bandar
Lampung
Muda « Kota Batu s Kota Cimahi
(Baru)

+ Kota yang muda (masih baru) dengan kondisi perekonomian
didominasi oleh Sektor Mon Primer, maka dipilih Kota Cimahi. Kota
Cimahi juga sebagai kota militer. Dengan demikian optimalisasi
sumber penerimaan yang ada dan penggalian sumber pendapatan
baru sangat diperiukan.

+ Kota yang muda (masih baru) dengan kondisi perekonomian masih
didominasi Sektor Primer, maka dipilih Kota Batu.

« Kota yang sudah tua (sudah lama berdir) dengan kordisi

. perekonomian didominasi oleh Sektor Mon Primer, maka dipilih
Kota Bandar Lampung dan Kota Batam. Sebagai catatan, Kota
Batam sebenamya jika dilihat dari statusnya sebagai daerah
otonom masih relatif baru, namun dilihat dan sisi pengelolaan kota
yang dikelola oleh Badan Otorita, maka sebenamya kota ini sudah
lama.
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Berdasarkan data Tahun 2000, kontribusi Sektor Primer Kota
Bandar Lampung, yang terdiri dari Sektor Pertanian dan Sektor
Pertambangan dan Penggalian hanya memberkan kontribusi
sebesar 4,54%, sedangka sisanya merupakan sumbangan Sektor
Non Primer. Bahkan pada tahun tersebut, dua sektor yang
memberikan kontribusi terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan,
dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kedua sektor
tersebut memberikan kontribusi sebesar 52 6%.

Sementara itu, Kota Batam juga termasuk kota yang sudah relatif
lama, dengan dominasi struktur perekonomian Sektor Non Primer.
Berdasarkan data Tahun 2000, struktur perekonomian Kota Batam
didominasi oleh Sektor Industi Pengolahan hingga mencapai
71.60%.

* Kota yang sudah tua (sudah lama) dengan kondisi perekonomian
didominasi sektor pertanian, maka dipilih Kota Banjarmasin.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, data yang akan dikumpulkan
berupa data sekunder yang berkaitan dengan potensi sumber-sumber
pendapatan daerah (data kuanfitatif), dan data primer berupa
informasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah dari pejabat di
daerah (data kualitatif). Untuk mengumpulkan kedua jenis data
tersebut maka instrumen pengumpul data akan dirancang dalam dua
bentuk yaitu, pedoman wawancara dan daftar isian sesuai dengan
kebutuhan.
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4. Tahapan Pengumpulan dan Pengolahan Data

* Tahap Identifikasi, pengumpulan data tentang sumber
pendapatan daerah yang telah ada, data tentang realisasi setiap
sumber pendapatan, data tentang potensi setiap sumber
pendapatan, dan potensi sumber pendapatan baru.

* Tahap Perhitungan Potensi; Berdasarkan data yang telah
terkumpul dilakukan perhitungan terhadap berbagai indikator
keuangan daerah yang meliputi: Upaya (effort) dari setiap jenis
penerimaan, elastisitas penerimaan, dan prediksi potensi
sumber keuangan baru.

» Tahap Konfirmasi; Perhitungan yang didasarkan kepada data
awal kemudian dikonfirmasikan kembali ke lokasi penelitian
agar formulasi model yang akan dilakukan kemudian benar-
benar berdasarkan kondisi yang sesungguhnya. Konfirmasi
dilakukan bukan hanya dengan melihat kembali data sekunder
yang ada, melainkan melalui penggalian data primer berupa
wawancara dengan pihak-pihak terkait baik pejabat ataupun
masyarakat.

* Tahap Formulasi; Berdasarkan hasil perhitungan beberapa
indikator kemampuan keuangan Daerah, kemudian dibuat
formulasi model pemberdayaan dan penggalian sumber
Pendapatan Asli Daerah.

» Tahap Sosialisasi; Model yang sudah terbentuk disosialisasikan
kepada pemerintah Daerah dan kepada masyarakat Daerah
yang bersangkutan.

+ Tahap finalisasi; Pada tahap ini dilakukan penggabungan hasil-
hasil analisis dari setiap Daerah.
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5. Kerangka Analisis Penelitian

| = BX==TMTM=0

Model kerangka analisis di atas, secara ringkas dapat dijelaskan
sebagai berikut;

1. Analisis dengan membandingkan target, potensi, dan realisasi
£ akan melahirkan upaya penerimaan yang selanjutnya
menentukan altematif model pemberdayaan Intensification
Model atau Extensification Model
2. Analisis dengan membandingkan target dengan potensi yang

dimiliki akan melahirkan kemungkinan perlunya model
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pemberdayaan Target-Potencial Synchronization Model atau
Data Consalidation Model

3. Analisis terhadap potensi sumber PAD baru akan melahirkan
kemungkinan diterapkannya model pemberdayaan difersifikasi
(Difersification Model).

4. Analisis terhadap respon perubahan penerimaan terhadap
perubahan indikator makro ekonomi (GDP, Investasi, atau
Pengeluaran Pemerintah) akan menghasilkan angka elastisitas
penerimaan terhadap indikator-indikator makro tersebut, yang
menentukan perlu atau tidaknya diterapkan = model
pemberdayaan tidak langsung (Indirect Model).

5. Analisis terhadap respon perubahan penerimaan terhadap
perubahan tarif akan menghasilkan angka elastisitas
penerimaan terhadap perubahan tarif, yang menentukan periu
atau tidaknya diterapkan model pemberdayaan melalui
perubahan tarf (Tariff Empowerment Model) atau tanpa
perubahan tarif (Non Tariff Empowerment Model).
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BAB Il
SUMBER & MODEL PEMBERDAYAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SAAT INI

A. Sumber-sumber PAD

Pada dasamya pengertian otonomi daerah adalah wewenang
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat
pada negara kesatuan. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan
pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh
pemerintah pusat. Dalam hal ini berdasarkan UU Nomor 22 Tahun
1999 pasal 7 ayat 1, kewenangan yang tetap dimiliki oleh Pemerintah
Pusat meliputi kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lainnya.

Yang dimaksud kewenangan bidang lainnya sebagaimana
disebutkan dalam ayat 1 tertsebut dinyatakan juga dalam ayat 2 nya,
yaitu meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekcnomian
nNegara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang
strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Selanjutnya, memahami otonomi daerah tanpa memahami
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tersurat dalam UU No.
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25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah, tidaklah lengkap. Hal ini disebabkan oleh karena
UU No. 25 tahun 1988 tersebut merupakan komplemen vital
pelaksanaan otonomi daerah. Setiap penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan pada intinya adalah melayani kepentingan masyarakat
dan memerlukan dukungan dana yang besar dan cenderung terus
meningkat sesuai meningkatnya tuntutan masyarakat. Sumber-sumber
pembiayaan otonomi untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
terdiri dari sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999
dan UU Nomeor 25 Tahun 1999 meliputi:

1. Pendapatan asli daerah

2. Dana perimbangan

3. Pinjaman daerah

4. lain-lain penerimaan sah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari :
1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Berdasarkan pengalaman empirk, kontribusi PAD terhadap
keseluruhan penerimaan daerah di Indonesia masih relatif kecil.
Belum ada satu daerah pun yang PAD-nya mampu mencapai 50%
atau lebih dari total penerimaan daerah. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan hal ini, antara lain; Pertama, karena sebagian besar
sumber penerimaan yang ada di Daerah masih tetap dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, dan kedva, karena kemampuan daerah yang
belum optimal dalam menggali sumber-sumber PAD yang dimilikinya.
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Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya penggalian
sumber PAD baru serta pemberdayaan terhadap sumber-sumber PAD
yang telah ada.

I. Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa
timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh
pemerintah (R. Soemitro: 1994). Retribusi juga merupakan pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena
mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang
berkepentingan atau karena yang telah diberikan oleh daerah (Kaho!
1987). Retribusi ini berbeda dengan pajak, retribusi dipungut karena
seseorang telah memanfaatkan atau menerima jasa dari negara atau
pemerintah, sedangkan pajak dipungut tanpa adanya jasa negara
yang langsung dinikmati secara langsung oleh si pembayar.

Pemaksaan pada retribusi bersifat ekonomis, karena siapa saja
dapat tidak memabayar retribusi, dengan tidak atau menolak untuk
menikmati jasa yang disedikan tersebut. Beberapa jenis retribusi
antara lain retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi sampah, dan
sebagainya.

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis usaha tertentu
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi tidak semua jasa
yang diberikan cleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya,
namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan
sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retnbusi. Sedangkan
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subjek retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan yang bersangkutan.

Jenis retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a Jasa Umum, vyaitu yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinlkmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa Usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip kemersial, karena pelayanan
tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Pemerintah
Daerah dapat memungut retribusi atas penggunaan
pemanfaatan jasa usaha vyang khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan bukan disediakan
oleh pihak swasta.

¢. Perizinan Tertentu, adalah kegiata tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjadi
kelestarian lingkungan. Dikaitkan dengan fungsi tersebut diatas,
maka pada prinsipnya adalah untuk melindungi kepentingan dan
ketertiban umum. Dan untuk melaksanakan fungsi tersebut
butuh biaya yang dipungut dari retribusi perizinan tertentu
tersebut agar biaya seluruh atau sebagian tertutup.




2. Pajak Daerah

Pajak, ditinjau dari segi mikroekonomi merupakan peralihan
uang {harta) dari sektor  swastafindividu ke  sektor
masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung
dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan sesecrang, dan sudah
barang tentu mengurangi daya beli individu, sehingga pajak dapat
mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu.

Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke
masyarakat untuk membiayai kepantingan umum masyarakat,
sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian
masyarakat (makroekonomi). Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat
mempengaruhi pengangguran, dapat mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah ke masyarakat
mempunyai dampak ekonomis yang sangat besar, lebih-lebih dengan
adanya efek multiplier dalam masyarakat.

Fajak Daerah yang dipungut harus mengutamakan hal-hal
berikut ini:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber
pendapatan adalah bahwa sumber tersebut harus menghasilkan
pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau
sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.
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Jika biaya meningkat maka pendapatan juga harus meningkat.
Elastisitas pajak  yakni kemampuan untuk menghasilkan
tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama
atas kenaikan pengeluaran pemerintah, dan dasar pengenaan
pajaknya berkembang secara otomatis misalnya apabila harga-
harga meningkat, penduduk di suatu daerah berkembang dan
pendapatan individu bertambah. Dalam hubungan itu elastisitas
mempunyai dua dimensi. Pertama adalah pertumbuhan potensi
dari dasar pengenaan pajak itu sendii. Kedua, kemudahan
untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.

b. Keadifan

Kriteria yang kedua adalah keadilan - prinsipnya adalah beban
pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan
dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan
masing-masing golongan.

Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi.
Pertama, pemerataan secara vertikal — hubungan dalam
pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda,
Dimensi kedua dari keadilan adalah keadilan horizontal —
hubungan pembebanan pajak dengn sumber pendapatan.
Seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar
pajak lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang
sama dar bisnis atau pertanian; Seorang petani yang
mengusahakan tanaman ekspor seharusnya tidak membayar
pajak lebih besar daripada petani dengan pendapatan sama di
bidang tanaman pangan. Dimensi keliga adalah keadilan secara
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geografis. Pembebanan pajak harus adil antar penduduk di
berbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih
berat hanya karena mereka tinggal di suatu daerah tertentu.

¢. Kemampuan Adminisiratif

Bahwasannya setiap sumber pendapatan berbeda-beda dalam
jumiah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam
administrasinya.

d. Kesepakatan Polilis

Kemauan politis diperiukan dalam mengenakan pajak,
menetapkan struktur tarif, memutuskan suatu yang harus
dibayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut
pajak secara fisik dan memaksa sanksi terhadap para
pelanggar.

e. Administrsi Pajak Daerah

Perlu dipertimbangkan apakah suatu pajak dapat secara efektif
digali — dikenakan, dinilai atau dipungut — oleh daerah
dibandingkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Laba Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sumber PAD
Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan dunia usaha

dengan cara memiliki BUMD, karena dua tujuan, yaitu menyajikan
pelayanan dengan pembelajaran mandiri, dan untuk mempercleh
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keuntungan. Batas antara kedua tujuan itu sukar dipastikan dan,
memang mungkin tiada batas sama sekali, hanya imbangan
penekanan. Mamun yang jelas, laba Badan Usaha Milikk Daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena
itu dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah

bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi
secara umum.

Pengertian Badan Usaha Milik Daerah dirumuskan sebagai
“suatu badan wusaha vyang dibentuk oleh daerah untuk
memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah
penghasilan daerah”. Dar uraian tersebut di atas tergambar dua
fungsi pokok yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang
berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi
berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil
pendapatan daerah. Ini berarti Badan Usaha Milik Daerah harus
mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan
yang dapat disumbangkan kepada kas daerah.

Sekalipun Badan Usaha Milik Daerah diharapkan menjadi
penopang kas daerah, tetapi dalam kenyataannya daerah-daerah
tetap dihadapkan pada berbagai masalah dalam usahanya untuk
mendayagunakan sektor ini sebagai sumber pendapatannya. Ada
beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan peranan Badan
Usaha Milik Daerah dalam menopang pendapatan daerah.

Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah itu sendiri yang membutuhkan profesionalisme tersendiri di
mana ienaga-tenaga untuk itu sangat terbatas dimilki oleh daerah-
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daerah. Dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah disamping
mengemban misi ekonomi, yaitu bagaimana mempercleh keuntungan
(laba), juga yang sama pentingnya adalah mengemban misi sosial,
yaitu bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
sedikit banyak mengorbankan misi ekonomi diatas.

Akibat banyaknya tujuan dari pendiran perusahaan daerah
tersebut, yang termyata saling berdawanan satu sama lain, menjadikan
perilaku BUMD dilematis. Di satu pihak BUMD berkepentingan untuk
menyalurkan kepentingan politik ekonomi, di lain pihak berkepentingan
untuk memaksimalkan profit. Haririan (1989) sebagaimana dikutip |
Ketut Mardjana dalam State-Own Enlerprises in a Mixed Economy:
Micro Versus Macro Economic Objectives mengatakan:

“terjadi konflik yang mendasar dalam internal perusahaan
negara/daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi mikro BUMD
merupakan organisasi usaha yang going concem, yang dituntut
untuk mampu mencapai produktif efisien dan pencapaian
keuntungan usaha. Sementara itu dari aspek ekonomi makro,
terdapat kepentingan yang lebih besar, antara lain penyediaan
fasilitas prasarana, pembangunan industri strategis, penyediaan
tenaga kerja, penyeimbangan pembangunan regional, distribusi
pendapatan, dan penyediaan layanan sosial, dan aspek lain
yang berbau kepentingan politik" (Marjana, | K: 1999).

Pertentangan antara dua hal yang dilematis tersebut identik
dengan perbedaan persepsi antara kepentingan pemerintah untuk
melakukan kontrol yang ketat —-yang bukan saja dalam bentuk
strategic policy, tetapi juga sering dalam operational policy-— dan
kepentingan perusahaan tentang kebutuhan mutlak terhadap otonomi
dan otoritas yang memadai dalam pengambilan keputusan. Konflik
kepentingan tersebut menimbulkan keunggulan kepada pemerintah
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daerah sebagai pemegang otoritas pemilik (authoralive owner),
dengan mengorbankan kepentingan BUMD sebagai lembaga

komersial,

Yang menjadi permasalahan adalah bahwasannya lembaga
pemerintah adalah organisasi yang bersifat multidimensional, terdiri
dari banyak organ dimana satu dan lainnya mempunyai tujuan yang
berbeda, sehingga kontrol atau pengawasan pemerintah yang multi
organ tersebut dapat memberikan wama yang berbeda terhadap
BUMD sesuai dengan misi dan tujuan masing-masing organ
pemerintah dimaksud. Dengan banyaknya organ pemerintah yang ikut
dalam fungsi pengawasan BUMD, mengakibatkan otonomi BUMD
menjadi sempit dalam pengambilan keputusan, dan sebaliknya tingkat
ketergantungan BUMD terhadap pemerintah menjadi semakin tinggi.

Pengawasan yang berlebihan menimbulkan dampak negatif
antara lain. Pertama, ketidakseimbangan informasi (information
asymmetry) antara prinsipal (pemerintah) dan agen (manajemen
BUMD) dapat mendorong timbulnya moral hazard, yaitu sikap mental
oportunistik yang mengutamakan kepentingan individu di atas
kepentingan organisasi. Kedua, kerancuan manajerial akan
memberikan peluang kepada pengelola BUMD untuk menutupi
kegagalan yang diperbuat dibalik kontrol dan intervensi pemerintah
daerah. Ketiga, terjadi tingkat ketergantungan BUMD, baik dalam
bentuk subsidi, petunjuk maupun fasilitas lainnya dari pemerintah,

Ketergantungan BUMD terhadap pemerintah daerah cenderung
membawa implikasi negatif dalam bentuk menurunnya kinerja. Kinerja
yang buruk tersebut akan mendorong inisiatif pemerintah untuk
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melakukan intervensi ke dalam manajemen. Manajer menjadi terikat
untuk selalu patuh dengan prosedur dan aturan administrasi dari pada
komitmen bisnis. Akibatnya mereka menjadi pasif, kurang inisiatif,
prosedur pengambilan keputusan menjadi panjang, berbelit-belit, serta
memakan waktu dan biaya, baik biaya agensi (agency cost) maupun
biaya transaksi (fransaction cosf). Akibat lebih lanjut mendorong
terjadinya inefisiensi dan melemahnya daya saing perusahaan serta
semakin menurunnya kinerja perusahaan.

Apabila hal tersebut terjadi, bukan sumbangan BUMD terhadap
penerimaan pemerintah daerah yang akan terealisasi, tetapi aliran
dana pemerintah daerah kepada BUMD dalam bentuk subsidi.
Sementara keberadaan subsidi mendorong perilaku manajemen
menjadi kurang sadar biaya {cost unconscious). Dan lingkaran setan
kontrol birokrasi dan inefisiensi BUMD seperti tersebut di atas
cenderung berkelanjutan,

B. Model Pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah: Intensifikasi
dan Ekstensifikasi

Dalam menunjang terwujudnya Otonomi Daerah yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab, serta kewenangan yang diberikan atas
dasar asas desentralisasi, maka semua bidang kewenangan pada
_dasamya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah
Kabupaten/Kota. Untuk itu, maka Pendapatan Asli Daerah yang
merupakan sumber penerimaan dar daerah sendiri peru terus
ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagaian beban
biaya yang diperiukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sekaligus dapat
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mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap subsidi Pusat,
sehingga kemandirian dan otonomi luas, nyata dan bertanggung
jawab dapat dilaksanakan. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya
untuk meningkatkan Pendapatan Asii Daerah tersebut.

Pada dasamya, saat ini dikenal dua pendekatan untuk
melakukan optimalisasi PAD ini yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi diartikan sebagai upaya optimalisasi PAD dengan tanpa
memperiuas objek pajak baru. Sedangkan ekstensifikasi merupakan
upaya optimalisasi PAD dengan menambah objek pajak baru.

1. intensifikasi

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian intetisifikasi
sebagaimana di kemukakan oleh Purwodarminto (1984 : 3) disebutkan
bahwa: “Intensifikasi adalah suatu usaha yang menjurus untuk
mempertinggi atau meningkatkan”. Dalam konteks ini berarti bahwa
intensifikasi pemungutan pajak merupakan stu usaha untuk
meningkatkan kegiatan pemungutan pajak.

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah menurut Halim, et.all
(2001:113) adalah “"Suatu tindakan atau usaha-usaha untuk
memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang
lebih giat, ketat, dan teliti. Dengan demikian maka Intensifikasi
Pendapatan Asli Daerah adalah upaya untuk meningkatkan
penerimaan PAD dari sumber-sumber penerimaan yang sudah ada.

Adapun sasaran dari intensifikasi pemungutan Pendapatan Asli
Daerah adalah:
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a. Menjangkau semua obyek pemungutan yang sudah ada,
sehingga diharapkan tidak terdapat obyek pemungutan yang
lolos.

Identifikasi potensi PAD.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat pemungut.
Pembenahan sistem dan mekanisme pemungutan,

Penetapan hukum formal

Usaha kerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat
pemindahan uang dari sektor swasta ke kas Daerah.

g. Efektivitas dan efisiensi pemungutan.

-~ e ap o

Selanjutnya, berkaitan dengan tatacara pelaksanaan
intensifikasi, Mardiasmo { 1989 : 324-325) mengemukakan bahwa:
Untuk mengatasi menurunnya penerimaan negara yang disebabkan
oleh strategi pemberian keringanan, kemudahan dan fasilitas kepada
kepatuhan wajib pajak, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam
pemungutan pajak. Intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan
nkepatuhan wajib pajak yang salah satunya berupa peningkatan
kegiatan pemeriksaan oleh fiscus. Untuk itu perlu ditingkatkan
kegiatan wverifikasi lapangan (Field Audif) maupun verifikasi kantor
(Room Auditl).

Sementara itu menurut Soemitro R (1998) intensifikasi adalah:
=Cara untuk menaikkan hasil penerimaan pajak dapat diterapkan
melalui sistem intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yang
dimaksud disini adalah meningkatkan penerimaan, melalui berbagai
segi yakni:

1. Intensifikasi Peraturan Perundang-undangan;

2. Meningkatkan mutu aparat pajak;
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3. Memaksimalkan/mengkomputerisasi administrasi;

4. Mendidik wajib pajak supaya mempunyai kesadaran paj'ak
(Taix Consciusness) diikuti dengan kejujuran dan disiplin yan
mantap.

Adapun kebijakan intensifikasi salah-satunya diharapkan agar
bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang ada
selama ini. Mengenai hal tersebut Hirawan (1987: 211-212)
berpendapat bahwa: Kebijakan Intensifikasi bisa berupa peningkatan
pendapatan daerah dari sumber-sumber yang telah ada dan berjalan
selama ini, hal ini dapat dilakukan dengan jalan menyesuaikan tarif
pemungutan, penyempumaan sistem pemungutan dan
administrasinya, pendekatan personil, petugas dan peralatan,
peningkatan pengawasan dan pemberian penerangan serta
penyuluhan pada masyarakat, pelaksanaan sanksi yang wajar bagi
pelaksanaan perpajakan dan sebaginya.

2. Ekstensifikasi

Halim, at.all (2001:114) mengemukakan bahwa "Ekstensifikasi
adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah yang baru” Atas dasar pemikiran tersebut, maka pada
prinsipnya ekstensifikasi PAD adalah upaya untuk menggali sumber-
surriber penerimaan PAD baru yang selama ini belum ditangani,
namun dalam penggaliannya harus disesuaikan dengan ketentuan
perundangan yang berlaku. Ekstensifikasi dilakukan jika terdapat
sumber potensi yang ada dan belum didayagunakan serta
memberikan kemungkinan hasil yang melebihi biaya pengelolaannya.
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Usaha ini memerlukan kejelian dan kecermatan aparat Pemerintah
Daerah.
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BAB Il
MODEL ALTERNATIF PEMBERDAYAAN DAN PENGGALIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Konsep-konsep Kunci

Model pemberdayaan yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah
strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan optimalisasi PAD
sesual dengan karakteristik kinerja setiap jenis PAD saat ini. Untuk
menentukan model pemberdayaan yang tepat, ada beberapa konsep
kunci yang harus difahami sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD  didefinisikan sebagai prosentase
peningkatan PAD dan satu tahun ke tahun berikutnya (dalam satu
tahun). Laju pertumbuhan PAD merupakan sasaran dan kebijakan
pemberdayaan PAD vyang dilakukan setiap daerah. Untuk
mendapatkan nilai laju pertumbuhan PAD, dalam kajian ini digunakan
formulasi sebagai berikut:

PAD, - PAD,,
LFFs —m x 100%
PAD,.,
Dimana:
LPP = Laju pertumbuhan PAD
PAD.., = PAD tahun t-1
PAD, = PAD tahun t
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2. Upaya PAD (PAD Effort)

Upaya PAD merupakan istilah yang dianalogkan dengan
terminologi baku dalam perpajakan yaitu upaya pajak (fax effort).
Dalam kaitan ini upaya PAD didefinisikan sebagai kemampuan sistem
PAD (berbagai hal yang terkait dengan upaya penggalian PAD) dalam
menggali potensi yang dimilikinya. Namun, karena dalam kajian ini
mendapatkan kesulitan untuk memperoleh potensi setiap jenis PAD,
maka perhitungan upaya PAD dilakukan dengan cara mencar rasio
antara kemampuan merealisasikan setiap jenis PAD dari target yang
telah ditentukan sebelumnya. Secara matematis dapat diformulasikan
sebagai berikut:

EFFORT = Realisasi x 100%
Target

3. Elastisitas PAD

Elastisitas PAD didefinisikan sebagai kepekaan perubahan PAD
apabila terjadi perubahan dalam faktor yang menentukannya. Dengan
kata lain, elastisitas PAD merupakan prosentase pertumbuhan satiap
jenis PAD setiap satu persen pertumbuhan dalam faktor penentunya,
Secara teoritis terdapat beberapa faktor yang menentukan
pertumbuhan setiap jenis PAD antara lain Produk Domesti Regional
Bruto (PDRB), Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah. Makin
besar perubahan PDRB makin besar pula peluang perubahan PAD.
Makin besar perubahan investasi swasta, makin besar pula peluang
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perubahan PAD. Demikian juga, makin besar perubahan pengeluaran
pemerintah, makin besar pula peluang perubahan PAD. Ketiga faktor
tersebut secara teoritis mempunyai hubungan positif dengan FAD.
Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Misalkan
elastisitas PAD terhadap PDRB):

E =% LP(PAD)
% LP (PDRB)

E = Elastisitas PAD terhadap PDRB
LP(PAD) = Laju Pertumbuhan PAD
LP{PDRB) = Laju Pertumbuhan PDRB

B. Menentukan Model Pemberdayaan dan Penggalian PAD

Berdasarkan konsep-konsep kunci di atas, selanjutnya
ditentukan model pemberdayaan yang tepat bagi setiap jenis
penerimaan, sesuai dengan karakteristik jenis penerimaan yang
dimilikinya.

1. Menghitung Elastisitas Seliap Jenis Penerimaan terhadap
Produk Domestik Regional Bruto, Angka ini diperlukan untuk
melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis penerimaan
jika terjadi perubahan dalam PDRB. Angka-angka yang
menunjukkan elastisitas yang tinggi mengandung arti bahwa
untuk peningkatan penerimaan jenis ini, secara otomatis dapat
dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuban ekonomi
daerah. Selanjutnya, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi
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daerah dapat dilakukan melalui pemacuan sektor-sektor
unggulan baik dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB maupun
dilihat dari pertumbuhannya. Dalam kondisi yang demikian,
model pemberdayaan yang harus dilakukan adalah Model
Pemberdayaan Tidak Langsung (Indirect Empowerment Mode! /
IEM)

2. Menghitung elastisitas setiap jenis penerimaan terhadap
besamya tarif. Angka ini menunjukkan bagaimana respon
perubahan penerimaan pajak terhadap perubahan tarif. Ada tiga
kemungkinan besamya elastisitas ini, yaitu lebih kecil dari 1,
sama dengan 1, dan lebih besar dari pada 1.

Pertama, Elastisitas lebih kecil dari 1 atau inelastic (E<1):
artinya setiap perubahan harga satu persen, maka penerimaan
akan berubah kurang dari satu persen. Apabila diinterpretasi
bahwa penerimaan "dinikmati" oleh pemerintah, dan pungutan
merupakan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat,
maka dapat diartikan, dalam jangka pendek, beban yang harus
ditanggung oleh masyarakat lebih besar dibandingkan
penerimaan yang diterima oleh pemerintah apabila dilakukan
kenalkan tarif pajak. Oleh karena itu, peningkatan tarif pajak
harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pada
sekior yang terkait. Dalam kondisi ini, apabila mau dilakukan
pemberdayaan harus bersifat non tarif (Non-Tarniff Empowerment
Mode! /NEM)

Kedua, elastisitas sama dengan 1 atau Unitary (E=1); Artinya,
apabila tarif berubah satu persen, maka penerimaan pun akan
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berubah satu persen. Apabila diinterpretasi bahwa penerimaan
"dinikmati® oleh pemerintah, dan pungutan merupakan beban
yang harus ditanggung oleh masyarakat, maka dapat diartikan,
dalam jangka pendek, beban yang harus ditanggung oleh
masyarakat sama besar dibandingkan penerimaan yang diterima
oleh pemerintah apabila dilakukan kenaikan tarf pajak. Dalam
kondisi ini, peningkatan tarif ataupun tidak "sama saja” dilihat
dari nef welfare jangka pendek. Namun, jika dilihat dampaknya
terhadap perekonomian secara makro dalam jangka panjang,
menaikkan tarif pungutan pada sektor yang terkait dapat
meningkatkan kinerja perekonomian secara makro, karena
multiplier kontraksi perekonomian dari penerimaan pemerintah
lebih kecil dampaknya danpada muitiplier ekswpansi
perekonomian dan pengeluaran pemerintah..

Ketiga, elastisitas lebih besar dari 1 atau efastic (E > 1); artinya,
apabila tarif berubah satu persen, maka penerimaan pemertintah
akan berubah lebih dari satu persen. Apabila diinterpretasi
bahwa penerimaan "dinikmati” oleh pemerintah, dan pungutan
merupakan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat,
maka dapat diartikan, dalam jangka pendek, beban yang harus
ditanggung oleh masyarakat lebih kecil dibandingkan
penerimaan yang diterima oleh pemerintah, apabila dilakukan
kenaikan tarif. Dalam kondisi ini, peningkatan tarif dilihat dari net
welfare jangka pendek dan jangka panjang lebih
menguntungkan.
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Dalam kondisi elastisitas bersifat unitary atau
elastic, pemberdayaan dapat dilakukan melalui perubahan tarif
(Tariff Empowerment Mode! / TEM)

3. Menghitung potensi setiap jenis pajak yang sebenamya, Angka—
angka ini dibandingkan dengan target dan realisasi setiap jenis
pajak yang ditetapkan oleh Daerah. Kesimpulan dapat
ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika potensi jauh lebih besar dari target, maka disinyalir
penetapan target tidak realistis, sehingga kalaupun
realisasi yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan,
bukan suatu prestasi bagi daerah.

b. Jika potensi lebih kecil daripada target target, maka ketidak
tercapaian target dalam realisasinya, disebabkan karena
tidak akuratnya dalam menetapkan target.

Dalam kedua kondisi ini, maka model pemberdayaan yang perlu
dilakukan adalah peningkatan akurasi dalam penetapan target
(Targel-Potential Synchronization Model / TPSM)

4. Menghitung upaya setiap jenis penerimaan {effort); Perhitungan
ini dilakukan dengan cara menghitung rasio antara realisasi
penerimaan terhadap potensi yang sebenarnya. Kesimpulan
dar hasil perhitungan ini dapat ditentukan melalui kriteria
sebagai berikut:

a. Jika effort lebih dari 100%, disinyalir perhitungan potensi
tidak realistik. Dalam hal ini model pemberdayaan yang dapat
dilakukan adalah pendataan kembali objek penerimaan yang
ada (Data Consolidation Mode! / DCM).
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b. Jika effor kurang dari 100% berarti masih terdapat peluang
untuk peningkatan pajak dari sumber yang bersangkutan.
Dalam hal ini maka terdapat 2 (dua) model pemberdayaan
yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Peningkatan upaya pajak melalui perbaikan berbagai
faktor yang menentukannya baik faktor yang terkait
dengan sistem, kelembagaan, maupun sumber daya
manusianya (Intensification Model)

2) Apabila rendahnya effort tersebut disebabkan oleh
kurang luasnya subjek penerimaan atau dasar
penerimaan dari suatu objek yang selama ini telah
ditetapkan, maka model pemberdayaan yang dapat
dilakukan adalah peruasan subjek penerimaan
tersebut (Extensification Mode).

5. Setelah mengatahui berbagai indikator tersebut, selanjutnya
berdasarkan hasil wawancara kita lihat upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan
pemberdayaannya, permasalahan yang ditemukan oleh PEMDA
dalam melakukan pemberdayaan, serta pendapat mereka
mengenai upaya yang harus dilakukan di masa yang akan
datang. Dalam hal ini, kita sekaligus melakukan evaluasi
terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA
tersebut, apakah sudah tepat atau belum, dan memberikan
rekomendasi perlu tidaknya melanjutkan upaya sesuai dengan
gagasan mereka tersebut.
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6. Menghitung kemungkinan ditetapkannya objek penerimaan baru
berdasarkan data-data yang ada. Apabila. terdapat objek
penerimaan potensial, maka model penggalian yang dapat
dilakukan adalah difersifikasi sumber penerimaan (Differsification
Moded)
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BAB IV
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA CIMAHI

A. Indikator Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi PAD

Pendapatan Asli Daerah dalam konteks ini merupakan variabel
independen yang dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi.
Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis
mempengaruhi PAD, antara lain: struktur ekonomi daerah, investasi,
dan pengeluaran pemerintah. Selama tiga tahun terakhir, indikator-
indikator makroekonomi daerah, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi dan PDRB

Berdasarkan besarnya kontribusi sektoral (lapangan usaha
dalam membentuk produk domestik bruto), sebuah perekonomian
dapat berstruktur: agraris, industri, jasa, atau lainnya tergantung pada
sektor produksi mana yang menjadi tulang punggung perekonomian
yang bersangkutan.

Perekonomian di kota Cimahi berstruktur industi walaupun
masih dualistis dengan struktur agraris, masih belum diikuti oleh
penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja di Kota Cimahi terdapat
rata-rata 30688 orang yang menganggur dan 24450 penganggur.
Yang bekerja pada sektor industri 63.287 orang, sektor pertanian
1638 orang, sekior perdagangan 28542 orang (basis data
perencanaan pembangunan daerah 2000, 2001). Untuk memantau
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perekonomian secara makro indikator yang digunakan diantaranya
adalah PDRB yang juga merupakan angka agregasi antara lain untuk
pertumbuhan ekonomi. Cimahi mempunyai pertumbuban ekonomi
rata-rata 4,06 %.

Wajarlah bahwa angka agregasi PDRB yang paling besar
adalah wuntuk industi pengolahan yaitu sebesar rata-rata
§56.584.534,46. Setelah itu perdagangan hotel dan restaurant
sebesar rata-rata 195012 459,49 baru kemudian pertanian sebesar
rata-rata 99.654.697,39 atau dalam prosentasi kontibusinya 56,54 %
untuk industri, 16,79 % untuk perdagangan hotel dan restaurant, 8,58
% untuk pertanian.

Pada tahun 2000 wilayah kota Cimahi yang menunjang kondisi
perekonomiannya relatif merata yaitu wilayah utara, tengah dan
selatan (semua wilayah). Sedangkan tahun 2001 seluruh wilayah
Cimahi menjadi kurang berpotensi dan itu sudah merupakan embrio
potensial semenjak menjadi kotip. Data lengkap mengenai kontribusi
setiap sektor terhadap PDRB Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 4.1
Kontribusi Setiap Sektor Terhadap PDRB

Kota Cimahi
__PDRB (Rp) _
NO | SEKTOR 2000 2000 | 200 RATA-RATA | KONTRIBUSI
| .
1 Pertanian 9571629425 99,602 3?5.7:1 100646 232 18 09 854 967 39 554
2 Pertambangan | 680500460  7.081.28778 TSR TEROT  T.0880368 D1
| | [ l
|3 jncusiri £30634.278,00 656.238.090,22 68288120427 656584 534,48 56.54
4 Lm Gas, Ar 38 152 Ba8.TS  39.701.646 27 41.313.533,100  39.722.608 37 LY.

] 3467 235 T ME2E 00550  I6TI0O4NAT %4 B44.304 1

% Pardagangan 187 304, 962 194.909 54417 202822 474,

7_Anghutan 4774650967 4088510118 5170231628 4971133574

§ Lasa Lanmye

TOTAL 1.115 462 967 43 1.180.750. 763 25 1. 20T BTT 244 19 1.161.383 B58 24 100,00

Sumber: 1. Basis data perencanaan pembangunan daerah kab, Bandung
2000,2001.
Catatan: 2. Hasil survei sosial ekonomi daerah 2000,2001.
3. Beberapa angka merupakan hasil prediksi

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa kontribusi
terbesar terhadap PDRB Kota Cimahi adalah Sektor Industr
(56,54%). Dengan demikian, cukup beralasan jika Kota Cimahi
- dikatakan memupunyai struktur produksi Industri. Jika struktur industri
sejalan dengan struktur investasi dan struktur tenaga kerja, artinya,
baik nilai investasi maupun jumiah tenaga kerja sebagaian besar
berada pada Sektor Industri sesuai dengan besarnya kontribusi
produksi sektor industri, maka dapat dikatakan bahwa struktur
ekonomi Kota Cimahi adalah Industri.
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Dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor pertambangan, sektor
bangunan, dan sektor jasa lainnya ternyata merupakan tiga sektor
yang mempunyai laju pertumbuhan pailig tinggi sebagaimana terlihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan PDRE dan Share Sektoral Kota Cimahi
[ LFE
NO SEKTOR I 2001 2002 ,;MTA-RATA lh"'.u.m.'m'l,
1 Pedanian | 408 | 408 | 408 34 51
2 Pedambangan ! 4,06 408 | ape 244
| 5 bnousn 406 406 | 408 | 22039
4 Listrik_Gas, Air 406 | 408 : 4.08 13,80
5 l@ﬂn | 408 ! 4,08 4,06 12,18
G Perdagangan ! 406 E 4,06 | 4,08 BT BO
7 langkutan ; 406 | 408 4,08 17,08
8 Bank, Kllﬂll'l 1: 406 | 408 4,08 812
9 Lainnya 406 | 408 | 4,08 19,08
__TOTAL RATA-RATA | 406 406 | 406 | 4493
Sumber: Basis data perencanaan pembangunan daerah Kab. Bandung
2000,2001, diolah

© Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, meskipun tiga sektor
yaitu sektor pertambangan, sektor bangunan, dan sektor jasa lainnya
merupakan sektor-sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling
tinggi. namun share sektoral terhadap pertumbuhan PDRB termyata
tetap Sektor Industri yang paling besar. Ini artinya, bahwa meskipun
dalalam jangka panjang terdapat kemungkinan terjadi pergeseran
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struktur ekonomi, menuju ke arah struktur jasa, namun dalam jangka
pendek dan menengah Kota Cimahi masih tetap berstruktur Industri.

2. Investasi

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi.
Dengan posisi semacam itu, investasi pada dasarnya juga merupakan
langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman
modal mempengaruhi tinggi rendahnya perekonomian. Setiap daerah
selalu berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan
investasi sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan
swasta dalam negeri tapi juga investor asing. Demikian pula kota
Cimahi. Namun demikian, nilai investasi di kota Cimahi makin
berkurang dari tahun ke tahun. Semenjak tahun pantauan 2000 s/d
2002 yaitu sebesar 25.790.196.000 (tahun 2000), 2.854.000.000
(tahun 2001) dan 1.225.833.175 (tahun 2002). Investasi tersebut
terdiri dari 92 % PMDN dan & % PMA, yang ditanamkan pada
kelompok industri sebagai berikut:

a. Aneka industri
b. Industri hasil pertanian dan kehutanan
c. Industri logam, mesin dan kimia

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan investasi di Kota
-Cimahi, saat ini kantor penanaman modal Cimahi sedang
meiaksanakan pendataan ulang mengenai:

a. Jumlah perusahaan PMA/PMDN
b. Besar investasi

€. Bidang investasi
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d. Jumiah tenga kerja
e. Kapasitas produksi

f. Pemasaran dsb

Data mengenai nilai dan laju pertumbuhan investasi Kota Cimahi
selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi Kota Cimahi
INVESTASI |
NILAI LP
2000 25 T90.196.000,00 :
[ 1
| =200 2.854,000.000,00 [aa.saj
2002 1.225 833 175,00 (57.08

Sumber: Basis data perencanaan pembangunan daerah
Kab. Bandung 2000,2001, diclah

3. Pengeluaran Pembangunan

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah kota
Cimahi melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai kegiatan-
kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk
menjalankan roda pemerintahan sehari-hari (pengeluaran rutin), akan
tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian (pengeluaran
pembangunan). Dalam arti pemerintah kota Cimahi harus
menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.
Pemerintah harus merintis dengan menjalankan kegiatan ekonomi
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yang masyarakat _.au kalangan swasta tidak tertarik wuntuk
menjalankannya. Pemerintah kota Cimahi memandang perlu untuk
menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu yang menurut
penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta. ltulah
sebabnya pemerintah Kota Cimahi memerlukan berbagai pengeluaran
bahkan pada jumiah besar.

Pengeluaran pembangunan yang dilakuakan Kota Cimahi dari

tahun ke tahun makin meningkat vyaitu Rp. 7.111.749.581 (Tahun
2000), Rp. 11.484.462.150 (Tahun 2001) dan Rp. 28.134.908.000

(Tahun 2002). Pengeluaran pembangunan di kota Cimahi tersebut
dialokasikan untuk:

a. Sektor industri

b.
c.
d.

Sektor pertanian dan peternakan
Sektor sumber daya air dan irigasi
Sektor tenaga kerja

Sektor perdagangan dan pengembangan usaha daerah, keuangan
dan koperasi

Sektor transportasi

. Sektor pembangunan dan energi

h. Sektor pariwisata pos dan telekomunikasi

Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi

Sektor lingkungan hidup

Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga
Sektor kependudukan dan keluaraga sejahtera

Pemberdaysan dan Penggakan Swhbsssumber P40 47



m. Sektor kesejahteraan social, kesehatan, peranan wanita, anak,
serta remaja

n. Sektor perumahan dan pemukiman

0. Sektor agama

p. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi

q. Sektor hokum

r. Sektor aparatur dan pengawasan

s. Sektor politik dan penerangan, komunikasi dan media massa

t. Sektor keamanan dan ketertiban umum

Secara  keseluruhan laju  pertumbuhan  pengeluaran
pembangunan Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Nilai dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran
Pembangunan Kota Cimahi
TAHUN Pengeluaran Pembangunan

HILAI e

2000 7.111.749.581 -

2001 11.484.462.150 61.49

28.134.908. mn:l 144 n4

Sl.mbﬂl" Basis data perencanaan pembangunan daerah
Kab. Bandung 2000,2001, diclah
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4. Ekspor/impor

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting
dalam perekonomian setiap negara begitu juga Indonesia khususnya
dalam hal ini kota Cimahi. Sekarang ini tidak ada yang fidak
melakukan hubungan dagang dengan pihak luar negeri
Perekonomian setiap negaraldaerah praktis sudah terbuka bagi dunia
internasional. Perekonomian tertutup hanya tinggal dalam teori saja.
Perdagangan dalam neger menjadi semakin penting bukan saja
dalam kaitannya dengan haluan pembangunan yang beroreintas
keluar, membidik masyarakat-masyarakat negara lain sebagai pasar
hasil-hasil produk dalam negeri. Tapi juga berkaitan dengan
pengadaan barang-barang modal untuk memacu industd dalam
negeri. Melihat kinerja ekspor dan impor, berguna untuk mencermati
perkembangan neraca perdagangan suatu negara/daerah dan
bermanfaat pula untuk mengungkap pola dan karakter perdagangan
luar negeri atau negara/daerah tersebut. Dengan mengungkap hal
tersebut dapat diketahui keunggulan dan kelemahan ekspor
negara/daerah yang bersangkutan, perilaku konsumsinya, seria
kerentanan sektor industri negara/daerah itu akan merupakan
kesinambungan pasokan bahan baku atau barang modal dan luar
-negeri. Seperti terlihat dalam lampiran tabel berikut mengenai laju
pertumbuhan impor dan ekspor kota Cimahi.
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Tabel 4.5
Laju Pertumbuhan Impor dan Ekspor Kota Cimahi

[ TAHUN MFOR (Juta USS) EKSFOR (Juta US §)
HILAI LP HILA) LP
2000 - . 1,523,403 37
2001 126 462, 265 30| - 9.168.365 22 501.B3
2008 16812164840 32.94 6 940 824,29 (24,30}

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Dari tabel di atas, terlihat bahwa ekspor yang berasal dari Kota
Cimahi dar tahun 2000 s/d 2002 memang kelihatan naik terus dari
1.523.403,97 US§ (tahun 2000) kemudian melonjak kepada
8.168.365,22 US§ (tahun 2001) dan turun kembali menjadi
6.940.824 .26 US$ (tahun 2002). Tapi kalau kita menengok kepada
nilai impor kelihatannya lebih besar nilai impor dari pada nilai ekspor
yaitu 126.462.26530 USS (tahun 2001) dan 168.121.848 40 USS
yang makin tinggi (tahun 2002). Hal tersebut rupanya disebabkan
karena hampir semua barang modal penunjang industri di kota Cimahi
di datangkan dari luar negeri.

B. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Anggaran Pendapatan

Pada tahun anggaran 2002, anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kota Cimahi adalah Rp. 149.074.069.000. Dari anggaran
tersebut 83% berasal dari bagian Dana Perimbangan dimana 64 64%
berasal dari dana Alokasi Umum atau 78.37% total bagian Dana
Perimbangan. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan
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Perimbangan. Bac.an Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan
sumbangan sebesar 15% dengan kontribusi Pajak Daerah sebesar
5,4% sedangkan restribusi Daerah 9,7%.

Dari gambaran diatas anggaran Kota Cimahi sebagian besar
ditopang oleh Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum.
Dengan terbatasnya kemampuan keuangan Pusat serta dengan
tujuan otonomi daerah maka Kota Cimahi dengan nilai PAD-nya yang
hanya sebesar 15 persen harus ditingkatkan.

Dengan PAD Tahun Anggaran 2002 Rp. 22.507.048.000,
dengan memakai jumiah penduduk tahun 2001 (Hasil SUSEDA 2001)
sebanyak 437.915 orang. maka berarti pengeluaran per kapita
masyarakat Kota Cimahi untuk belanja sektor publik/pemerintahan
adalah rata-rata sebesar Rp. 51.395,93 per kapita pertahun, atau rata-
rata Rp. Rp. 4.282, 99 per kapita per bulan. Dengan asumsi bahwa
pertumbuhan PDRB tahun 2002 — 2001 sama dengan tahun 2000-
2001, jumlah ini jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan
perkapita penduduk yang besarnya sekitar Rp. 2,7 juta, temnyata baru
mencapai nilai rasio sebesar 1,03%. Arinya dari setiap Rp. 100
pendapatan masyarakat, mereka baru membelanjakan sebesar Rp.
1.03.  Jumlah tersebut menunjukkan masih kecilnya pengeluaran
masyarakat untuk belanja barang publik. Hal ini berarti pula bahwa
“masih minimumnya layanan pemerintahan yang dapat diberikan
kepada masyarakat.
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2. Anggaran Belanja Daerah

Selanjutnya untuk Belanja Daerah sebanyak 81% dialokasikan
untuk belanja rutin sisanya 19% untuk belanja pembangunan. Angka
18% seyogyanya untuk “dibersinkan = dari belanja yang bersifat
alokasi administrasi yang bersifat input. Sehingga jika hal tersebut
dilakukan maka nilai belanja pembangunan tersebut akan lebih rendah
dari angka 19%. Nilai kurang dari 19% itulah yang merupakan output
kepada masyarakat Kota Cimahi. Jika PAD belum dapat menunjang
belanja pembangunan dengan optimal atau output kepada masyarakat
maka seyogyanya penggunan dana dana perimbangan, khususnya
dana alokasi umum dapat diarahkan atsu diprioritaskan untuk hal
tersebut.

Berkaitan dengan upaya penggalian PAD maka naiknya
prosentase belanja pembangunan diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi, meningkatkan multiplier effect
serta pada gilirannya pendapatan penduduk per kapita akan
meningkat. Kondisi tersebut selain pemilikan lahan dan lain-lain
merupakan kondisi yang kondusif bagi upaya-upaya penggalian PAD
dengan tidak mengurangi kemakmuran masyarakat.

3. Belanja Pembangunan Per Sektor

Pengeluaran pemerintah daerah kota Cimahi dalam kurun
waktu 2000 sampai dengan 2002 hampir 40% (tabel 8) dialokasikan
untuk sektor Aparatur Pemerintah, Dengan diresmikannya Cimahi
menjadi kota otonem pada tanggal 21 Juni 2001, maka pengeluaran
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untuk sektor ini otomatis menjadi beban kota otonom Cimahi lepas
dari Kabupaten Bandung.

Tabel 4.6

Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun 2000 - 2002 Berdasarkan Sektor (Rp)

Ma SEKTOR Rais-rata Selama 3 e rutm-rats terhadap
Tahwn {2000, 2001, rata-rata pengeluaran
2001}
1 | Indusid #3.266.393.80 033
I | Pemanan dan Kehutanan NIRRT 035
¥ | Sumber Duya Air dan Inigazi
7 [T tas 108.370.880.78 070
5 | Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, 341.080.146,53 F¥ 0]
Keuangan dan K aperasi
6 | Transportasi 1B 70,098 47980 1201
7 | Pertambangan dan Energi
B | Pariwisata dan Teiekomonikasi 91773502 030
9 | Pembangunan 174,040,954 37 i
10 | Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 748 572.430.57 Y]]
11 | Dikbudnas, Kepercayaan Thd Tuham YME, | 1.495.119.772.00 60
Pemuda dan OR
17 | Kependudulon dan Keluarga Sejshters 336372237 0.5
| 13 | Kesehatan, Kescjahueraan Sosial, Peranan 05, 775 284,67 7
[ Wanita, Anak dan Remaja
|14 | Perumahan dan Pemukiman 2436093 067,00 1564
15 | Agama e I 1681 50507 100
16 | lmu Pengetahuan dan Teknologi TI7 518993 13 07
17| Fukem 166 TR0 625,77 107
| 18| Aparatur Pemerintah 07993901933 3.0 |
[ 19 | Palitik. Penerangan . Kamunikas: dan Media $72.576.090,27 iTinal
i Massa
L 0 | Keamanan dan Ketertiban Umom 64,61 1.B23,06
| 21 | Bantuan Pembangunan kepada Ducrsh
| Bl
| TOTAL 1557703951038

Sumber: APBD Kota Cimahi
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Sektor kedua setelah sektor Aparatur Pemerintah menurut besar
pengeluarannya adalah sektor Perumahan dan Pemukiman (15,64%),
diikuti dengan sektor Transportasi sebesar 12,01%. Dari angka-angka
diatas terlihat bahwa prioritas alokasi belanja daerah adalah untuk
infrastuktur dasar, lingkungan dan pemukiman.

Kota Cimahi yang memiliki peran dan posisi yang cukup
strategis karena berbatasan langsung dengan Kota dan Kabupaten
Bandung, mengalami permasalahan klasik yaitu laju pertumbuhan
penduduk yang cukup tinggi, terutama yang diakibatkan adanya
urbanisasi dan pendatang serta timbulnya kemacetan lalu lintas di
sejumlah ruas jalan protokol menuju pusat kota.

Untuk memenuhi kebutuhan pemukiman penduduk di Kota
Cimahi, sampai pada tahun 1999/2000 tercatat sekitar 74.000 unit
rumah yang menempati areal sekitar 60 persen dari seluruh luas
wilayah Kota Cimahi. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk
pada tahun 2004 diperkirakan kebutuhkan unit rumah di Kota Cimahi
akan mencapai sekitar 84.000 unit. Dengan luas wilayah kota yang
relatif terbatas, maka kebutuhan rumah dan kawasan pemukiman
dalam kurun waktu 10 tahun sampai 20 tahun mendatang akan
menjadi permasalahan yang sangat serius. "Pada ‘tahun 2010,
penduduk Kota Cimahi diproyeksikan akan mencapai sekitar 500.000
jiwa. Jika tidak terdapat pengendalian populasi penduduk yang
memadai dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun kedepan, maka Kota
Cimahi akan menjadi sangat padat penduduknya, sementara lahan
untuk pemukiman sudah sangat terbatas '
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C. Analisis Pertumbuhan, Upaya (Effort), Dan Elastisitas Per
Jenis Penerimaan

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1939 dan UU Nomor 25 Tahun
1999 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdii dar pajak
daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, dan
pendapatan asli daerah lain yang sah. Meskipun terdapat beberapa
sumber pendapatan asli daerah, namun di Kota Cimahi tidak
semuanya ada, hanya pajak daerah yang ada. Belum adanya sumber
penerimaan selain pajak daerah disebabkan Kota Cimahi belum lama
berdiri, sehingga beberapa sumber belum teridentifikasi.

Selama tiga tahun terakhir, penerimaan pajak daerah Kota
Cimahi secara umum mengalami peningkatan vyang cukup
meyakinkan. Dari tujuh jenis pajak daerah yang dipungut, hanya pajak
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang mengalami
penurunan. Sementara itu, lima jenis pajak lainnya mengalami
peningkatan yang cukup tinggl. Keenam jenis pajak yang mengalami
peningkatan tersebut adalah pajak hotel dan pajak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak genset.
Secara rinci besamya penerimaan dari pajak daerah selama tiga
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU
Nomaor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis pajak yang
berbeda (dipisahkan). Namun dalam perhitungan realisasi kedua jenis
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pajak ini di Kota Cimahi masih disatukan. Oleh karena itu analisis
indikator kinerja kedua jenis pajak ini disatukan.

Pajak hotel dan Pajak restoran merupakan salah satu sumber
PAD Kota Cimahi dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun
terakhir menduduki urutan keempat diantara 6 jenis penerimaan
lainnya. Yang menjadi objek Pajak Hotel di Kota Cimahi adalah
penginapan sederhana, karena di kota ini tidak terdapat hotel.
Demikian juga, karena tidak terdapat restoran, yang dijadikan objek
pajak restoran di kota ini adalah rumah makan-rumah makan
sedernana. Adapun jumiah potensi pajak yang teridentifikasi selama 3
tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumiah Objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran
di Kota Cimahi Tahun 2000, 2001, 2002

Tahun Penginapan Rumah Makan
2000 3 21
2001 k] 32
2002 3 32

Sumber: DIPENDA Kota Cimahi

Meskipun objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Cimabhi
sangat terbatas baik jumlah maupun kualitasnya (kualifikasi objek),
namun, realisasi pajak hotel selama tiga tahun terakhir tersebut selalu
melampaui target, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.8
Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Cimahi

[No|  Indikator 2000 2001 2002
. 1 | Target 5300000000 79.000.000.00  69.000.000,00
72 | Realisasi 6100600000 8504000000  £6.570.000,00
| 3 | Tarf 0,108 0,10 0,10}
3 | Upaya (Effort) 115.1 1075 125.9
: 5 | Pertumbuhan 0,35 0,02
f | eThd PDRB 1 00970 0, 00443}
i_? ¢-Thd Investasi {0.00443 0.00032)
~ | eThd
8 | Pengeluaran 0.00641 0,00012]

Sumber- DIPENDA Kota Cimahi, diolah

Upaya pajak (lax effort) yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target nampak tinggi, melebihi 100%. Tingginya realisasi
penerimaan dibandingkan target tersebut sebagaimana dapat dilihat
pada tabel di atas, ada dua kemungkinan. Perfama, sebenamya
bukan upaya pajak yang sudah baik, melainkan penetapan target yang
tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya (target terlalu rendah),
sehingga realisasi jauh melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini
bisa terjadi jika data mengenai potensi yang sebenamya tidak ada
atau tidak lengkap, atau ada alasan tertentu yang memang disengaja
target ditetapkan rendah agar dalam penilaian akhir menunjukkan
kineja yang bak. Argumentasi ini cukup beralasan jika
memperhatikan perkiraan omzet setiap wajib pajak pada ketiga tahun
tersebut. Sebagaimana informasi yang didapatkan bahwa penetapan
nilai pajak didasarkan kepada omzet, maka perkiraan omzet dapat
dihitung dengan membagi nilai pajak yang diterima oleh tarif. Dengan
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demikian, prediksi nilai omzet setiap objek pajak dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 4.9
Perkiraan Omset Penginapan dan Rumah Makan
di Kota Cimahi Tahun 2000,2001, dan 2002

Tahun Tarif | Realisasi | Perkiraan | Jumlah | Omazet Per
| Penerimaan | Total Omzet | Wajib | Objek Pajak
. .
Pajak [ Pajak |

m | @ B T@=0:a | & |[®=@:06]
2000 | 10% | 61.006.000,00 | 610.060.000,00 | 24 | 25419.166.67 |
| 2001 | 10% | 85.040.000,00 | 850.400.000,00 | 35 | 24.297.142.86 |
| 2002 | 10% |86.570.000,00 | 865.700.000,00 33 2473428571 |
‘Sumber. Dipenda Kola Gimahi_ diolah >

Berdasarkan hasil perhitungan di atas nampak bahwa perkiraan
omzet per tahun setiap objek pajak (penginapan atau rumah makan)
di Kota Cimahi adalah lebih kurang 25,4 juta pada Tahun 2000; 24,3
juta pada Tahun 2001, dan 24,7 juta pada Tahun 2002. Jika dibagi
perbulan, maka pada ketiga tahun tersebut rata-rata omzet per objek
pajak hanya sekitar 2 juta rupiah pada ketiga tahun tersebut. Angka
tersebut sebenamya sangat kecil jika melihat kondisi Kota Cimahi saat
ini, yang merupakan kota jasa.

Apabila prediksi ini benar, maka upaya yang harus dilakukan
adalah melakukan pendataan kembali terhadap objek pajak yang
sebenamya, yang dilanjutkan dengan penetapan target yang benar-
benar sesuai dengan potensi yang sebenamya, serta meningkatkan
upaya pajak melalui intensifikasi.
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Kemungkinan kedua yang menyebabkan tingginya upaya pajak
(tax effor) tersebut adalah kesadaran masyarakat akan membayar
pajak memang sudah cukup baik. Apabila hal ini yang terjadi, maka
upaya yang harus dilakukan adalah memelihara kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah agar penerimaan jenis pajak
ini terus meningkat. Diantara upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan cara meningkatkan transparansi.

Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari prosentase
pertumbuhannya temyata mengalami penurunan yaitu dari 39% pada
periode 2000-2001 menjadi 2% pada periode 2001-2002. Dengan
memperhatikan tarif yang tidak mengalami peningkatan (yaitu tetap
10%), serta memperhatikan jumlah objek pajak yang ada, dapat
ditafsirkan bahwa pertumbuhan penerimaan yang terjadi dari Tahun
2000 ke 2001 merupakan dampak dari penambahan jumlah objek
pajak baru yaitu dari 24 menjadi 35. Sementara itu, pertumbuhan yang
terjadi dari Tahun 2001 ke 2002, lebih merupakan dampak dari upaya
intensifikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap jenis pajak
ini. Sebagaimana disebutkan oleh Pejabat Dipenda, beberapa upaya
yang telah dilakukan dalam optimalisasi penerimaan pajak, termasuk
Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah:

= Melaksanakan intensifikasi

* Melaksanakan identifikasi

* Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundangf-
undangan Pajak dan Retribusi Daerah kepada wajib pajakiwajib
refribusi;

* Melaksanakan pemeriksaan lapangan

s Meningkatkan profesionalisme SOM
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Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarif, dan dengan
asumsi faktor lain tetap, elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap
PDRB relatif kecil dan mengalami penurunan dar 9.7% menjadi
0,44%. Artinya, jika PDRB naik 100%, maka penerimaan dari pajak
hotel hanya naik 9.7% pada tahun 2000-2001 dan 0,44% pada tahun
2001-2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah ini menunjukkan
bahwa perubahan penerimaan pajak hotel tidak sensitif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan
pertumbuhan ekonomi, tidak akan berdampak besar terhadap
pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Sensitivitas
yang rendah ini kemungkinan disebabkan oleh daya tarik sektor hotel
dan restoran di Kota Cimabhi ini relatif rendah bagi investor,

Elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap investasi nampak
juga sangat rendah, bahkan pada Tahun 2001 bemilai negatif. Hal ini
berarti bahwa setiap persen perubahan investasi pada Tahun 2002
(dengan asumsi faktor lain tetap) hanya mampu meningkatkan 0,032%
peningkatan pajak hotel. Sedangkan pada Tahun 2001, investasi
berbanding terbalik dengan penerimaan pajak hotel. Hubungan
terbalik ini sebenarnya menunjukkan bahwa pada tahun tersebut
terjadi penurunan nilai investasi di Kota Cimahi, namun penurunan ini
tidak terjadi pada sektor Hotel dan Restoran, sehingga meskipun
investasi secara umum menurun, penerimaan dari pajak hotel dan
pajak restoran tetap naik.

Elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini menunjukkan
bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak hotel yang
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disebabkan oleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil.
Bahkan, kalaupun secara teoritis kedua wvariabel ini mempunyai
hubungan kausalitas, dalam kenyataan mungkin tidak terdapat
hubungan kausalitas di Kota Cimahi.

Memperhatikan  indikator-indikator  kinerja pajak  hotel
sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya
pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui. Pertama,
pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (Data Consolidation
Model / DCM). Dengan demikian upaya pendataan yang selama ini
dilaksanakan sudah cukup baik dan perlu dilanjutkan; Kedua,
melakukan upaya infensifikasi. Dengan demikian, upaya intensifikasi
yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan perlu
dilanjutkan; Ketiga, memberi rangsangan kepada sektor swasta untuk
investasi di sektor ini. Upaya ini bisa dilakukan antara |ain dengan
memberikan insentif fiskal kepada swasta yang mau
menginvestasikan modalnya pada sektor ini.

2. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber PAD Kota Cimahi
dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir menduduki
urutan ketiga diantara 6 jenis penerimaan lainnya. Adapun jumiah
potensi pajak yang teridentifikasi selama 3 tahun terakhir adalah
sebagai berikut:
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Sebagaimana terlihat pada tabel, jumlah bioskop sebagai objek
pajak hiburan selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan.
Sementara itu jumlah ketangkasan yang juga merupakan ohjek pajak
hiburan mengalami flukiuasi. Penetapan target jenis pajak ini pada
tahun 2001 meningkat dibandingkan tahun 2000, dan menurun lagi
pada tahun 2002. Namun demikian, realisasinya selama tiga tahun
terakhir selalu melampaui target, sebagaimana terlihat pada tabel di

Tabel 4.10
Jumlah Potensi Pajak Hiburan
di Kota Cimahi Tahun 2000, 2001, 2002

'1 Tahun Bioskop | Ketangkasan
| 2000 2 15

2001 2 19

2002 2 17

Sumber: Dipenda Kota Cimahi, diclah

bawah ini.
Tabel 4.11
Pajak Hiburan Kota Cimahi
No| Indikator 2000 2001 2002
1 | Target 91.350.000,00 101.000.000,000  75.000.000,00
2 | Realisasi 77476.785,00  87.761250,00 102.891.500,00
3 | Tarif (%) 22,60 15.0 1508
4 | Upaya (Effort) 0,85 0.87 13
5 | Pertumbuhan , 0.13) 0,17
6 | o Thd Taif ' 0 ]
7 | eThd PDRB i 'ﬁ‘_ 0,042489
8 | c-Thd Investasi {0.00149) 0,00302
e-Thd
9 | Pengeluaran 0.00214 0,00119

Sumber: DIPENDA Kota Cimahi, diolah
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Upaya pajak (tax effort) yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target nampak masih rendah, kurang dari 100% pada Tahun
2000 dan 2001, padahal khususnya Tahun 2001 terjadi peningkatan
jumiah objek pajak yang signifikan yaitu dari 17 menjadi 21 objek
pajak. Sementara itu, upaya pajak pada Tahun 2002 melebihi 100%.
Rendahnya realisasi penerimaan dibandingkan target pada Tahun
2000 dan 2001, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas,
disebabkan bahwa pada Tahun 2000 dan 2001 terjadi penyesuaian
tarif dari interval 15 s.d. 30 % untuk bioskop menjadi 10 s.d. 15%.
Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk mengantisipasi makin maraknya
tontonan lain yang semakin menarik, seperti televisi, VCD, dan lain-
lain.

Penurunan tarif yang dilakukan nampak mampu menark
peminat bioskop sehingga terjadi kenaikan penerimaan. Mamun
kenaikan ini tidak sebanding dengan kenaikan jumlah potensi pajak,
sebagaimana terlihat pada nilai elastisitas perubahan penerimaan
terhadap perubahan tarif yang inelastik (-0,38). Artinya, jika tarif turun
19% maka penerimaan hanya naik 0,38%. Dengan demikian,
penyesuaian (penurunan) tanf yang difakukan untuk bioskop pada
Tahun 2001 peru ditinjau kembali. Dalam hal ini, jika tarif tidak
diturunkan, jumiah peminat hiburan mungkin tidak akan terlalu banyak
Jbertambah, namun total penerimaan akan meningkat lebih tinggi.

Memperhatikan upaya pajak yang masih rendah serta tidak
elastisnya pajak terhadap perubahan tarif, maka upaya pemberdayaan
jenis pajak ini tidak mungkin dilakukan dengan perubahan tarif,
melainkan harus dilakukan dengan cara meningkatkan upaya pajak
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melalui faktor-faktor penentunya. Faktor-faktor kualitatif yang dapat
meningkatkan upaya pajak tidak lain dar upaya intensifikasi
sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Dispenda Kota Cimahi untuk
pemberdayaan pajak pada umumnya, yaitu melalui:
= Melaksanakan identifikasi
# Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundangf-
undangan Pajak dan Retribusi
pajakiwaijib retribusi;
= Melaksanakan pemeriksaan lapangan
= Meningkatkan profesionalisme SDOM

Daerah kepada wajib

Meskipun upaya pajak sudah melebihi 100% pada Tahun 2002,
namun dari sisi jumlah penerimaan periu dikaji ulang tingkat
kelayakannya, apakah dar jumlah wajib pajak sebagaimana tertera
pada tabel tersebut layak diperoleh penerimaan pajak seperti itu atau
tidak. Untuk itu, perlu dilakukan prediksi terhadap nilai penerimaan
setiap wajib pajak hiburan yang ada di Kota Cimahi. Untuk keperluan
tersebut dapat diikuti tabel berikut:

Tabel 4.12
Perkiraan Penerimaan Setiap Wajib Pajak Hiburan
di Kota Cimahi Tahun 2000,2001, dan 2002

Tahun | Tarif Realisasi Perkiraan | Jumlah | Perkiraan
Rata- | Penerimaan | Penerimaan | Wajib | Penerimaan
rata Pajak Total Pajak Per WP
(n ) (3) (4)=1(3):(2) (5 (6) =(4) : (5)
20041 13% | T7.476.785,00 | 316.511.900,00 17 30.383.052.94
2001 15% | B7.761.250,00 | 585075 000,00 21 27.860.714.28
2002 15% | 102.891.500,00 | 68594333333 19 36.102.280,70

Sumber: Dipenda Kota Cimahi. diolah

dan Pengg
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Pada tabel di stas nampak bahwa perkiraan penerimaan per WP
pada Tahun 2000, 2001, dan 2002 masing-masing sebesar Rp. 30,38
juta, 27 86 juta, dan 36,10 juta. Apabila dirata-ratakan per bulan maka
penerimaan perbulan wajib pajak hiburan pada tahun 2000, 2001, dan
2002 masing-masing sebesar 2.5 juta, 2.3 juta, dan 3,0 juta. Apabila
perkiraan penerimaan tersebut benar, maka sungguh sangat kecil
penerimaan wajib pajak hiburan di Kota Cimahi. Namun demikian,
nampaknya sulit untuk dipercaya jika hal tersebut benar. Kemungkinan
yang paling besar adalah justru dalam pendataan nilai kena pajak
yang masih lemah sehingga pelaporan mengenai penerimaan setiap
wajib pajak tidak teridentifikasi dengan benar. Untuk itu, upaya
pemberdayaan yang perlu dilakukan adalah melakukan pendataan
ualang terhadap objek dan nilai kena pajak (Dafa Consolidation
Maodel).

Elastisitas penerimaan pajak hiburan terhadap PDRB relatif kecil
namun mengalami peningkatan dar 3,27% menjadi 4,25%. Artinya,
jika PDRB naik 100%, maka penerimaan dar pajak hiburan hanya
naik 3,27% pada tahun 2000-2001 dan 4,25% pada tahun 2001-2002.
Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa
perubahan penerimaan pajak hotel tidak sensitif ' terhadap
pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan
pertumbuhan ekonomi, tidak akan berdampak besar terhadap
_pertumbuhan penerimaan pajak hiburan. Sensitivitas yang rendah ini
juga menunjukkan bahwa minat orang untuk menikmati hiburan di
bioskop atau di arena ketangkasan bukan ditentukan oleh
penghasilan, melainkan oleh factor lain seperti hobi atau kesenangan.,
Dalam kondisi yang demikian, juga tidak bisa dilakukan strategi
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pemberdayaan tidak langsung melalui upaya pemacuan pertumbuhan
ekonomi regional.

Elastisitas penerimaan pajak hiburan terhadap investasi juga
nampak sangat rendah, bahkan pada Tahun 2001 bemilai negatif. Hal
ini berarti bahwa setiap persen perubahan investasi pada Tahun 2002
(dengan asumsi faktor lain tetap) hanya mampu meningkatkan 0,302%
peningkatan pajak hiburan. Sedangkan pada Tahun 2001, investasi
berbanding terbalk dengan penerimaan pajak hotel. Hubungan
terbalik ini sebenarnya menunjukkan bahwa pada tahun tersebut
terjadi penurunan nilai investasi di Kota Cimahi, namun penurunan ini
tidak terjadi pada sektor hiburan, sehingga meskipun investasi secara
umum menurun, penerimaan dari pajak hiburan tetap naik.

Elastisitas penenmaan pajak hiburan terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini menunjukkan
bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak hiburan yang
disebabkan oleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil.
Sefiap 100% peningkatan pengeluaran pemerintah secara umum
(dengan asumsi factor lain tetap) maka penerimaan pajak hiburan
hanya akan meningkat 0,216% pada tahun 2001 dan 0.119% pada
tahun 2002,

Memperhatikan indikator-indikator  kinerja pajak  hiburan
sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya
pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui:

1. Tidak melakukan kebijakan penurunan tariff, karena minat
masyarakat untuk menikmati hiburan bioskop dan ketangkasan
hanya sedikit dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tariff. Bahkan,

66 Pemberdaysan dan Penggaian Sumber-sumber PAD



dengan memperhatikan elastisitas penerimaan pajak hiburan
terhadap perubahan tariff, sangat dimungkinkan respon permintaan
akan hiburan ini juga tidak sensitive terhadap peningkatan tariff.
Jika hal ini benar, maka upaya pemberdayaan pajak hiburan
melalui peningkatan tariff justru akan lebih meningkatkan
penerimaan daerah (Tariff Empowerment Model / TEM)

2. Melakukan upaya intensifikasi Dengan demikian, upaya
intensifikasi yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat
dan perlu dilanjutkan (Intensification Mode).

3. Meiakukan pendataan ulang terhadap wajhib pajak, objek pajak
dan nilai kena pajak (Data Consalidation Model).

3. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan salah satu sumber PAD Kota Cimahi
dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir menduduki
urutan kelima diantara 6 jenis penerimaan lainnya . Adapun jumiah
potensi pajak yang teridentifikasi selama 3 tahun terakhir adalah
sebagai berikut:

Tabel 4.13
Jumiah Wajib Pajak Reklame
di Kota Cimahi Tahun 2000, 2001, 2002

Jenis Reklame 2000 2001 2002
Billboard 15 40 45
Papan Merk 160 198 230
Kain 10 10 10
Poster 4 4 4
Selebaran 10 15 15
Jumiak 199 267 I04

Sumber: DIPENDA Kota Cimahi. diolah
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Sebagaimana terlihat pada tabel, jumlah wajib pajak reklame
selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, kecuali jumiah
wajib pajak dengan jenis reklame menggunakan kain dan poster tidak
berubah. Sesuai dengan peningkatan jumiah wajib pajak, maka
Dispenda Kota Cimahi juga meningkatkan menetapkan target
penerimaan dari jenis pajak ini. Implikasi lebih lanjut,
penerimaan pun mengalami peningkatan yang cukup berarti, sebagai
mana terlihat pada table berikut:

realisasi

Tabel 4.14
Kinerja Pajak Reklame Kota Cimabhi

No Indikator 2000 2001 2002

1 [Target 32615.000,00 | 66 000.000,00 | 70.000.000.00
2 Realisasi 45.143.750,00 | 70.799.500,00 | 80.058.112.00
3 [Tarif 0,25 0,25 0.23

4 |Upayva (Efforr) 0,85 0,87 1.37

5 mbuhan 0,57 0.13

& [-Thd PDRB 0,13598 0.03221

7 k-Thd Investasi (0.00639) 0,0029

& |e-Thd Pengeluaran 0.00924 0.00090

Sumber: DIPENDA Kota Cimahi, diolah

Upaya pajak (fax effort) yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target pada Tahun 2000 dan 2001 nampak masih rendah,
kurang dari 100%, meskipun terjadi peningkatan dari 85% pada Tahun
2000 menjadi 87% pada Tahun 2001. Sementara itu, upaya pajak
pada Tahun 2002 melebihi 100%. Rendahnya upaya pajak reklame
pada tahun 2000 dan 2001 menunjukkan masih perlunya optimalisasi
dari faktor-faktor yang menentukan upaya pajak ini. Dalam hal ini
DISPENDA Kota Cimahi telah mengambil strategi yang benar dengan
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cara melakukan intensifikasi melalui langkah-langkah: Melaksanakan
identifikasi; Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundangf-
undangan Pajak dan Refribusi Daerah kepada wajib pajak/wajib
retribusi; Melaksanakan pemeriksaan lapangan; Dan meningkatkan
profesionalisme SDM. Dampak dar upaya intensifikasi tersebut, pada
Tahun 2002 upaya pajak mengalami peningkatan menjadi 137%.
Artinya realisasi penerimaan pajak reklame melebihi target sebesar
37%.

Elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap PDRB relatif
kecil yaitu 13,99% pada Tahun 2001 dan mengalami penurunan
menjadi 3,22% pada Tahun 2002. Artinya, jilka PDRE naik 100%,
maka penerimaan dar pajak reklame hanya naik 13,98% pada tahun
2001 dan 3,22% pada tahun 2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif
rendah dan mngelami penurunan ini menunjukkan bahwa perubahan
penerimaan pajak reklame tidak sensitif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan pertumbuban
ekonomi saja, tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan
penerimaan pajak hiburan. Dengan demikian, pemberdayaan pajak
reklame tidak bisa dilaksanakan secara tidak langsung melalui upaya
pemacuan pertumbuhan ekonomi regional, melainkan harus dilakukan
secara langsung melalui faktor-faktor yang menentukan upaya pajak
sebagaimana disebutkan di atas.

Elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap investasi juga
nampak sangat rendah, bahkan pada Tahun 2001 bemilai negatif. Hal
ini berarti bahwa setiap persen perubahan investasi pada Tahun 2002
(dengan asumsi faktor lain tetap) hanya mampu meningkatkan 0,23%
peningkatan pajak hiburan. Sedangkan pada Tahun 2001, investasi
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berbanding terbalik dengan penerimaan pajak reklame. Hubungan
terbalik ini sebenarmya menunjukkan bahwa pada tahun tersebut
terjadi penurunan nilai investasi di Kota Cimahi, namun penurunan ini
tidak terjadi pada sektor reklame, sehingga meskipun investasi secara
umum menurun, penerimaan dar pajak reklame tetap naik.

Elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini menunjukkan
bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak reklame yang
disebabkan cleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil
Setiap 100% peningkatan pengeluaran pemerintah secara umum
(dengan asumsi factor lain tetap) maka penerimaan pajak reklame
hanya akan meningkat 0,9% pada tahun 2001 dan 0,09% pada tahun
2002.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak  reklame
sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya
pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui; Pertama,
pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (Data Consalidation
Mode! / DCM). Dengan demikian upaya pendataan yang selama ini
dilaksanakan sudah cukup baik dan perlu dilanjutkan, Kedua,
melakukan upaya intensifikasi. Dengan demikian, upaya intensifikasi
yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan periu
dilanjutkan.

4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber lain dari PAD Kota
Cimahi. Hingga Tahun 2002, jenis pajak ini masih belum bisa
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dipisahkan dari Kzbupaten Bandung, karena proses pendataan
penggunaan daya listrik cleh PLN memerukan waktu, sehingga data
tentang target dan realisasi pajak ini masih merupakan gabungan.
Untuk mengatasi hal tersebut, berdasarkan kesepakatan antara
Pemda Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, hingga akhir Tahun
2002 pembagian hasil pajak penerangan jalan dibagi rata (50%: 50%).
Adapun target, realisasi, dan indikator-indikator lainnya dari jenis pajak
ini selama 3 tahun terakhir dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Pajak Penerangan Jalan Kota Cimahi

No [ndikator 2000 2001 2002

1 [Target* 5.000.000.000,00 5.800.000,000,00( 7.000.000.000,004
2 [Realisasi * 5.sm_auu.u-nu,nq 6.500.000.000.00 7.010.121.837 00
3 Tarif (%) 7.1% 7.1% 7.1%d
4 |Upaya {Effort) (W1 114 1.0y
5 |Pertumbuhan 0.14 0,06
6 k-Thd PDRB 0,03397 0,01531
7 E-Thd Investasi {0.00155) 000109
& le-Thd Pengeluaran 0,00224 0. 0004 3

Sumber: DIPENDA Kota Cimahi, diclah
Catatan: Target dan realisasi masih bergabung dengan Kabupaten Bandung

5 Dengan asumsi tidak terdapat perbedaan antara Kabupaten
Bandung dan Kota Cimahi dalam berbagai faktor yang mempengaruhi
penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini, maka indikator-indikator
lainnya dapat diperlakukan sama. Artinya, upaya pajak, pertumbuhan,
dan elastisitasnya dianggap sama. Berdasarkan hasil perhitungan
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nampak sebagaimana dalam tabel di atas, yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Upaya pajak (tax effort) melebihi 100% pada Tahun 2000 dan
2001, sedangkan pada Tahun 2002 sebesar 100%. Memperhatikan
cara pemungutan pajak jenis ini yang secara langsung bekerjasama
dengan PLN, maka nampaknya sulit sekali untuk terjadi kekeliruan
dalam pendataan objek dan wajib pajak. Dengan demikian, tingginya
realisasi penerimaan dibandingkan target tersebut sebagaimana dapat
dilinat pada tabel di atas, sangat dimungkinkan karena memang upaya
pajak yang telah maksimal. Kalaupun terjadi kelebihan realisasi, iftu
semata-mata karena penetapan target yang sedikit di bawah potensi
yang sebenamya. Dengan demikian, untuk jenis pajak ini tidak
memungkinkan lagi untuk dilakukan pemberdayaan dengan model
infensifikasi.

Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari prosentase
pertumbuhannya temyata mengalami penurunan yaitu dari 14% pada
periode 2000-2001 menjadi 6% pada periode 2001-2002. Dengan
memperhatikan tarf yang tidak mengalami perubahan (yaitu tetap
rata-rata 7,1%), sera sistem pemungutan pajak yang bekerjasama
dengan PLN, maka dapat ditafsirkan bahwa pertumbuhan penerimaan
pajak yang terjadi merupakan dampak dari penambahan jumlah objek
pajak baru.

Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarif, dan dengan
asumsi faktor lain tetap, elastisitas penerimaan pajak penerangan
jalan terhadap PDRB relatif kecil dan mengalami penurunan dari 3,4%
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menjadi 1,5%. Artinya, jka PDRB naik 100%, maka penerimaan dari
pajak penerangan jalan hanya naik 3 4% pada tahun 2001 dan 1,5%
pada tahun 2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah ini
menunjukkan bahwa perubahan penerimaan pajak penerangan jalan
tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi demikian,
upaya pemacuan pertumbuban ekonomi, fidak akan berdampak besar
terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan.
Sensitivitas yang rendah ini terjadi karena baik dalam rumah tangga
ataupun dalam industri, penggunaan energi listrik untuk penerangan
jalan merupakan biaya tetap, sehingga kalaupun terjadi perubahan
hanya sedikit saja.

Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan terhadap
investasi nampak juga sangat rendah, bahkan pada Tahun 2001
bemilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap persen perubahan
investasi pada Tahun 2002 (dengan asumsi faktor lain tetap) hanya
mampu meningkatkan 0,11% peningkatan pajak hotel. Sedangkan
pada Tahun 2001, investasi berbanding terbalik dengan penerimaan
pajak hotel. Hubungan terbalik ini sebenamya menunjukkan bahwa
pada tahun tersebut terjadi penurunan nilai investasi di Kota Cimabhi,
namun penurunan ini tidak terjadi pada sektor penerangan jalan,
sehingga meskipun investasi secara umum menurun, penerimaan dari

pajak penerangan jalan tetap naik.

Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan terhadap
pengeluaran pembangunan pemerintah juga relatif kecil Hal ini
menunjukkan bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak
penerangan jalan yang disebabkan oleh perubahan pengeluaran
pemerintah relatif kecil. Dengan asumsi faktor lain tetap, jika
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pengeluaran pembangunan pemerintah meningkat 100% maka
penerimaan pajak penerangan jalan hanya meningkat 0,22% pada
Tahun 2001 dan 0,04% pada Tahun 2002,

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak penerangan
jalan sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, nampaknya
upaya pemberdayaan dengan model apapun tidak akan efektif.
Dengan demikian, kalaupun diinginkan peningkatan dari sektor pajak
ini, maka yang harus dilakukan adalah ekstensifikasi (Extensification
Model), dengan cara memperluas objek pajak. Sementara itu,
intensifikasi hanya bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pihak
PLN dalam mendata wajib pajak.

5. Pajak Genset

Pajak Genset merupakan salah satu sumber PAD Kota Cimahi
dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir menempati
urutan terakhir diantara 6 jenis penerimaan lainnya. Salah satu
penyebab masih rendahnya penerimaan dari jenis pajak ini karena
masih relatif baru ditetapkan. Yang menjadi objek Pajak Genset di
Kota Cimahi adalah penggunaan mesin genset. Dalam hal ini
penggunaan mesin jenset hanya dilakukan oleh industri apabila aliran
listrik dari PLN mati. Dengan demikian, besar kecilnya penerimaan
dari pajak ini akan sangat tergantung kepada ada tidaknya gangguan
listrik PLN. Jumiah potensi Pajak Genset yang teridentifikasi selama 3
tahun terakhir, yang dilihat dari jumiah Wajib Pajaknya dapat dilihat
pada tabel berikut:
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Tabel 4.16
Jumilah Wajib Pajak GENSET
di Kota Cimahi Tahun 2000, 2001, 2002

Tahun | WP Industri
2000 3 WP
2000 4 WP
2002 8 WP

Sumber: DIPENDA Kota Cimahi, diolah

Memperhatikan data pada tabel di atas, nampak bahwa jumiah
wajib pajak GENSET selama tiga tahun mengalami peningkatan. Ada
dua kemungkinan peningkatan yang signifikan ini. Kemungkinan
pertama, sebenamya sejak Tahun 2000 jumiah WP tidak mengalami
perubahan, namun yang mampu teridentifikasi oleh aparat hanya 3
WP. Kemungkinan kedua, memang terjadi penambahan pemakai
mesin GENSET yang disebabkan sering matinya aliran listrik PLN.
Sebagai implikasi peningkatan jumlah WP, maka penerimaan pajak ini
juga mengalami peningkatan, sebagaimana dapat diikuti pada tabel
berikut:
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Tabel 4.17

Pajak Genset Kota Cimahi

Ne| Indikator 2000 5 2001 2002
Target i 12,000.000,04
2 [Realisasi 300000000 10.160.000,00  14.812.924.00
T T
3 [Tarif (60K WH) (GIVKWHY 7% (6K WH)
4 |Upaya (Effort) NA NA 123
5 [Pertumbuhan 239 0,46
6 [-Thd FDRB 0,58785 0, 11280
7 f-Thd lnvestasi TR (0,02684] 0,00803
8 o-Thd Pengelvaran | 0.03881 0,003 16

Sumber; DIPENDA Kota Cimahi, diclah

Upaya pajak (ftax effor) yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target hanya dapat dihitung untuk tahun 2002, karena
Dispenda Kota Cimahi baru menetapkan target pada tahun tersebut,
sementara itu, tahun-tahuhn sebelumnya belum ditetapkan target
dengan alasan masih baru. Upaya pajak pada Tahun 2002 nampak
tinggi, yaitu 123%. Tingginya realisasi penerimaan dibandingkan target
tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, kemungkinan
disebabkan oleh frekuensi dan lama waktu matinya aliran listrik PLN
melebihi prediksi Dispenda. kedua, memang
keberhasilan aparat dalam melakukan pemungutan, yang semua tidak
terprediksikan.

Kemungkinan

Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari prosentase
pertumbuhannya ternyata mengalami penurunan yaitu dan 2,39%
pada periode 2000-2001 menjadi 0,46% pada periode 2001-2002.
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Dengan memperhatikan tanf yang tidak mengalami peningkatan (yaitu
tetap 7% atau Rp.60/KWH), serta memperhatikan jumiah objek pajak
yang ada, dapat ditafsirkan bahwa pertumbuhan penermaan yang
terjadi tidak proporsional terhadap laju pertambahan wajib pajak.
Periode 2000-2001 jumiah WP meningkat 33,3% (dari 3 menjadi 4),
sedangka penerimaan meningkat 2,39%. Bahkan periode 2001-2002
jumlah WP meningkat 100% (dari 4 menjadi 8), sementara
penarimaan hanya tumbuh 0,46%.

Memperhatikan  ketidakproporsionalan  pertambahan WP
dibandingkan pertumbuhan penermaan, maka dapat diinterpretasi:
FPerfama, dari tahun 2000 ke 2001 kemudian 2002, terjadi penurunan
gangguan listrik yang sangat berarti, sehingga pemakaian GENSET
oleh masing-masing industri mengalami penurunan yang sangat
signifikan. Kemungkinan kedua, jika tidak terjadi penurunan frekuensi
dan lamanya gangguan listrik PLN, maka dapat ditafsirkan, bahwa
pemanfaatan mesin GENSET oleh Wajib Pajak yang baru, sangat
kecil dibandingkan dengan wajib pajak sebelumnya. Kemungkinan
ketiga, jika kemungkinan pertama dan kedua tidak terjadi, yaitu tidak
terjadi penurunan gangguan PLN secara signifikan dan tidak terdapat
perbedaan pemakaian Genset yang signifikan antara Wajib Pajak,
maka dapat dipastikan bahwa kemampuan aparat dalam menggali
jenis pajak ini secara kualitas makin menurun,

Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarif, dan dengan
asumsi faktor lain tetap, elastisitas penerimaan pajak GENSET
terhadap PDRE relatif besar meskipun tetap tidak elastisyaitu 59%
pada Tahun 2001 dan 11% pada Tahun 2002. Artinya, jilka FDRB naik
100%, maka penerimaan dar pajak GENSET akan naik 59% pada
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tahun 2001 dan 11% pada tahun 2002, Nilai elastisitas pajak yang
cukup tinggi ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan pajak
GENSET relatif sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam
kondisi demikian, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi, akan
berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan penerimaan pajak
GENSET. Sensitivitas yang cukup tinggi ini kemungkinan disebabkan
oleh keterkaitan yang erat antara PDRB, aktivitas industri, dsengan
pajak GENSET.

Elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap investasi nampak
sangat rendah, bahkan pada Tahun 2001 bemilai negatif. Hal ini
berarti bahwa setiap persen perubahan investasi pada Tahun 2002
(dengan asumsi faktor lain tetap) hanya mampu meningkatkan 0,8%
peningkatan pajak GENSET. Sedangkan pada Tahun 2001, investasi
berbanding terbalik dengan penerimaan pajak GENSET. Hubungan
terbalik ini sebenamya menunjukkan bahwa pada tahun tersebut
terjadi penurunan nilai investasi di Kota Cimahi. Dengan demikian,
penambahan WP yang terjadi selama periode tersebut bukan dari
industri yang baru, melainkan berasal dar industi yang telah ada
sebelumnya.

Elastisitas penerimaan pajak GENSET terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil, yaitu 3,9% pada Tahun
2001 dan 0,3% pada Tahun 2002, Hal ini menunjukkan bahwa
prosentase perubahan penerimaan pajak GENSET yang disebabkan
oleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak GENSET
sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya
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pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui: Pertama,
pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (Data Consalidation
Model / DCM). Dengan demikian upaya pendataan yang selama ini
dilaksanakan sudah cukup baik dan perlu dilanjutkan; Kedua,
melakukan upaya infensifikasi Dengan demikian, upaya intensifikasi
yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan perlu
dilanjutkan.

6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan

Ralisasi penerimaan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan
permukaan (ABT/AP) di Kota Cimahi merupakan penerimaan
tertinggi kedua setelah pajak penerangan jalan selama tiga tahun
terakhir. Yang menjadi wajib pajak ABT/AP di Kota Cimahi adalah
pemilik industi yang menggunakan air bawah tanah ataupun air
permukaan. Adapun jumliah potensi pajak yang teridentifikasi selama 3
tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Jumlah Potensi Pajak ABT/AP
di Kota Cimahi Tahun 2000, 2001, 2002

| Tahun Industri
|’_' 2000 159
- | 2001 163
2002 170

Sumber. DIPENDA Kota Cimanhi, diolah

Pada Tahun 2000 penerimaan dari jenis pajak ini sebesar Rp.
2,4 milyar, dan meningkat menjadi Rp. 3.36 milyar pada Tahun 2001,
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Meskipun pada Tahun 2002 waijib pajak mengalami peningkatan, yaitu
dari 163 WP menjadi 170 WP, namun penerimaan dari pajak ini justru
mengalami penurunan menjadi Rp. 2,36 milyar.

Tabel 4.12
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan Kota Cimahi

[No| Indikator 2000 2001 2002

I Target 2.053.000.000,00 3.200.000.000,00 2.000.000.000,00

2 Realisasi 2.406.493 680,00 3.368.114.720,00 2.364.966.150,
3 Fantper s 300,00 300,00 300,00
| 4 Wpaya(Effors) 117 1,03 1,18
i 3 T 0,40 {0.30)
| 6 k-Thd PDRB 0,09842 {0,07336
{7 k-Thd Investasi (0,00449) {0,00522
| -Th Pengeluaran 0,00650 {0.00205

IS|.|-1:|‘.|I:u':'r: DIPENDA Kota Cimahi, diolah

Upaya pajak (tax effort] yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target nampak tinggi, yaitu 118%. Meskipun tidak terlalu jauh
dari angka 100%, namun angka ini cukup memberikan sinyal
terjadinya kekurangtepatan dalam penetapan target, artinya
penetapan target kurang memperhatikan potensi yang dimiliki. Hal ini
didasarkan kepada data sebagaimana tertera pada tabel di atas,
dimana target pada Tahun 2003 ditetapkan turun jauh dari target
tahun sebelumnya.

Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan, namun jika dillhat dar prosentase
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pertumbuhannya ternyata mengalami penurunan, bahkan nilai
absolutnyapun mengalami penurunan.

Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarf, dan dengan
asumsi faktor lain tetap, elastisitas penerimaan pajak ini terhadap
PDRE sangat kecil yaitu 9,8% pada Tahun 2001 dan -7,3% pada
Tahun 2002. Artinya, jika PDRB naik 100%, maka penerimaan dari
pajak ini hanya naik 9,8% pada tahun 2001 dan turun 7,3% pada
tahun 2002. Negatifnya elastisitas pada Tahun 2002 diperkirakan
karena makin menipisnya cadangan air sehingga perusahaan maupun
rumah tangga yang memanfaatkan air ini makin sedikit, dan otomatis
berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak ini. Dari sisi
efisiensi sebenamya terjadi penghematan pemanfaatan air.

Elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap investasi negatif
baik pada Tahun 2001 maupun Tahun 2002. Hal ini sejalan dengan
kemungkinan terjadinya penurunan pemanfaatan air oleh industri
sebagaimana dikemukakan di atas.

Elastisitas penerimaan pajak ini terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil, yaitu 0,6% pada Tahun
2001 dan bahkan egatif padat Tahun 2002. Hal ini menunjukkan
bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak ini yang disebabkan
vleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil bahkan mungkin
tidak ada hubungan positif.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja Pemanfaatn Air Bawah
Tanah dan Air vPermukaan sebagaimana dikemukakan pada tabel di
atas, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui
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pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (Data Consolidation
Model / DCM). Dengan demikian upaya pendataan yang selama ini
dilaksanakan sudah cukup baik dan perlu dilanjutkan, dan infensifikasi.
Dengan demikian, upaya intensifikasi yang selama ini sudah
dilaksanakan juga sudah tepat dan perlu dilanjutkan.

Meskipun kinerja Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan ini menunjukkan keharusan uniuk dilakukan pendataan
ualang dan intensifikasi, namun karena sejak Tahun 2003 pajak ini
dikelola oleh Propinsi, maka Pemerintah Kota Cimahi tidak periu lagi
melakukan pemberdayaan ini.
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BAB V
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

A. Indikator Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi PAD

Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis
mempengaruhi PAD, antara lain: struktur ekonomi daerah, investasi,
pengeluaran pemernintah, ekspor dan impor. Selama beberapa tahun
terakhir, indikator-indikator makro ekonomi Daerah Batam, dapat
dilihat sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi dan PDRE

Berdasarkan tujuan makro sektoral sebuah perekonomian dapat
berstruktur agrars, industrial atau lainnya tergantung pada sektor
produksi mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang
bersangkutan. Atas dasar hal tersebut, perekonomian di kota Batam
berstruktur industrial dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor
ekonomi yang tersebar di 2.206 perusahaan sebanyak 165.183 jiwa.
Dari Jumiah tersebut 121.596 jiwa (73,61%) bekerja pada sektor
industri, sebanyak 16.449 jiwa (9,96%) bekerja pada sektor bangunan
dan sebanyak 14.184 jiwa (8,59%) bekerja pada sektor perdagangan,
hotel dan restoran.

Untuk memantau perekonomian secara makro indikator yang
digunakan diantaranya adalah PDRB dan laju pertumbuhannnya.
Batam mempunyai pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 sebesar
6,38%, kemudian meningkat menjadi 7,72% pada tahun 2000, namun
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pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi sebesar 6 56%. Hal
tersebut menunjukan pertumbuhan Batam dibanding daerah-daerah
lain tergolong relatif tinggi.

PDRE Kota Batam pada tahun 2000 menunjukan penurunan
dibanding dengan tahun 2001. PDRB per kapita Batam atas dasar
harga berlaku pada tahun 2000 mencapai sebesar 15,03 juta rupiah
menurun menjadi 14,86 juta rupiah pada tahun 2001. Seiring dengan
hal tersebut tingkat inflasi selama tahun 2001 mencapai 1264%
padahal untuk tahun sebelumnya dibawah 2 digit sebesar 9,00%.
Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2000 tersebut terutama dipicu
oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti oleh kenaikan
tarif dasar listrik dan kenaikan pulsa telefon.

Perkembangan penanaman modal dalam negeri pada tahun
2001 mencapai Rp. 332,72 milyar, sedangkan Penanaman Modal
asing sebesar US § 437,54 juta. Walaupun mengalami peningkatan
dibanding tahun 2000, namun masih kecil dibanding dengan
peningkatan tahun sebelumnya (1999) yang mencapai US $ 3.058,73
juta. Kecilnya nilai PMA pada tahun 2000 dan 2001 ini diduga karena
belum terciptanya iklim investasi yang kondusif yang disebabkan
antara lain belum pulihnya kondisi keamanan dan kestabilan
pemerintah serta kepastian hukum. Adapun gambaran perkembangan
indikator ekonomi Kota Batam adalah sebagai berikut:

B4  Pemberdaysan dan Pengpaian Sumber-gumber PAD



Tabel 5.1

Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi

Kota Batam 1997 - 2001

Indikator I 1997 1998 1999 2000 2001
Pertumbuhan Ekonomi (%) | 14.76 308 6,38 5.65 815
| Tnflasi (%) - — | 113 5289 | 028 | 500 12,64
PDRB per Kapita Harga 1288 17.94 1823 15.03 14,86
Berlaku (juta rupish)
PDRB Harga Konstan 1993 836 839 E.10 645 6,11
| (jutaen rupiah)
Perkembangan Ekspor non 365608 | 3.475,69 | 3.88558 | 5.183.2 | 3.793.89
Migas (Jutaan US §)
Investasi
a. PMDN (Milyar Rp) 228906 | 2333.33 | 573150 | 1,70 33272
b. PMA (Juta US 5) 241535 | 2.241.74 " | 13889 43754
305873 | :
Kunjunagn Wisatawan 115217 | 1.20845 | 1.251,45 | 1.134,05 | 1.14558 |
asing (Ribuan orang) |

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam 2001

Pertumbuhan ekonomi Batam tidak terlepas dar kontribusi
setiap sektor terhadap PDREB Kota Batam, walaupun yang
mendominasi sektor perindustrian mencapai 70,05%. Untuk lebih

lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.2
Kontribusi Setiap Sektor Terhadap PDRB

Kota Batam (1999 - 2001)
1= PORE [Juta

ND SEKTOR 7 1999 2000 2001 RATA-RATA/KONTRIBUS
(]
L4 Faranian 110 E19.23 12381363 138555 53 124 429 554 1,70
| 2 Pertambangan 51.750.54  57.163,28  83.131,08  57.351 .zJ 0,78

3 Industri 4.614.239.91 5.121.683,48 5684 932 34) 5 140 285,24 70,
4 [istrik. Gas, Air T9.579,37  BO.2EB2 %4 10016978  #9677.a5 1,23
5 [Bangunan 21283627] 258.33023 1384348 26160337 2 35
6 [Perdagangan 743.219.51 83860168  $41.716.90  B40.512.70 11,:j
7 jAngkutan 23741782 TTATI AN 32428674  270.728, 381
B :E-_I,IML Keuangan AT6.450,51 374 5;5515 372.681,22 3?4.5&-9,291:; 5,10
% Uasa Lannya 145.761,88 168,925 ?1. 195.775,00 tm_-.n.mll 2,32
ssnaaamlrmmra 8.135.107,35 numusl 100,00

Sumber : ancnn Perekonomian Kota Batam 2001

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa kontribusi
terbesar terhadap PDRB Kota Batam adalah Sektor Industri
(70,054%). Dengan demikian, cukup beralasan jika Kota Batam
dikatakan mempunyai struktur produksi Industri. Jika struktur industri
sejalan dengan struktur investasi dan struktur tenaga kerja, artinya,
baik nilai investasi maupun jumlah tenaga kerja sebagaian besar
berada pada Sektor Industri sesuai dengan besarnya kontribusi
produksi sektor industri, maka dapat dikatakan bahwa struktur
ekonomi Kota Batam adalah Industri,
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Dilihat dar laju pertumbuhannya, sektor bangunan, sektor
Listrik, Gas dan Air, dan sektor Angkutan merupakan tiga sektor yang
mempunyai laju pertumbuhan paling tinggi sebagaimana terihat pada
tabel di bawah ini;

Tabel 5.3
Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Kota Batam

e LPE SHARE

MO | SEKTOR 1999 | 2000 | 2001 | RATA- RATA-
RATA RATA

1 Pertanian 565 | 815 | 11,82 | @854 14,48
2 Pertambangan | 588 | 562 | 1044 | 731 572
3 stri 708 | 688 | 1100 | 835 585.07
4 mﬁ-.“ 11,74 7892 12,18 10,62 12,98
5 Ls-qun-n 646 | 9685 | 2148 | 1283 44,68
- L-uq-q-. 519 | 7.79 | 12,56 | 85 57,53
7_ |Angkutan 554 | 819 | 1887 | 1020 38,88
8 |Bank Meuangan | 214 | 372 | (0sS0) | 573 28,23
5 lasa Lainnya 55 | 841 | 1589 | @88 23,08
TOTAL | 772 | 65 | 1132 | 8353 853.28

Sumber : Laporan Perckonomian Kota Batam 2001

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, meskipun tiga sektor
yaitu sektor Bangunan, sektor Listrik, Gas dan air, dan sektor
angkutan merupakan seklor-sektor yang mempunyai laju pertumbuhan
paling tinggi, namun share sektoral terhadap pertumbuhan PDRB
temyata tetap Sektor Industri yang paling besar. Ini artinya, bahwa
meskipun dalam jangka panjang terdapat kemungkinan terjadi
pergeseran struktur ekonomi, menuju ke arah struktur jasa, namun
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dalam jangka pendek dan menengah Kota Batam masih tetap
berstruktur Industri.

2. Investasi

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi.
Dengan posisi semacam itu, investasi pada dasarnya juga merupakan
langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman
modal mempengaruhi tinggi rendahnya perekonomian Setiap daerah
selalu berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan
investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau
kalangan swasta dalam negeri tapi juga investor asing.
Perkembangan penanaman maodal dalam negeri di Kota Batam pada
tahun 2001 mencapai Rp. 332,72 milyar, sedangkan Penanaman
Modal asing sebesar US $ 437 54 juta. Walaupun mengalami
peningkatan dibanding tahun 2000, namun masih kecil dibanding
dengan peningkatan tahun sebelumnya (1898) vang mencapai US %
3.058,73 juta. Data mengenai nilai dan laju perkembangan/
pertumbuhan investasi Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.4
Perkembangan Investasi di Kota Batam Tahun 1996 - 2001

Periode | o PMA PMDN
! Jumiah Nilai Jumiah Nilai
l Permsshaan |  ysy) | Permsshasn | \op rRy)
1996 240 2.051,46 160 261939
1997 281 2.415,35 117 2.289,06
1998 . 333 224174 126 233333
1999 47 3.058,73 7 57.315,00
2000 77 138,89 2 1,70
i_zum 60|  4315¢| = 3 332,72

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam 2001

3. Pengeluaran Pembangunan

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah kota
Batam melakukan pengeluaran untuk membiayal kegiatan-
kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk
menjalankan roda pemerintahan sehari-hari (pengeluaran rutin). Akan
tetapi juaga untuk membiayai kegiatan perekonomian (pengeluaran
pembangunan). Dalam arti pemerintah kota Batam harus
menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.
Pemerintah harus merintis dengan menjalankan kegiatan ekonomi
yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertark untuk
menjalankannya. Pemerintah kota Batam memandang perlu untuk
menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu yang menurut
penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta. Itulah
sebabnya pemerintah kota Batam memerlukan berbagai pengeluaran,
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Pengeluaran pembangunan yang dilakukan dari tahun ke tahun
makin meningkat yaitu Rp. 49.472.778.613,00 (Tahun 2000), Rp.
140.684.623.395,00 (Tahun 2001) dan Rp. 189.246.324.000,00
(Tahun2002). Pengeluaran pembangunan di kota Batam dialokasikan
untuk:

Sektor Industri

Sektor Pertanian dan Kehutanan

Sumber Daya Air dan Irigasi

Sektor Tenaga Kerja

Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah Keuangan
dan Koperasi

6. Sektor Transportasi

7.  Sektor Pertambangan dan Energi

B.  Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi

9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Kembali

10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

11. Sektor Dikbudnas, Keperyacaan Thd. Tuhan YME, Pemuda &

OR
12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak

dan Remaija
14. Sektor Perumahan dan Pemukiman
15. Sektor Agama
16. Sektor limu Pengetahuan dan Teknologi
17. Sektor Hukum
18. Sektor Aparatur Pemerintah
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum

i L2 M A
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Tabel 5.5
Laju Peningkatan Pengeluaran Pembangunan dan Share
Pengeluaran Pada Setiap Sektor di Kota Batam

LP - PENGELUARAN
HOD SEKTOR 2000-2001 | 2001-2002 RATA- SHARE
RATA

1 Industri (B4.05) | 144200 678,98 3,38

2 Pertanian dan Kehutanan (47 .24) 427,58 190,37 3.08

3 _bimhrﬂﬂyu Air dan Irigasi = - - =

4 enaga Kerja 139,33 196,55 167,84 | 071

'erdagangan, Pengembangan |
Lizsaha Dasrah Keuangan dan

5 Moperasi 526,96 72304 625,00 51,11 |

| & [Transportasi (23,27} 207,80 52,27 15.77
T __Pertambangan dan Energi - : 5 =
& Pariwisata dan Telekomunikasi {3.78) 436,00 216,12 245

Pembangunan Daerah dan
c il L. . . 29,80
9 Pemukiman Kembal 184,21 2.275.00 1.226 61
10 _Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 204 56 239,05 2B880 | 1468
Dikbudnas. Keperyacaan Thd. -
|_11_[Tuhan YME. Permsda & OR 23.18 556,71 289 94 r.r2
Kepandudukan dan Keluarga
12 Sejahlera 59,38 3.310,00 1.684 69 23,82
Kesshatan, Kesejahteraan Sosial,

113 ﬁn Wanita, Anak dan Remaja 47 .42 74,39 210,81 14,57
14 han dan Pemukiman 15,70 4517 30,44 M
15 |Agama 4279 a75.00 508,89 363
16 _|limu Pengetabuan dan Teknologl (28.47) 162,63 8208 2.67
17 Hukum {24 ,50) 1.957 89 BEE, ES 2506 |
18 ratur Pemariniah 26,46 7768 52,08 13,50 |

Penerangan, Komunikasi
19 Media Massa 96 47 ALLUE! #ALUE! | #VALUE!
20 Eman dan Ketertiban Umum 135,08 230,00 184 55 1,18

“ Sumber : APBD Kota Batam 2000 - 2002
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4. Eksporimpor

Sekarang ini tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan
hubungan dagang dengan pihak luar negeri. Perekonomian setiap
negara/daerah praktis sudah terbuka bagi dunia intemasional.
Perdagangan dalam neger menjadi semakin penting bukan saja
dalam kaitannya dengan haluan pembangunan yang beroreintasi
keluar, membidik masyarakat-masyarakat negara lain sebagai pasar
hasil-hasil produk dalam neger, tapi juga berkaitan dengan
pengadaan barang-barang modal untuk memacu industri dalam
negeri. Melihat kepada kinerja ekspor dan impor bukan saja berguna
untuk mencermati perkembangan neraca perdagangan suatu
negara/daerah tapi bermanfaat pula untuk mengungkap pola dan
karakter perdagangan luar negeri dari negara/daerah tersebut
Dengan mengungkap hal tersebut dapat diketahui keunggulan dan
kelemahan ekspor negara/daerah yang bersangkutan, perilaku
konsumsinya, serta kerentanan sektor industri negara/daerah itu akan
merupakan kesinambungan pasockan bahan baku atau barang modal
dari luar negeri. Dalam kaitan ini, nilai serta laju pertumbuhan impor
dan ekspor kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
- Nilai dan Laju Pertumbuhan Impor dan Ekspor Kota Batam
TAHUN | . EKSPOR [Juta US§) IMPOR (Juta USS$)
LP MILAI LP
1998 4.207 491
- 2000 {26,80) 2.974,81 (20,30)
2001 2776 nd (26,80 210299 (28,30}

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam 2001, diokah
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Maka terlihat ekspor dari tahun 2000 s/d 2002 kelihatan turun,
yaitu dari US$ 5.183,22 Juta (Tahun 2000) menjadi US$ 3.793,89 Juta
(Tahun 2001) dan turun kembali menjadi US$ 2.776,96 Juta (Tahun
2002). Sejalan dengan penurunan impor tahun 2000 sebesar US §
4.207 49 juta, kemudian menurun menjadi US $ 2.974 81 juta pada
tahun 2001 dan tahun 2002 kembali turun menjadi 2.776,96 Juta US
$. Penurunan baik ekspor maupun impor disebabkan karena krisis
ekonomi yang melanda Indonesia.

B. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Anggaran Pendapatan

Pada tahun anggaran 2000, anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kota Batam adalah Rp. 91.670.64052500 Dari anggaran
tersebut 86,18% berasal dar Pendapatan yang berasal dani
pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi. Bagian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan sebesar
13,82% dengan kontribusi Pajak Daerah sebesar 11,18% sedangkan
restribusi Daerah 0,94%. Pada tahun anggaran 2001, anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kota Batam melonjak menjadi Rp.
310.455.076.139,00. Dari anggaran tersebut 83,14% berasal dari
.Dana Perimbangan. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
memberikan sumbangan sebesar 9,61% dengan kontribusi Pajak
Daerah sebesar 6,63% sedangkan restribusi Daerah 2,83%. Pada
tahun anggaran 2002, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota
Batam menjadi Rp. 358.633.724.000,00. Dari anggaran tersebut
7161% berasal dari Dana Perimbangan. Bagian Pendapatan Asli
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Daerah (PAD) memberikan sumbangan sebesar 13,29% dengan
kontribusi Pajak Daerah sebesar 6,43% sedangkan restribusi Daerah
mengalami peningkatan menjadi 6,16%

Dari gambaran diatas anggaran Kota Batam sebagian besar
ditopang oleh Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum,
Dengan terbatasnya kemampuan keuangan Pusat serta dengan
tujuan otonomi daerah maka Kota Batam maka angka PAD sebesar
13,29% harus ditingkatkan.

Dengan PAD Tahun Anggaran 2002 Rp. 47.655.000.000,00,
dengan memakai jumlah penduduk tahun 2001 sebanyak 527.151
jiwa, maka berarti pengeluaran Pemerintah per kapita masyarakat
Kota Batam untuk belanja sektor publik/pemerintahan adalah rata-rata
sebesar Rp. 950.401,04 per kapita pertahun, atau rata-rata Rp. Rp.
7.533,42 per kapita per bulan,

2. Anggaran Belanja Daerah

Selanjutnya untuk Belanja Daerah untuk tahun 2000 sebanyak
46,03% dialokasikan untuk belanja rutin sisanya 53,97% untuk belanja
pembangunan, Sedangkan tahun 2001 sebanyak 54,68%
dialokasikan untuk belanja rutin sisanya 45,32% untuk belanja
pembangunan, dan tahun 2002 sebanyak 47,23% dialokasikan untuk
belanja rutin sisanya 52,77% untuk belanja pembangunan. Prosentase
belanja pamhangﬁnan tersebut di atas merupakan angka kotor yang
didalamnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang untuk kepentingan
pemerintah yang merupakan alokasi administrasi yang bersifat input.
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Sehingga jika hal te-sebut dilakukan maka nilai belanja pembangunan
tersebut akan lebih rendah dari tersebut diatas.

Berkaitan dengan upaya penggalian PAD maka naiknya
prosentase belanja pembangunan diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kota Batam, meningkatkan mulfiplier effect
serta gilirannya pada pendapatan penduduk per kapita akan
meningkat. Kondisi tersebut selain pemilikan lahan dan laindain
merupakan kondisi yang kondusif bagi upaya-upaya penggalian PAD
dengan tidak mengurangi kemakmuran masyarakat.

3. Belanja Pembangunan Per Sektor

Pengeluaran pemerintah daerah kota Batam dalam kurun waktu
2000 sampai dengan 2002 hampir 25,93% dialokasikan untuk sektor
Aparatur Pemerintah. Pengeluaran Sektor Aparatur Pemerintah ini
merupakan alokasi yang paling besar diantara sektor-sektor
pemerintah dengan demikian anggaran pembangunan banyak
dialokasikan untuk internal pemerintah. Selengkapnya terlihat dalam
tabel berikut:
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Tabel 5.7
Prosentase Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Batam

Berdasarkan Sektor (Rupiah)
NILAI PENGELUARAN
SEKT FROSENTASE
w0 R 200ah 1001 Lo RATA-RATA TERHADAP
TOTAL
100,000 (00,00 | 541 (NA0MKLINY 26 OO0 000 629133 333 33 1 MO T6 11
676749 00000 3 $T3 07T MKLNY |.uu.‘-143muj 2045 023 000 Y 1] M
1 426 T0T.04ML0M) 1426 o7 G0 URUNFLITE
34,706 ik

148 01 0 30 0 (018
!lum;j 4197500,

I.U"‘".Iiﬂﬂﬂﬂ

1034 41 WK

10971 288 300

26.3 16,703 600
BIJ nm?uﬁ_ﬂ TR 2T 0N 110N TE] T6k 5]

Il.lmllﬂj
0K

Sumber : APBD Kota Batam 2000 - 2002, diolah

| 2T (MM M)
ST 00000000 2000 000 000,00 | %4 480 000 i
VN O00 000 K 2 FTS O 00, . 7340 (M1 R0, 00
L ITHO00 D00 ) 96T 800 000,000 13,7185 50 000,00 LRIEE T
Kepery
11_ [Twhan YME Pormdn & QR | 2317 | 1900000 13 210 545 000,00 13743 54 umnlJ 13003 54351055 1LAFF8E | TATT)
o Koplaargy IIJ
12 [egabion S0 00 ) 1 3260 000 000,00 | THY 000 (K 1K 10114143881
Bouchafan Keasjahicraan
sosal. Peraman Wanim Assk
13 Han Resaga 2098100 86300 9 763 966 39500 14394 H5.000,00 K T3EATIA19.53 11 630995 1 7
1
14 Porumahin & Ponukinan FERT A4 umzl:md L6 T 354 06y |1 340 K5 313,53 1, losaps724
| |
15 1000900 000,660 | 074 DN 000,00 | 534 964,000,001 903 331 333 30 (40T | 43
Nimu Pengrizbaan dan
L] 20160000 3996513 00000 4 299 117 00,08 40 || 5500000 LA 3% 10632
17 Hukum _I6S O 00N 5. 433 U0, 4 017025 700,00 3 ETR ME 56847 ALade g
IE Prasriniah 19 582 869 TH, M H?ﬁmﬁ 4 008 3 18 D0ML00 52 704 0. 583, 33 01 35931 3307
Pioncrangan, i
1] i dan Misdia (RN 201200 000 | S0 S el (] 0L 2
o |
n jae 20H 1HKE ol (M [ 05T OO0 OO ) e ) U 1307
uan Pomion gusan
2 Dacrah |
TOTAL FENG. |
FEMBANGLMNAN 4947277860 1 19246 104 00000 | 16 ST 00 540,19 | aX
- TOTAL PENGELUARAN |
RUTIN 42197 86051200 163, 16387 4k 001,000 117,119,571 552,00

Sektor kedua setelah sektor Aparatur Pemernintah menurut besar
pengeluarannya adalah sektor transportasi (17,09%), dikuti dengan
sektor Perumahan dan Permukiman sebesar 10,54%. Dari angka-
angka diatas terlihat bahwa prioritas alokasi belanja daerah adalah
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untuk infrastruktur transportasi, pemukiman dan perumahan serta
pendidikan,

Kota Batam yang memiliki peran dan posisi yang cukup sirategis
karena berbatasan langsung dengan Singapura, mengalami
permasalahan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, terutama yang
diakibatkan adanya urbanisasi dan pendatang. Pada akhir tahun 2001
penduduk Kota Batam berjumiah 527.151 jiwa, yang berarti
mengalami peningkatan sebesar 1365% atau bertambah sebesar
61852 jiwa bila dibandingkan dengan keadaan yang sama tahun 2000.
Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun selama
sepuluh tahun terakhir (1990 - 2000) sebesar 12,87%.

C. Analisis Pertumbuhan, Upaya (Efforf), Dan Elastisitas
Penerimaan

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun
1999 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak
pendapatan asli daerah lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kota
Batam Pada tahun 2002 meliputi:

1. Pajak yang meliputi :
« Hotel,
. » Resioran,
« Hiburan,
» Reklame,
« Penerangan Jalan,
+ Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C dan
= Parkir.
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Adapun Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman
dengan berakunya UU 34 Tahun 2000 maka mulai tahun 2002
sudah diserahkan ke Propinsi. Pada Tahun 2002 juga terdapat
perubahan Pajak Hotel dan Restoran yang biasanya digabung
menjadi dipisahkan.
2. Retribusi Daerah yang dipungut di Kota Batam meliputi ;
= Pelayanan Kesehatan
= Pelayanan Persampahan/Kebersihan
= Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
= Biaya Cetak Akta, semenjak tahun 2002 tidak dipungut lagi.
= Parkir ditepi Jalan Umum
= Pelayanan Pasar
= Pengujian Kendaraan Bermotor
= lzin Mendirikan Bangunan
= Minuman Beralkohol
s |zin Trayek
= Penataan Jenis dan Sifat Kendaraan Bermotor
= |zin Penyelenggaraan Reklame
= SIUP
= |zin Pariwisata
3. Laba Perusahaan berupa deviden bagian laba BPD Riau.
4. Lain-lain PAD yang Syah meliputi :
= Jasa Giro
= Denda ketelambatan pekerjaan daerah
= Cadangan Sembako
= Belanja Pegawai
* Insentive Pegawai Pemda
= Proyek Suku Laut
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= luran Hasil Pertambangan Daerah

» Lain-lain Penerimaan

Denda keterlambatan pekerjaan daerah, Cadangan Sembako,
Belanja Pegawai, Insentive Pegawai Pemda dan Proyek Suku Laut
semenjak tahun 2001 sudah ditiadakan.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama PAD Kota
Batam dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
menduduki urutan pertama diantara penerimaan lainnya. Dari sektor
Pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan Daerah Tahun
2000 sebesar 92,32%, tahun 2001 sebesar 74,97% serta tahun 2002
hanya mencapai 53,27%. Penurunan kontribusi Pajak seiring dengan
peningkatan kontribusi retribusi sehingga PAD tidak didominasi oleh
sektor pajak tapi sektor lain terutama retribusi memberikan kontribusi
yang signifikan. Untuk mengetahui strategi penggalian dan
pemberdayaan sumber-sumber PAD tersebut terutama Pajak dapat
dianalisis sebagai berikut :

a. Analisis Upaya Pajak (Tax Effort)

Dari  objek pajak yang dimiliki di Kota Batam realisasi
pendapatan dari pajak selama tiga tahun terakhir tersebut selalu
melampaui target kecuali Pajak Parkir yang merupakan pajak baru.
Hal tersebut mungkin pertama terjadi karena Pajak tersebut
merupakan pajak baru data-data yang dimiliki belum lengkap sehingga
penentuan targetnya terlampau tinggi. Kemungkinan kedua karena
pajak baru petugas-petugas di lapangan belum terbiasa dan masih
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mencari bentuk atau strategi cara pemungutan yang paling efektif dan
efisien. Namun demikian secara umum Target selalu terpenuhi
sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.8

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Batam

JENIS PAJAK TARGET
2000 2001 2002
Hotel dan Restoran 7.700.000.000,00_13.000.000.000,00 15.750.000.000.00

10.750.000.000,00

5.000,000.000,00

315.00:0.000,00

NO 2000 2001 2002
1 | Hotel dan Resioran B.176.515.528.38 15.406.012.410.00 16.651.423 853
2 | Hotel - 11.627.081.891,
3 Restaran - - 5.024,331,961,1
4 | Hiburan 737.442.385,00 1.724.616.416,38 3148962 130,80
5 | Rekiame 220233 100,50 564.777.253.01 1.087.679.447 50l
] Jakan 872 698.050,000 3.155.907.236,000 4.148.905.479.00
& Pengolahan| d
7 | Bahan Galisn Gol C :s.m.m.ﬁ 472.845.825, BEE.443 054 50
| 8 | Parkir s 14,590,400, 00
| Pemantastan Ajr Bawah
8 | Tanah & Air Permukaan 338,841,530 961.283,070,00 -

Sumber : Dinas Pendapatan Dacrah Kota Batam,_ 2003, diolgh
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Dari tabel-tabel di atas, dapat dianalisis bahwa Upaya pajak (tax
effort) yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target nampak
tinggi, melebihi 100%. Tingginya realisasi penerimaan dibandingkan
target tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, ada dua
kemungkinan.

Pertama, sebenamya bukan upaya pajak yang sudah baik,
melainkan penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi yang
sebenamya (target terlalu rendah), sehingga realisasi melebihi target
yang ditetapkan. Penetapan dan penghitungan target Pajak, Restoran
dan Hiburan biasanya mengalami kendala-kendala atau kesulitan
dalam menentukan potensinya karena sangat dipengaruhi oleh fihak
eksternal yaitu kedatangan konsumen (wisatawan) ke Hotel, Restoran
dan Hiburan. Banyaknya Wisatawan atau Konsumen di Batam
dipengaruhi oleh Situasi dan kondisi lingkungan baik di Indonesia
maupun negara-negara lain. Misalnya terjadinya permasalahan wabah
SARS, Bom Bali dan kondisi keamanan di beberapa daerah di
Indonesia yang terganggu telah mempengaruhi besamya penerimaan
dari Pajak dan restoran karena kunjungan wisatawan ke Batam
berkurang. Permasalahan tersebut menyebabkan data mengenai
potensi yang sebenamya sulit untuk diprediksikan. Disamping itu tidak
tertutup kemungkinan memang disengaja target ditetapkan rendah
agar dalam penilaian akhir menunjukkan kinerja yang baik. Hal
“tersebut terjadi didasarkan pada kebiasaan atau anggapan yang
berkembang bahwa target dijadikan acuan kinerja, apabila target tidak
tercapai maka dianggap kinerjanya rendah atau jelek.
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Kemungkinan kedua yang menyebabkan tingginya upaya pajak
(tax effor) tersebut adalah kesadaran masyarakat (pengusaha Hotel
dan restoran) akan membayar pajak memang sudah cukup baik.
Apabila hal ini yang terjadi, maka upaya yang harus dilakukan adalah
memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
agar penerimaan jenis pajak ini terus meningkat. Diantara upaya yang
dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan transparansi.

Memperhatikan tingginya effort (rasio realisasi terhadap target
yang ditetapkan) menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang
memungkinkan untuk dilaksanakan terhadap pajak ini secara umum
adalah pendataan ulang (Dafa Consolidation Mode), atau melakukan
sinkronisasi antara target dengan potensi yang sebenamya (Targel-
Potencial Synchronization Model).

b. Analisis Pertumbuhan Pajak

Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari prosentase
pertumbuhannya temyata mengalami penurunan yaitu dari rata-rata
3,9% pada periode 2000-2001 menjadi rata-rata 0,49% pada periode
2001-2002. Hal tersebut terlihat dalam tabel di berikut ini.
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Tabel 5.9
Perbandingan Pertumbuhan Pajak Kota Batam

NO JENIS PAJAK PERTUMBUHAN
- 2000-3001 2001 2003
1 Hotel dan Restorsn 0,88418 0, 0E064 =
2 Hotel a
3 Resioran = -
4 Hiburan 1,33065 0,82 5685
5 Reklarne 1 GE44E 0, 85044
-] Penerangan Jalan 224449 031468
£ Pengalatan Bahan :

7 Gadan Gol C 17.58799 0,83875
8 Parkr i :

= Pemardaatan Al Dawsh Tanan & Ar al
g Farm Lk aan 1,83813 .

Rata-rata 395 0,48

Sumber . Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, 2003 diclah

Dari Tabel di atas Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan tidak bisa dihitung
karena Data Pajak Hotel dan Pajak restoran pada tahun 2000 dan
2001 masih tergabung di Pajak Hotel dan Restoran, namun demikian
untuk sementara penghitungannya digabungkan antara Pajak Hotel
dan Restoran Adapun Pajak Parkir baru tersedia data tahun 2002 saja
karena merupakan pajak baru sedang Pajak Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan pada tahun 2002 telah diserahkan ke
Propinsi. Pertumbuhan yang menonjol pada Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Gol C yang mencapai 17,688% pada 2000
- 2001 sedangkan pada 2001-2002 mengalami penurunan hanya
mencapai 0,838%. Yang paling kecil adalah pertumbuhan Pajak Hotel
dan Restoran pada tahun 2000-2001 hanya 0,88% kemudian turun
menjadi 0,081%.

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pertumbuhan yang
terjadi pada tahun 2000-2001 bukan disebabkan usaha pajak yang
dilakukan Pemda tetapi lebih cenderung disebabkan faktor-faktor lain
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antara lain dengan pelimpahan kewenangan kepada daerah
kabupaten/kota yang lebih besar. Pertumbuhan pada tahun 2001-2002
lebih merupakan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan
pajak. Upaya meningkatkan penerimaan Pajak tersebut, Pemerintah
Daerah Kota Batam telah mengadakan beberapa upaya oplimalisasi
penerimaan pajak yailu: Melaksanakan intensifikasi, melaksanakan
identifikasi, melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-
undangan Pajak dan Refribusi Daerah kepada wajib pajak/waijib
retribusi, melaksanakan pemeriksaan lapangan, meningkatkan
profesionalisme SDM, serta meningkatkan sarana dan prasarana
pelayanan dan pengolahan serta pengelolaan pajak.

¢. Analisis Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB, Investasi
dan Pengeluaran Pembangunan

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto;, Angka ini
diperukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan seliap jenis
pajak jika terjadi perubahan dalam PDRB. Angka-angka yang
menunjukkan elastisitas yang tinggi mengandung arti bahwa untuk
peningkatan penerimaan dari jenis pajak ini, secara otomatis dapat
dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan semakin berkembangnya suatu daerah maka akan
meningkatkan  penerimaan terhadap daerah. Peningkatan
[;ertumhuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan membuat
kebijakan-kebijakan yang dapat memicu dan memacu pertumbuhan
perekonomian daerah. Selanjutnya, upaya pemacuan pertumbuhan
ekonomi daerah dapat dilakukan melalui pemacuan sektor-sektor
unggulan baik dilihat dari kontribusinya maupun dilihat dari
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pertumbuhannya. Adapun elasitistas Pajak Daerah terhadap PDRE
adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10
Perbandingan Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB

WO JENIS PAJAK Elsatisitas Terhadap PDRE ]
TO00- 2001 200 2003
1 Hoisd dan Riestoran 013478 000720 |
2 Holel dan Restoran - .
A Rasoran | =
4 Hiburan 020408 0,07354
B ! 023848 0,07528
& Penerangan Jalan 034215 002802 ]
Penpambitan & Pengolahan
7 Bahan Galian Gol C 2 aoRla 0,07 465
Parkir -
Permaniaatan Ak Bawah Tanah &)
| 9 Air Parmuikasn 0.27eE0 (0, DES05)

‘Sumber - Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, 2003 diolah
Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarif, dan dengan
asumsi faktor lain tetap, elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap
FDRB relatif tidak elastis kecuali Pajak Pengambilan dan pengolahan
Bahan galian Gol C pada tahun 200-2001 yang elastis tapi tahun
2001-2002 menurun dan menjadi tidak elastis. Nilai elastisitas pajak
yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan
pajak tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi
demikian, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi, tidak akan
berdampak besar terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan
pajak restoran. Sensitivitas yang rendah ini kemungkinan karena
pajak-pajak daerah tersebut tidak terkait langsung dengan
Pertumbuhan PDRB.
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d. Analisis Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Investasi

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap

Jenis Pajak terhadap Investasi baik PMA maupun PMDN; Angka ini
diperiukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
pajak jika terjadi perubahan dalam PMA dan PMDN. Angka-angka
yang menunjukkan elastisitas yang tinggi mengandung arti bahwa
untuk peningkatan penerimaan dar jenis pajak ini, secara otomatis
dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan investasi.
Dengan semakin berkembangnya investasi suatu daerah maka akan
meningkatkan penerimaan terhadap daerah. Peningkatan investasi
dapat dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat
memicu dan memacu pertumbuhan investasi di daerah. Adapun
elasitistas Pajak Daerah terhadap Investasi adalah sebagai berikut -

Tabel 5.11
Perbandingan Elastisitas Pajak Daerah
Terhadap PMA dan PMDN
JEWIS FAJAK | Elastisitas Pajak Daerah Tarhadap|  Elastisias Pajak Daerah
MO DAERAH PRLA Tm PMDN
2000-2001 2001-2002 2000-2001 | 2001-2002
1 Holsd dan Resioran D011 000038
F Hoad dan Fesioran = = 0, 00005 0,000
3 | Restoran ! - - E ]
4 Hiburan | ooos23 0,00384 : >
5 Femiclam g | oparzs 000414 0.00007 000004
6 | PenerangenJaian | 001044 000146 0,00008 T 00008
Fengambdan & | 0,00012 000002
Pangoiahan Bahar {
7 [ | 00833 0.00580 I i
B Parir . & : 0,000 0 D000
i Bawan - 1 = -
L] Tanah & Air Paimauhasn 000854 | (000485
[ 0,00009 o.00005 |

| | 4
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, 2003 diolsh
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Elastisitas penerimaan pajak terhadap investasi baik PMA
maupun PMDN nampak juga sangat rendah. Pada Tahun 2000-2001
dan tahun 2001-2002 tidak ada yang elastis artinya pertumbuhan
penerimaan pajak tidak sensitif terhadap pertumbuhan investasi. Hal
tersebut terjadi karena pajak-pajak daerah yang ada tidak terkait
langsung dengan pertumbuhan invesatasi.

e. Analisis Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Pengeluaran
Pembangunan

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Pajak terhadap pengeluaran pembangunan; Angka ini
diperiukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
pajak jika terjadi perubahan dalam pengeluaran pembangunan.
Adapun elasitistas Pajak Daerah terhadap pengeluaran pembangunan
adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Pengeluaran Pembangunan

? Elastisitas Pajak Dasrah Terhadap Pengeluaran |
NO JEMIS PAJAK
2000- 2001 2001-2002

1 I-ﬁ dan Resicran 0 00480 U.m__@
2 | Hobel g ;
3 Restoran F .
4 | Hiwran 000726 002383
5 Reklame ¥ Hrd 000849 0,02580
[i] Panerangan Jalan [l Fakd 000811

Pengambilan & Pengalahen
7 Bahan Galian Gol G 0,09584 0,02430
-] P arkir E -

Pamanisatan A Bawah Tanah £ |
L8 | A Permuksan [0,02867)

Sumbﬂr Dinas Pendapatan Daerah Kota BIti‘ll 2003 diolah

Elastisitas  penerimaan pajak terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini menunjukkan

Pemberdayasn dan Penggaisn Sumber-sumber P40 107



bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak yang disebabkan
oleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil. Bahkan,
kalaupun secara teoritis kedua variabel ini mempunyai hubungan
kausalitas, dalam kenyataan mungkin tidak terdapat hubungan
kausalitas di Kota Batam.

Memperhatikan nilai elastisitas pajak terhadap berbagai indikator
makro ekonomi sebagaimana dikemukakan di atas, secara umum
pajak tidak sensitif terhadap perubahan indikator-indikator makro, hal
ini disebabkan karena hampir semua jenis pajak daerah tidak terkait
langsung dengan indikator-indikator makro tersebut. Dengan
demikian, untuk meningkatkan pajak daerah ini, sulit nampaknya kalau
dilakukan melalui pemberdayaan secara tidak langsung, melainkan
harus dilakukan model pemberdayaan langsung melalui hal-hal
sebagai berikut: Perfama, melakukan pendataan ulang terhadap objek
dan wajib pajak (Data Consolidation Model / DCM). Dengan demikian
upaya pendataan yang selama ini dilaksanakan sudah cukup baik dan
periu dilanjutkan; Kedua, melakukan upaya infensifikasi Dengan
demikian, upaya intensifikasi yang selama ini sudah dilaksanakan juga
sudah tepat dan perlu dilanjutkan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD Kota
Batam dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
menduduki urutan kedua diantara penerimaan lainnya. Dari sektor
Retribusi memberikan kontribusi terhadap penerimaan Daerah tahun
2000 sebesar 5%, tahun 2001 sebesar 16,11% dan tahun 2002
mencapai 37,53%. Hal tersebut memperlihatkan kontribusi Retribusi
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Daerah dari tahun ketahun semakin meningkat. Untuk mengetahui
strategi penggalian dan pemberdayaan sumber-sumber PAD tersebut
terutama Retribusi dan Retribusi Daerah perlu dianalisis sebagai
berikut:

a. Analisis Upaya Retribusi

Dari objek Reiribusi yang dimiliki di Kota Batam realisasi
pendapatan dari Retribusi selama tiga tahun terakhir mengalami
pasang surut namun pada umumnya melampaui target kecuali
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di
tepi Jalan yang tidak tercapai. Hal tersebut mungkin pertama terjadi
karena Retribusi ini sangat tergantung pada kepatuhan konsumen
untuk memenuhi kewajibannya dan perangkat untuk memaksa
konsumen untuk mentaatinga belum optimal. Untuk Pelayanan
persampahan/kebersihan  terutama untuk pengangkutan sampah
hanya TPS ke TPA bukan dari rumah-rumah (konsumen) sehingga
tidak dirasakan langsung konsumen sehingga banyak yang enggan
untuk membayar retribusinya. Kemungkinan kedua Manajemen
pemungutan retribusi yang masih lemah seperti halnya Retribusi
Parkir, kalau dilihat dari potensi relatif cukup besar namun karena
masih lemahnya pengelolaan perparkiran akibatnya banyak pungutan
parkir tidak optimal. Namun demikian secara umum Target selalu
terpenuhi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 5.13

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Batam

JENIS RETRIBUSI TARGET
HO 2000 2001 2002
1 Pelayanan Kesehalan 25.000.000,00  187.000.000,0( 700.000.000,00
Pelayanan Persampahan /
| 2 | Kebwersihan T.500.000,00 6.337.000.000, 3.000.000.000,00
Penggantian Biaya Cetak
3 | KTP & Akta Catain Sipd 30:0.000.000,00  1.000,000, 000, 1.300.000.000.00
4 | Baya Catak Akia 150,000, 300, -
§ | Parkir Ditepi Jalan Umum 495,000,000 00 MNEODGGTJ 425.000.000.00
L] FPelaysnan Pasar - 200.000.000, 510.000.000,00
Pengujian Kandarasn
T Barmalar I - 300.000. D00, b0 !Dﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂm.ﬂd
B | ljin Mendirikan Bangunan 25.000.000.00 5.000.000,00 2 000.000. 000,
B Minuman Beralicohol - - 10.000.000.000,
1
10 | kzin Traysk &,000.000,00 15.000.000,00 zsn.mmnd
Penstapan Jens dan Sdat 1
11_| Kendaraan Bermotor = - 95.000.000,00
Izin Penyelenggaraan
12 | Reklams - - 120,000.000,00
|
13 | swe - - | 800.000.000,
14 | Izin Pariwisata . - 360.000.000,
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Lanjutan Tabel 5.13.......

N JEMIS RETRIBUSI REALISAS]
2000 2001 2002
1 Pelayanan Kesehatan 28,593,054, 228 857.819, 822 136.250,
Pelayanan Persarmpahan /
2 Habersihan 5.000. 000, 347 37T 500, 2.105.579.206,
Penggantian Baya Cetak t(i
o KTP & Akta Catatn Sipil __274.336.000, 2.273.370.000, 1.760.509.000,00
4 Biaya Cetak Akta - 208 749,000,
] Parkir Ditepd Jakan Limum 345 000,000, 00 515,000,000, 341.643.000,00
B Palsyanan Pasar - 222 81 I!.EM.NJ 511.118.500,00
Pengujian Kendaraan
T Bermotor . 639 425 500, 961.360.000,00
] jin Mandirikan Bangunan TES.500,00 - 1.752.684.002 00
§ Minuman Barslkahal - - B.011.215.000,00
10 Izin Trayek 7.512.000,00 158.832 000,00 254.111.250,00
| Pﬂﬂﬂ! Jenis dan Sifat
111 n Benmaotor - = 104”0“0?'
! Izin Peryel Finr-hmn |
12 | Reklame - 12.110.151 41 162 644283 47
13 | SlWWP - T7.745.000,000  670.398 647,00
1
\zin Pariwisata 4 948.000, ua.lw.nm.ﬂli

sunhur Dinas Pendapatan Daerah Kotn Batam, 2003, diclah

Dari tabel-tabel di atas, dapat dianalisis bahwa Upaya Retribusi
yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target nampak tinggi,
melebihi 100%. Tingginya realisasi penerimaan dibandingkan target
tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, ada dua
kemungkinan. Perfama, sebenamya bukan upaya Retribusi yang
-sudah baik, melainkan penetapan target yang tidak sesuai dengan
potensi yang sebenamya (target terlalu rendah), sehingga realisasi
melebihi target yang ditetapkan. Penetapan dan penghitungan target
Retribusi biasanya mengalami kendala-kendala atau kesulitan dalam
menentukan potensinya karena sangat dipengaruhi kesadaran dan
kemamuan konsumen untuk membayar retribusi serta perkembangan
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perekonomian Batam pada umumnya. Kemungkinan kedua yang
menyebabkan tingginya upaya Retribusi tersebut adalah kesadaran
masyarakal sudah cukup baik. Apabila hal ini yang terjadi, maka
upaya yang harus dilakukan adalah memelihara kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah agar penerimaan jenis
Retribusi ini terus meningkat. Diantara upaya yang dapat dilakukan
adalah dengan cara meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan dan
membenahi Manajemen Pelayanannya.

Memperhatikan tingginya effort (rasio realisasi terhadap target
yang ditetapkan) menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang
memungkinkan untuk dilaksanakan terhadap retribusi ini tidak berbeda
dengan model yang diterapkan pada pajak yaitu pendataan ulang
{Data Consolidation Model), atau melakukan sinkronisasi antara target
dengan potensi yang sebenarnya (Targei-Potencial Synchronization
Model).

b. Analisis Pertumbuhan Retribusi

Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari prosentase
pertumbuhannya untuk retribusi baru relatif sangat tinggi namun untuk
retribusi yang telah lama adanya mengalami penurunan. Hal tersebut
ti:ﬂihat dalam tabel di berikut ini.
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Tabel 5.14
Perbandingan Pertumbuhan Retribusi Kota Batam

JENIS RETRIBUS PERTUMBUHAN ]
NO 2000-2001 [ zoo1-2002 E
1 Psiayanan Kesehatan 8 85451 302859 '
2 Persampahan / Kebersihan {56, F962E) 506136 |
ian Biaya Catak KTF & Akla
3 E_ Sipil = 7, 28881 1022560 '
4 Catak Akia - - |
5 Parkir Ditepi Jalan Umurm 077748 [0.44448) |
5 FPasar - 129363
T__Pengujian Kendaraan Bermotor = 050347
d _Jjin Mandirikan Bangunan i g
| 9 Ehmn!ﬂlm = ol
10 fzin Trayek ak. ‘i 2015708 OLBS05S
enetapan Jens dan Sifat Kendaraan
11 EW 2 -
LF-MMM - 1243041 -
13 BIUP - 10, 15566 |
14 ]lun Pariwisata L 80,6422
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, 2003 diolah

Dari Tabel di atas nampak bahwa pertumbuhan Retribusi Biaya
Cetak akia tidak ada karena hanya dipungut pada tahun 2001 saja,
Retribusi Pasar, Pengujian Kendaraaan Bermotor, 1zin
Penyelenggaraan Reklame, SIUP dan lzin Pariwisata baru dipungut
pada tahun 2001 sehingga yang ada hanya pertumbuhan tahun 2001-
2002, Sedangkan Retribusi IMB data Reaalisasi tahun 2001 tidak ada
serta Retribusi Minuman Beralkohol dan Penetapan Jenis dan Sifat
kendaraan Bermotor baru dipungut tahun 2002. Pertumbuhan
menonjol pada Retribusi Izin Trayek yang pada tahun 2000 - 2001
‘mencapai 20,16 namun tahun 2001 - 2002 hanya 0,85. Pertumbuhan
yang paling menonjol pada tahun 2001-2002 adalah Retribusi izin
Pariwisata mencapai 89,64 Upaya meningkatkan penerimaan
Retribusi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Batam telah mengadakan
beberapa upaya optimalisasi penerimaan Retribusi yaitu:
Melaksanakan intensifikasi, melaksanakan identifikasi, melaksanakan
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sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Retribusi dan
Retribusi Daerah kepada waijib Retribusi/waijib retribusi, melaksanakan
pemeriksaan lapangan, meningkatkan profesionalisme SDM, serta
meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan pengolahan serta
pengelolaan Retribusi.

c. Analisis Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap PDRB

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Retribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Angka ini
diperlukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
Retribusi jika terjadi perubahan dalam PDRB. Angka-angka yang
menunjukkan elastisitas yang tinggi mengandung arti bahwa untuk
peningkatan penerimaan dari jenis Retribusi ini, secara otomatis dapat
dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan semakin berkembangnya suatu daerah maka akan
meningkatkan  penerimaan  terhadap daerah.  Peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan membuat
kebijakan-kebijakan yang dapat memicu dan memacu pertumbuhan
perekonomian daerah. Selanjutnya, upaya pemacuan pertumbuhan
ekonomi daerah dapat dilakukan melalui pemacuan sektor-sektor
unggulan baik dilihat dari kontribusinya maupun dilihat dari
pertumbuhannya. Adapun elasitistas Retribusi Daerah terhadap PDRB
adalah sebagai berikut :
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Tabel 5.15
Perbandingan Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap PDRB

JENIS RETRIBUSI Elastisitas Retribusi Terhadap PORE |
HO F000- 2001 001-2002
1 Pelayanan Kesahatan 1,06105 O2E965
Pelayanan Persampahan /
2 Ksbersihan 867321 045070
Biaya Catak KTP
3 Akta Catatn Sipil 111078 {0, 03005)
%_ . it
| & Parkir Ditepi Jalan Umum 011851 (0.03558)
G Pelayanan Pasar - ['RREFF
= 7 Kendaraan Berraler - D04483
| 8 Mendirikan Bangunan (0.15244) 5
] n Baralkohal = | -
10__Jzin Traysk 307273 007574
m Janis dan Sdat ]
I 44 Bermator 2 | .
| 12 Pen n Reklame - | 1,1D688
L 13 P - 080788
| 14 Jzin Pariwsata g 798230

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, 2003 diclah

Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarf, dan dengan
asumsi faktor lain tetap, elastisitas penerimaan Retribusi pada tahun
2000 - 2001 terhadap PDRB relatif elastis kecuali Retribusi Parkir
ditepi jalan dan IMB sedangkan pada tahun 2001 - 2002 Retribusi
terhadap PDRE tidak elastis kecuali Izin Reklame dan Izin Pariwisata.
Milai elastisitas Retribusi yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa
perubahan penerimaan Retribusi tidak sensitif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan pertumbuhan
ekonomi, tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan
penerimaan Retribusi. Sensitivitas yang rendah ini kemungkinan
karena Retribusi-Retribusi daerah tersebut tidak terkait langsung
dengan Pertumbuhan PDRB.
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d. Analisis Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap Investasi

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Retribusi terhadap Investasi baik PMA maupun PMDN; Angka ini
diperukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
Retribusi jika terjadi perubahan dalam PMA dan PMDN. Angka-angka
yang menunjukkan elasfisitas yang tinggi mengandung arti bahwa
untuk peningkatan penerimaan dari jenis Retribusi ini, secara otomatis
dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan investasi.
Dengan semakin berkembangnya investasi suatu daerah maka akan
meningkatkan penerimaan terhadap daerah. Peningkatan investasi
dapat dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat
memicu dan memacu pertumbuhan investasi di daerah. Adapun
elasitistas Retribusi Daerah terhadap Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16
Perbandingan Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap PMA

Elastisitas Terhadap | Elastisitas Terhadap
PMA PMDN
Mo JENIS RETRIBUSI 2000-2001 2000-2001 ,zon'l-zmz 1 2001-2002
Pelayanan Kesehatan DOa0s | ODO035 | 000016 | poiace
Palayanan Parsampahan / aoma? | 0000d |
1 Kebersihan 0.25460 o | I— - .
Penggantian Biaya Cetak KTP 0,00037 [0.00001) |
1 2 4 Akta Catatn Sipil 003365 | [0.007105)

3 | Biaya Cetak Akia 2 - | [0.00005) (0. 00455)
|4 | Parkir Ditepi Jalan Umum 0,003 0000Gs | 0.00002) | 0o0207) |
5 | Petayanan Pasar - - | 600007 | oooe2

=& | Pengujian Kendaraan Barmaolor - £z 2o L BN 0,00234
£ 7 Mendrkan unan (000465 | (0.00005 = .
| 8 | Minuman Beralkohol - = = -
9 | lzin Trayek 0,08374 0ooDd | 0.00004 0.00396
Pmdlpln Jlnh dan SHat - . |

10 2 -

1| lzin Pmnw:m Reklame - £ 000064 | poster |
| 12 | Siue - - 0,00052 0,04741
. e e

13 | lzin Pariwisata 000460 | patess |

Sumhnf Dinas Pendapatan Daerah Kma Batam, 21:!1:*3 diolah
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Elastisitas penermaan Reiribusi terhadap investasi baik PMA
maupun PMDON nampak juga sangat rendah. Pada Tahun 2000-2001
dan tahun 2001-2002 tidak ada yang elastis artinya pertumbuhan
penernmaan Retribusi tidak sensitif terhadap pertumbuhan investasi.
Hal tersebut terjadi karena Retribusi-Retribusi daerah yang ada tidak
terkait langsung dengan pertumbuhan invesatasi,

e. Analisis Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap Pengeiuaran
Pembangunan

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Retribusi terhadap pengeluaran pembangunan; Angka ini
diperlukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
Retribusi jika terjadi perubahan dalam pengeluaran pembangunan.
Adapun elasitistas Retribusi Daerah terhadap pengeluaran
pembangunan adalah sebagai berikut :
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Tabel 5.17
Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap

Pengeluaran Pembangunan
JEWIS RETRIBUSI Elastisitas Terhadap Pongsluaren Pembangunan
HO 2000-2001 2001-2002
Pelayanan Kesshatan 0,03740 0.08773
Pelayanan Persampahan /
1 Kebarsihan 0,30850 0,14862
Panggantian Biays Cetak
i KTP & Akla Catatn Sipil 003952 (2, 00554) a)
F] Bisys Cetak Akta - (3, 03897) X
4 Parkir Ditepi Jalan Urmum 000433 (0.01288)
5 Pasar Z 0,03748
Pengugan Kendaraan
6 | Bermotor - 001458
T Mendirikan Bangunan (0,005432) -
B Minuman Beralkohol - -
] Izim Trayek 0,10833 002484
Penetapan Jena dan Shat T
10 Kendaraan Bermolor
Izin Penyelenggaraan
i | Reklame - 0 3600E
12 siup - 029535
13 Izin Pariwisata 1596582

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Ba;tam. 2003 diolah

Elastisitas penerimaan Retribusi terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil kecuali izin pariwisata. Hal
ini menunjukkan bahwa prosentase perubahan penerimaan Retribusi
yang disebabkan oleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil.
Bahkan, kalaupun secara teoritis kedua wvariabel ini mempunyai
hubungan kausalitas, dalam kenyataan mungkin tidak terdapat
hubungan kausalitas di Kota Batam.

Memperhatikan angka elastisitas Retribusi terhadap indikator-
indikator makro sebagaimana dikemukakan di atas, nampak bahwa
pada umumnya retribusi daerah di Kota Batam tidak sensitif terhadap
perubahan indikator makro, kecuali retribusi ijin pariwisata. Dengan
demikian, upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui:
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Pertama, pendataan ulang terhadap objek dan wajib Retribusi (Data
Consolidation Mode! / DCM). Dengan demikian upaya pendataan yang
selama ini dilaksanakan sudah cukup baik dan peru dilanjutkan;
Kedua, melakukan upaya intensifikasi Dengan demikian, upaya
intensifikasi yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan
periu dilanjutkan. Upaya pemberdayaan melalui model tidak langsung
nampaknya sulit untuk dilaksanakan.
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BAB VI
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANJARMASIN

A. Indikator Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi PAD

Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai wvariabel
makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara
teoritis mempengaruhi PAD, diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah;
(2) investasi (PMDN dan PMA), Dan (3) pengeluaran pemerintah.
Untuk Kota Banjarmasin selama tiga tahun terakhir (tahun 2000, 2001
dan 2002), gambaran indikator-indikator makro ekonomi daerah, dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi dan PDRB

Struktur ekonomi makro sebuah daerah dapat dilihat dari
struktur PDRE daerah tersebut Struktur PDRE melalui ukuran
kontribusi masing-masing sektor tersebut dapat diidentifikasikan
sektor mana yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah
yang bersangkutan (lapangan usaha dalam membentuk produk
domestik bruto).

Berdasarkan data PDRB yang ada pada tiga tahun terakhir,
struktur ekonomi Kota Banjarmasin bertumpu pada sektor industri dan
angkutan. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata kontribusi sektor industri
terhadap PDRB sebesar 30,58% atau dalam jumlah rupiah rata-rata
sebesar Rp. 1.854.523.961,93fahun. Dan rata-rata konstribusi sektor
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angkutan terhadap PDRB sebesar 22,36% atau sebesar Rp.
1.349 977 948 36/Mtahun.

Selanjutnya secara berurutan lima sektor yang dominan dalam
menentukan strukiur ekonomi makro Kota Banjarmasin adalah
sebagai berikut. Industri, Angkutan, Perdagangan, Bank dan
Keuangan, Jasa Lainnya.

Sementara itu sektor bangunan, listrik, gas dan air serta
pertanian merupakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi
dibawah 10%. Selengkapnya kontribusi setiap sektor terhadap PDRB
Kota Banjarmasin dapat dilihat dalam tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1
Kontribusi Setiap Sektor Terhadap PDRB
Kota Banjarmasin
—] FoRa
| | | KONTRIBUST
NO| SEKTOR | 2000 001 | 20ez RATA-RATA %)
| Peranian : 45643 00, 608 ﬂm.lﬂ‘.,d 59,904 394 45 44 052 208 K3 0,8%
1 Perumbangsn | - -
1 ndussri | 1606 2TH.0% 400 | 332409, !'ﬂ.]q S IZ4RB4 612,19 1 B54.523.961,95 1058
4 Larik, Gas, Air 133.23% -ﬁd-'f.iq ld-!-fl 44000 20381265237 167 658 916 54 1,76
5 Bangasan 336.271 !Iﬁ_l{i 354 598 486,400 44 364 561,08 J00 Tahd 85456 6, 44
& Perdagangs H'I. um«i B46 674 35040 | RSB 218 AT 950 145 397 13 15,42
7 ngkutan |43 101 6es 60 | 362 10049080 | 4443 GBE, 69 1 A% 9T %48, b 1226
"8 Bank. Kousngan G26.543 628,000 643 THOHIT20  ERFTI6I640W 65 I55 60646 1074 |
9 [lusa Lainnys S3FART IS0 200 634 (3504080 40 ATSOEORT &35 198 496 50 1,45 I
TOTAL S.ITLARD 593,600 600361600000 6385562 58000 6063 BE7 3w|_x1 100,00 |

Sumber Bappeko Kota Banmrmas:n, diokash
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Sementara itu dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor angkutan,
Jasa lainnya, bank dan keuangan merupakan figa sektor yang
mempunyai laju periumbuhan paling tinggi sebagaimana terlihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 7.2
Laju Pertumbuhan PDRE dan Share Sektoral
Kota Banjarmasin
s i LFE | SHARE
NOD Y 2001 32 | RATA-RATA |[RATA-RATA
T | Pt (281} {13.32) | (1041) 885 T
. _ . el
1 | Indusn 0,31 11.68) 358 [ %] ]
4 | Lisink, Gas, Air 4,50 449 (0,74) 288 157
5 Hargunan 1,04 (B.11) LET {1.035) [6,79)
& | Perdagangan 0,71 149 L] 160 T
T | Anghuisn 11,78 127 | 33 933 208,23
B | Bank Keusngan (16,34) .78 0,80 5,88 73,90
9 | Jasa Lainnya 3.7 10,20 13,93 918 97,39
TOTAL Fr N EET] 106 Al a3

Sumber. Bappeko Fola Banjarmasin, diciah

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, ada tiga sekior yaitu
sekior angkutan, Jasa lainnya, bank dan keuangan yang merupakan
sektor-sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling tinggi, dan laju
pertumbuhan ketiga sektor ini sejalan dengan share sektoral terhadap
pertumbuhan PDRE yang didukung oleh sektor angkutan, Jasa
lainnya, bank dan keuangan serta sekior perdagangan dan sektor
industri merupakan lima sektor yang mempunyai tingkat share tertinggi
di Kota Banjarmasin. Dengan demikian pada dasamya struktur
ekonomi makro Kota Banjarmasin sudah relatif stabil baik untuk
jangka pendek maupun kecenderungannya pada masa-masa yang
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akan datang. Kalaupun terjadi pergeseran, hanya antara kelima
sektor tersebut, dimana pada jangka pendek masih didukung oleh
Industri yang ditopang oleh angkutan dan jasa lainnya, sedangkan
pada jangka panjang mengalami pergeseran menjadi ke sektor
angkutan yang didukung sektor jasa lainnya dan sektor indutsri.

2. Investasi

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi.
Investasi pada dasamya juga merupakan langkah awal kegiatan
pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi
tinggi rendahnya perekonomian. Setiap daerah selalu berusaha
menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang
dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri
tapi juga investor asing. Demikian pula bagi Kota Banjarmasin,
menunjukkan adanya nilai investasi baik PMA maupun PMDN yang
mengalami kenaikan dengan ftingkat pertumbuhan yang kurang
berarti.

Data mengenai nilai dan laju pertumbuhan investasi baik PMA
maupun PMDN di Kota Banjarmasin selama tiga tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 7.3
Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi
Kota Banjarmasin

PMA [Juta USS I PMDN
TAHUN i he T28 ®ed
Ml mi LF | Milai LP
I’
= ||
2D | Bl s CHOD - | 1R R M
2001 190,000,000 5,56 1,001.183.707 .12
2002 195445915 187 l 1081277418 8,00

Sumber. Bappako Kola Banjarmazn dan Predika:
3. Pengeluaran Pembangunan

Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai sebuah organisasi atau
rumah tangga telah melakukan pengeluaran untuk membiayai
kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut selain untuk
menjalankan roda pemerintahan sehari-hari (pengeluaran rutin), juga
pengeluaran untuk membiayai kegiatan investasi yang bertujuan untuk
meningkatkan perekonomian daerah, yang lebih dikenal sebagai
pengeluaran pembangunan. Melalui pengeluaran pembangunan
tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin  berusaha untuk
menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umurm,
melalui perintisan kegiatan ekonomi yang tidak menarik untuk
dilaksanakan oleh masyarakat dan atau swasta.

Pemerintah Kota Banjarmasin memandang perlu untuk
menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu yang menurut
penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta. Itulah
sebanya Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai
pengeluaran dalam bentuk pembiayaan pembangunan.
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Pengeluaran pembangunan yang telah dikeluarkan Pemerintah
Kota Banjarmasin walaupun jumlahnya lebih sedikit dari pengeluaran
rutin yang telah dikeluarkan, namun jumlahnya dar tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan.

Tabel 7.4
Milai dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran
Pembangunan Kota Banjarmasin

Tahun Pengeluaran Kenaikan
Fembhangunan
2001 16.002.261.000,00 -
2002 24.493.190.000,00 53.06
2001 39934 398 9250 63,04
Sumber: Bappeko Kota Banjaramasin

Pengeluaran pembangunan yang telah dikeluarkan tersebut
pada kenyataannya tersebar pada dua puluh satu sektor
pembangunan sebagaimana nampak dalam tabel berikut:
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Tabel 7.5

Sektor Pembangunan dan Nilai Pengeluaran
Pembangunan Kota Banjarmasin (Ribu Rupiah)

! NO SEKTOR 000 | 001 1002 RATA-RATA
I I ndustri SLI.I:IH.[I." L N, (W R 203333 3%
| 2 [|Penanisn dan Kehutanan 3418800  M4000000 63500000  429.71933
T3 Bumber Daya Air dan Irigasi 1 ] ]
[ 4 [TenagaKeca 1 &00.000 10000000 233 33333
erdagangan. Pengembangan
5 saha Dmerah Keuangan dan
i £9) 654,00 1641, 3% 00 9ET O3 24460198
’ Transportas 2.320.000,00 403000000 659468600 431489533
7 bangan dan Energi - E E
% Pariwissts dan Telekomunikasi woo00d 1000000d  a1meTod 18900
= Dacrah dan
i Permukiman Kembali 15200000 183900000 1.395.300.00 1.162.100.00
|10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang ISRM200 57670000 246860500 1.134.749,00
i [kbudnas, Keperyacaan Thd 1
Tuhan YME. Pemuda & OR 1.373.713,00 321251200 5.797.424,00 J.m.ﬂ'!l.ﬁ]q.
i ¥ ependudukan dan Keluarga
Bejahera 4 176296600 92098867
i Weschatan, Kestjahleraan Sosial,
Peranan Wanita, Anak dan Remaja | 62612800 1770000000 176296600  1.719.658.00
14 [Perumahan dan Pemukiman 465038700 264428504 605266400 4.442112,00
15 A gmma 20 600,00 125 Da0H0 e 250, 000,00 131 86667
16 [limu Pengetahuan dan Teknakogi 498.244,00  GEEBS200 137500000  B54.032,00
17 [Hukum 35.000.000,04 185 000.000,04 655.350.000,00 291 783 333,33
18 [Aparstur Pemerintsh 4.051.365.00) ﬁ.ﬁan.m,nq SIIL111.00 634443367
s Politik, Penerangan, Komunikasi DJ
dan Media hMassa 50, 000,00 60.622, 251 150.00. 12062735
0 dan Kesertiban Umum ] p
[ 5, [Bantuan Pembangunan Kepads
! Umerah Bawahan 4 i 4
! | TOTAL 16.002.261,00 24.493.190.00 39.934.198.93 16.509.916.64
Sumber: Bappeko Kola Banjarmasin
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B. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Anggaran Pendapatan

Pada tahun anggaran 2001, anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kota Banjarmasin sebesar Rp 184.299.171.449,00. Dari
anggaran tersebut 72% berasal dard bagian Dana Perimbangan dari
Pusat Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan
sumbangan sebesar 10,15%, yang terdiri dari kontribusi Pajak Daerah
sebesar 5,94%, restribusi Daerah 2,768% dan Laba BUMD sebesar
0,06%

Tabel 7.6
Rincian PAD dan Kontribusinya Terhadap
APBD (Pendapatan Daerah) Kota Banjarmasin

Keonmribusi Terhadap APBD
Uraian Besarnys (Rp) (%)
Pajsk Dnerah 10,946 881 64600 T
Retribusi Daersh 5079871433 00 1.7
[ Labe Usaha 105 420,633.00 0,06
| Ladn-lain Pendapatan 2 568,347 841 00 139
| PAD 18.700.516. 553,00 10.1%

é«mmumhw diclah

Dari gambaran di atas, nampak bahwa anggaran Kota
Banjarmasin sebagian besar ditopang oleh Dana Perimbangan dari
Pusat (72,20%), kontribusi PAD Kota Banjarmasin terhadap total
APBD hanya sebesar 10,15%, sementara Bagi Hasil Pajak dan Bukan
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Pajak sebesar 1766%. Untuk itu pos penerimaan dari PAD
merupakan pos penerimaan yang masih harus ditingkatkan.

2. Anggaran Belanja Daerah

Selanjutnya untuk Belanja Daerah sebanyak B88,71%
dialokasikan untuk belanja rutin sisanya 13,29% untuk belanja
pembangunan. Angka 13% seyogyanya untuk “dibersihkan * dari
belanja yang bersifat alokasi administrasi yang bersifat input. Sebab
jika hal tersebut tidak dilakukan maka nilai belanja pembangunan
tersebut akan lebih rendah dari angka 13%.

Dengan nailknya prosentase belanja pembangunan diharapkan
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin sehingg
pada gilirannya diharapkan PAD juga akan meningkat. Selain faktor
tidak langsung yang diharapkan dapat meningkatkan PAD, di Kota
Banjar masin ini juga terdapat faktor lain yang potensial yaitu
pemilikan lahan dan lain-lain yang dapat dijadikan sumber bagi upaya-
upaya penggalian PAD dengan tidak mengurangi kesejahteraan
masyarakat.

3. Belanja Pembangunan Per Sektor

" Pengeluaran pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam kurun
waktu 2000 sampai dengan 2002 hampir 24% (Tabel 7.7) dialokasikan
untuk sektor Aparatur Pemerintah.
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Tabel 7.7
Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2000 - 2002 Berdasarkan Sektor (Rp)

Mo SEKTOR Rata-rata Selama 3 Tahun Prodintsie
(2000, 2001, 2002) Rate-rata
I | Industri 20333333333 0.7
2 | Pentanian dan Kchistanan 47971933313 160
3| Samber Daya Air dan Irigasi - -
4 | Tensga Kega 233 333333 1 0,87
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha
Dmerah Keousngan dan Koperasi B44 691 975,00 115
6 | Tramsportasi 4314895 333 33 16,09
7 | Pertambangan dan Energi 1
# | Panwisats dan Telekomunikasi 189,993 000,00 0,74
’ Pembangunan Dwerah dan
Pomukiman Kembali 1, 1632, 1040, 000, 00 434
10 | Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 1.134.749.000,00 413
. Dikbudnas, Keperyacaan Thd Tuhan
YME, Pemuds & OR 3,464, 349 666,67 12,92
| Kependudukan dan Keluarga
Sejahiera 920 988 666,67 34
3 | Fesshatan Kescjahtersan Sosial,
Peranan Wamta, Amak dan Femaja 1719698, 000,00 641
14 | Pensmahan dan Pemukiman 4.449.112.000,00 1639 |
15 | Agams 131866666 67 045 |
16 | lmu Pengetabuan dan Teknologi £54_032.000 00 B
17 | Hukum 291.783,333.33 1.09
18 | Aparatur Pemerintah 6.344 433 666 67 1366
g | Polifik, Penerangan. Komunikas: dan .
i Media Massa 120.627.333.33 D45 I
20 Eeamanan dan Ketertiban U'mum - |
yy | Banmuan Pembangunan Kepada '
[haerab Hawahan - i
TOTAL 26,809 916,641 |
Sumber Bappeko Kota Banjarmasin, diolah
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Sesuai dengan iata di atas sektor kedua setelah sektor Aparatur
Pemerintah menurut besar pengeluarannya adalah sektor Perumahan
dan Pemukiman (16,59%), dilkuti dengan sektor Transportasi sebesar
16,09%. Dari angka-angka di atas terlihat bahwa prioritas alokasi
belanja daerah adalah untuk infrastuktur dasar, lingkungan dan
pemukiman.

C. Analisis Pertumbuhan, Upaya (Effort), Dan Elastisitas Per
Jenis Penerimaan

Dalam UU MNomor 22 Tahun 1898 dan UU Nomor 25 Tahun
1998 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak
daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, dan
pendapatan asli daerah lain yang sah. Selama tiga tahun terakhir,
penenmaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin secara umum
mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan. Dari lima jenis pajak
daerah yang dipungut, yang mengalami penurunan hanya pos pajak
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara itu,
sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti Secara rinci
besamya penerimaan dari pajak daerah selama tiga tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 7.8

Jenis Pajak Daerah dan Realisasinya

Untuk Tahun 2000-2003
JENIS PAJAK REALISASI
DERAH
NO 2000 2001 10014}
I [Hotel dan Restoran 201421082000 351057423400 4.201 751 662,29
2  |Hiburan 358309 036,00 T3 442 195,00 1.011. 867,994 29
3 [Reklame 213.152.005.00 14 799,309,000 974,358, 758,37
4 an lalan 018461 006,00 5979640 34800 7 50) £12 35829
Air Bawah
i % |Tanah & Perumahan®**) 40_146.540,00 ]!!.415.56[!.{!1 153190587 14

Sumber - Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan:

*) data yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperiuan analisis jumiah
ini dibulatkan menjadi untuk satahun

™) pajak pemanfaatan air bawah

tanah sejak thaun 2002 menjadi

kewenangan Propinsi, untuk itu dalam laporan ini tidak dianalisis lebih lanjut.

Demikian juga realisasi retribusi daerah, dari delapan jenis
retribusi daerah yang dipungut, yang mengalami penurunan hanya
retribusi jasa umum. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan
yang cukup berarti. Secara rinci besarnya penerimaan dari retribusi
daerah selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
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Jenis Retribusi Daerah dan Realisasinya

Tabel 7.9

Untuk Tahun 2000-2003
RETRIBUSI DAERAH REALISASI
NO 2000 2001 2002*)
I | Pelayanan Kesehatan 200328 35000 | 33075849000 | 426.960.702,86
Pelaynnan Persampahan
1 | Kebersihan 566,830 19500 | 1.627 045.800,00 | 2.130.445 476,00
Penggantian Biaya Cetak KTP &
3 | Akt Catatn Sipil
3§ | Biayn Cetak Akia 139.954.94200 | 13572251300 | 313 452.000,00 ,
5 | Parkir Ditepi Jalan Umum 389.003.00000 | 62075525000 | 45655920000 |
6 | Pelaymnan Pasar 40936002200 | 500.49%.763,00 | 4952327 4818,29
T | Pengujian Kendarsan Bermotor - B24.617.714,29
B | Kelompok Retribusi Josa Umum | 908.075 98300 | 50535823100 | 450587 [42,86 |
9 | Kelompok Retribusi Perijinan | 80696051500 | 1359 636 385,00 | 2,997 391 842,56

Sumber - Bappeko Kota Banjarmasin
Catatan: *) data yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis
|umiah ini dibulatkan menjadi untuk setahun

1. Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pajak hotel dan Pajak restoran merupakan sumber PAD Kota
Banjarmasin dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
menduduki urutan kedua dari jenis pajak daerah lainnya, setelah pajak

. penerangan jalan. Realisasi pajak hotel dan Restoran selama tiga
tahun terakhir tersebut selalu melampaui target, sebagaimana terihat
pada tabel di bawah ini.

Pemberdayaan dan Penggakan Sumber-sumber PAD 133



Tabel 7.10
Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Banjarmasin

[Ne Indikator

20400 2001 1001%)
Targel I T2E T35 250 3 200,000,600 3 450,000,000
7 | Realisai 101421082000 | 35105TIH00 | 420079166229
3 | Tanif 0,10 ! 0,10 a.10
4 | Upays [Efor) 1,165 I 1,067 1.218
5 | Pemumbuhan BEIE 0,19
& | eThd PDRB 1 051 0004
|7 | eThd PMA 0134 0,069
% | e-Thd PMDN | | 0,050 0,023
9 | e-ThdPengehuaran | 1 001 LT

.l
Sumber Bappeks Kot Banpemasin, diclah
Catatan: *) data realiasi yang tersedia & d bulan juli 2002, dan unbuk keperuan analisis jurmiah
imi iy latican untuk setabun

Upaya pajak (fax efforf) yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target nampak mendekati 100%, kalaupun melebihi tingkat
kelebihannya tidak terlalu besar yaitu hanya 9-22% saja. Hal ini
menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tersebut sudah sangat
mendekati angka yang ditargetkan atau potensi yang ada di Kota
Banjarmasin. Dan itu berarti upaya pajak di Kota Banjarmasin sudah
baik.

Walau demikian, karena masih adanya perbedaan nilai realisasi
dengan target, upaya-upaya pendataan kembalai objek pajak ini
seharusnya menjadi perhatian Kota Banjarmasin, sebab melalui upaya
ini diharapkan potensi pajak dapat betul-betul di hitung dengan lebih
pasti, sehingga dalam jangka panjang potensi pajak ini betul-betul
dapat diprediksikan dengan sangat akurat.
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Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari prosentase
pertumbuhannya ternyata mengalami penurunan yaitu dari 74% pada
periode 2000-2001 menjadi 19% pada periode 2001-2002. Dengan
memperhatikan tarf yang tidak mengalami peningkatan (yaitu tetap
10%), seharusnya Kota Banjarmasin menghitung ulang apakah
penambahan jumlah penerimaan ini sesuai dengan penambahan
dalam jumilah objek pajak yang ada. Sebab informasi ini akan
menentukan apakah penambahan tersebut disebabkan oleh
penambahan objek pajak atau hasil dari proses intensifikasi pajak
yang dilakukan cleh aparat pemungut pajak di lapangan. Dengan
kejelasan ini maka tentu saja akan menentukan pula strategi
selanjutnya yang dapat dikembangkan oleh Kota Banjarmasin dalam
meningkatkan pendapatan asli daerahnya daris pos pajak hotel dan
restoran ini.

Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarf, dan dengan
asumsi faktor lain tetap, elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap
PDRB relatif kecil dan mengalami penurunan dar 5,1% menjadi 1,4%.
Artinya, jika PDRB naik 100%, maka penerimaan dari pajak hotel dan
pajak restoran hanya naik 5,1% pada tahun 2000-2001 dan 1,4% pada
tahun 2001-2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah ini
menunjukkan bahwa perubahan penerimaan pajak hotel tidak sensitif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya
pemacuan pertumbuhan ekonomi, tidak akan berdampak besar
terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.
Sensitivitas yang rendah ini kemungkinan disebabkan oleh
sumbangan pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin yang lebih
banyak ditunjang cleh sektor Industri belum ditopang cleh sektor jasa
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perhotelan dan restoran. Sebenarnya adanya kondisi inipun kurang
baik sebab sangat dimungkinkan industri yang ada di Kota
Banjarmasin tidak sejalan dengan kesiapan sektor lainnya khususnya
sektor jasa restoran dan hotel.

Elastisitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap
investasi baik itu PMDN mauoun PMA nampak juga sangat rendah.
Hal ini berarti bahwa setiap 100 persen perubahan investasi PMA
pada Tahun 2002 (dengan asumsi faktor lain tetap) hanya mampu
meningkatkan 13,4% peningkatan pajak hotel dan pajak restoran. Dan
setiap peningkatan 100% PMDN hanya mampu meningkatkan
sebebsar 9,0% pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan pada
Tahun 2001, 100% peningkatan investasi dari PMA mampu
meningkatkan penerimaan pajak hotel sebesar 9,0% dan 100%
peningkatan PMDN hanya mampu meningkatkan sebesar 2,5% pajak
hotel dan pajak restoran. Sehingga dengan demikian walaupun tidak
terlalu besar hubungannya, namun peningkatan PMA dan PMDN atau
investasi memiliki keterkaitan dengan sektor hotel dan restoran di Kota
Banjarmasin.

Elastisitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap
pengeluaran pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini
menunjukkan bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak hotel
dan pajak restoran yang disebabkan oleh perubahan pengeluaran
pemerintah relatif kecil. Bahkan, kalaupun secara tecritis kedua
variabel ini mempunyai hubungan kausalitas, dalam kenyataan
mungkin tidak terdapat hubungan kausalitas di Kota Banjarmasin,
sebab walaupun bagaimana sektor ini termasuk yang tidak mendapat
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porsi cukup besar dari alokasi anggaran yang ada di Kota
Banjarmasin.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak hotel dan pajak
restoran sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya
pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui: Pertama,
pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (Dafa Consolidation
Model / DCM). Dengan demikian upaya pendataan yang selama ini
dilaksanakan sudah cukup baik dan peru dilanjutkan; Kedua,
melakukan upaya infensifikasi. Dengan demikian, upaya intensifikasi
yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan perlu
dilanjutkan, Ketiga, memberi rangsangan kepada sektor swasta untuk
investasi di sektor ini. Upaya ini bisa dilakukan antara lain dengan
memberikan  insentif fiskal kepada swasta yang mau
menginvestasikan modalnya pada sektor ini.

2. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber PAD Kota
Banjarmasin dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir
menduduki urutan keempat diantara penerimaan pajak daerah
lainnya. Penetapan target jenis pajak ini pada tahun 2001 meningkat
dibandingkan tahun 2000, dan tidak mengalami kenaikan untuk tahun

.2002. Namun demikian, realisasinya selama tiga tahun terakhir selalu
melampaui target, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 7.12

Pajak Hiburan Kota Banjarmasin

[ Mo Indikator 2000 2001 FiMi3*)
L1 ] Topmt 300,000,000 50000004 650_000_000
| I Roalizas 358309036 T13.442. 193 1.011.867 994

3 Tarif (%) 35% 35% 5%
| 4| Upaya (Efforr) 1,19 T 155

5 Pemuimvbuhan 101 0,3%

6 | e-Thd PDRE 0071 0,028

7 | e-Thd PMa 1,143 0,138

£ | oThd PMDN ; | 0,123 0049

9 | e-Thd Pengeluaran 0,019 ; 0,006

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, duslah
Catatan: *) dats realiss yang tersedia s d bulan juli 2002, dan untuk keperiuan analisis jumlah
ini dibulatkan mengadi untuk setahun

Upaya pajak (tax effort) yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target sudah cukup baik, dimana nilainya lebih dari 100%
untuk seluruh tahun. Meskipun upaya pajak sudah melebihi 100%,
namun dar sisi jumlah penerimaan peru dikaji ulang tingkat
kelayakannya, apakah dari jumlah wajib pajak sebagaimana tertera
pada tabel tersebut layak diperoleh penerimaan pajak seperti itu atau
tidak. Untuk itu, perlu dilakukan prediksi terhadap nilai penerimaan
setiap wajib pajak hiburan yang ada di Kota Banjarmasin.

Elastisitas penerimaan pajak hiburan terhadap PDRE relatif kecil
bahkan mengalami penurunan untuk periode tahun 2001-2002, dan
sebelumnya 7,1% menjadi 2,8%. Artinya, jika PDRE naik 100%, maka
penerimaan dari pajak hiburan hanya naik 7,1% pada tahun 2000-
2001 dan 2,8% pada tahun 2001-2002. Nilai elastisitas pajak yang
relatif rendah ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan pajak
hotel tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi

demikian, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi, tidak akan
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berdampak besar te hadap pertumbuhan penerimaan pajak hiburan.
Sensitivitas yang rendah ini juga menunjukkan bahwa minat orang
untuk menikmati hiburan di bioskop atau di arena ketangkasan bukan
ditentukan oleh penghasilan, melainkan oleh faktor lain seperti hobi
atau kesenangan. Dalam kondisi yang demikian, juga tidak bisa
dilakukan strategi pemberdayaan tidak langsung melalui upaya
pemacuan pertumbuhan ekonomi regional.

Elastisitas penerimaan pajak hiburan terhadap investasi juga
nampak sangat rendah. Walaupun nampak elastisitas dari investasi
sektor PMA memiliki nilai yang lebih tinggi. Dimana kalau terhadap
PMA nilainya sekitar 18% untuk periode 2000-2001 dan 13% untuk
periode 2001-2002 sedangkan untuk PMDN sebesar 12% untuk
periode 2000-2001 dan 4% untuk 2001-2002. Hal ini menunjukkan
walaupun elastisitas dar pajak hiburan ini terhadap investasi relatif
kecil namun peningkatan investasi melalui PMA diperkirakan memiliki
kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan pajak hiburan
ini.

Elastisitas penerimaan pajak hiburan terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini menunjukkan
bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak hiburan yang
disebabkan oleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil.
~Setiap 100% peningkatan pengeluaran pemerintah secara umum
(dengan asumsi faktor lain tetap) maka penerimaan pajak hiburan
hanya akan meningkat 1,9% pada tahun 2001 dan 0,9% pada tahun
2002.




Memperhatikan  indikator-indikator kinerja pajak  hiburan
sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya
pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui; Kertama,
melakukan upaya intensifikasi. Dengan demikian, upaya intensifikasi
yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan perlu
dilanjutkan (Iniensification Model); Kedua, melakukan pendataan
ulang terhadap wajib pajak, objek pajak dan nilai kena pajak (Data
Consolidation Mode!).

3. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan salah satu sumber PAD Kota
Banjarmasin yang cukup potensial. Adapun realisasi penerimaan dari
sektor ini setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti, hal ini
sejalan dengan pertumbuhan Kota Banjarmasin itu sendir. Dalam
tabel berikut ini dapat dilihat kinerja dari Pajak Reklame ini:

Tabel 7.13
Kinerja Pajak Reklame Kota Banjarmasin
Na Indikatar [ 2000 I 2001 2002
1 | Tamget 250,000 000 00 000, 000 750,000,000
T | Reahisasi T | 2i3.151003 14799 30% 974358 784
[3 [ Tenr 015 T 035 (¥
4 | Upaya{Effeer) 0,85 | 1.02 .39
[} Perumbuban E 235 038
& e Thd FDRB - | 0,163 0025
R : ! 0423 0126
E | eThd PMDN | 0,285 0,005
9 | e-Thd Pengeluaran . l [T 0,005

Sumber Bappeko Kota Banjarmasin, diolah
Catstan: *) data realiasi yang lersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumiah
ind dibulatkan menjadi untuk setahun
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Upaya pajak (fax effor) yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target pada Tahun 2000 nampak masih rendah, kurang dari
100%, namun pada tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan
menjadi 102% dan 129%. Rendahnya upaya pajak reklame pada
tahun 2000 menunjukkan masih perlunya optimalisasi dari faktor-faktor
yang menentukan wupaya pajgk ini. Dalam hal ini fihak Kota
Banjarmasin telah mengambil strategi yang benar dengan cara
melakukan intensifikasi. Dampak dari upaya intensifikasi tersebut,
pada Tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan yang cukup
berarti.

Elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap PDRB relatif
kecil yaitu 16,3% pada Tahun 2001 dan mengalami penurunan
menjadi 2,5% pada Tahun 2002. Arinya, jika PDRE naik 100%, maka
penarimaan dari pajak reklame hanya naik 16,8% pada tahun 2001
dan 2,5% pada tahun 2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah
dan mngalami penurunan ini menunjukkan bahwa perubahan
penefimaan pajak reklame tidak sensitif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan pertumbuhan
ekonomi saja, tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan
penerimaan pajak reklame. Dengan demikian, pemberdayaan pajak
reklame tidak bisa dilaksanakan secara tidak langsung, melainkan
harus dilakukan secara langsung melalui faktor-fakior yang
menentukan upaya pajak sebagaimana disebutkan di atas.

Elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap investasi juga
nampak sangat rendah. Elastisitas pajak reklame terhadap PMA
sekitar 42% untuk periode 2000-2001 dan 12% untuk periode 2001-
2002, sedangkan terhadap PMDN sebesar 28% untuk periode 2000-
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2001 dan 4% untuk 2001-2002. Hal ini menunjukkan walaupun
elastisitas dari pajak reklame terhadap investasi relatif kecil namun
peningkatan investasi melalui PMA diperkirakan memiliki kontribusi
yang cukup signifikan dalam meningkatkan pajak reklame ini.

Elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini menunjukkan
bahwa proseniase perubahan penerimaan pajak reklame yang
disebabkan oleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil.
Setiap 100% peningkatan pengeluaran pemerintah secara umum
(dengan asumsi faktor lain tetap) maka penerimaan pajak reklame

hanya akan meningkat 4% pada tahun 2001 dan 0,5% pada tahun
2002.

Memperhatikan indikator-indikator  kinerja pajak  reklame
sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya
pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui: (1) Pendataan
ulang terhadap objek dan wajib pajak (Data Consolidation Model /
DCM). Dengan demikian upaya pendataan yang selama ini
dilaksanakan sudah cukup baik dan periu dilanjutkan; (2) Melakukan
upaya infensifikasi. Dengan demikian, upaya intensifikasi yang selama
ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan periu dilanjutkan.

4. Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan setiap tahun mengalami kenaikan.

Gambaran kinerja dari penerimaan pajak penerangan jalan ini dapat
dilinat dalam tabel 7.14 berikut ini,
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Tabel 7.14
Pajak Penerangan Jalan Kota Banjarmasin

T T

Mo Indikator 10040 [ 1001 002
T Fraeger 2 B00.000_ 000 %.250.000.000 3 500,000,000
F] lisasi | 1018461 006 :' TOT0640348 | TH0IBIZINE
3 [Twed .08 0,08 0.08
[ 4 psyaiEforsy 167 ' 113 36
Y e ! D81 015
I_ﬁ e-Thd PRA : OGE 008
7 k-Thd PMDN 2 T oe . | 0,088
8 =Thd Invesasi 0,119 0,031
% k-Thd Pengeluaran BT 0,004

Sumber. Bappeko Kota Banjarmasin, dialah
Catatan: *) data resliasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperiuan analisis jumlah
ini dibulatkan mengdi wntuk satahun

Upaya pajak (lax efforf}) yang merupakan rasio antara realisasi
terhadap target pada Tahun 2000 nampak sudah cukup baik. Di mana
nilainya lebih dari 100%, dan sefiap tahun kenaikan prosentasenya
semakin meningkat. Tingginya upaya pajak penerangan jalan ini
menunjukkan bahwa kinerja dari pemungutan pajak sudah cukup baik,
walaupun hal ini masih peru ditingkatkan terutama melihat kenaikan
pada tahun 2002 dari 2001 yang dibawah tahun sebelumnya. Padahal
sebagai suatu kota yang sedang berkembang potensi pajak ini adalah
sangat tinggi. Dengan demikian fihak Kota Banjarmasin masih
memerlukan mengoptimalkan strategi yang telah dikembangkannya
melalui cara-cara: Melaksanakan identifikasi; Melaksanakan
sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan FPajak dan
Retribusi Daerah kepada wajib pajakiwajib retribusi; Melaksanakan
pemeriksaan lapangan; Dan meningkatkan profesionalisme SDM.
Selain itu, agar dukungan kesadaran Waijib Pajak semakin meningkat,
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maka diharapkan transparansi pengelolaan pajak secara keseluruhan
harus semakin meningkat.

Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PDRB
relatif kecil yaitu 6,8% pada Tahun 2001 dan mengalami penurunan
menjadi 1,8% pada Tahun 2002. Artinya, jika PDRB naik 100%, maka
penerimaan dari pajak penerangan jalan hanya naik 8,8% pada tahun
2001 dan 1,8% pada tahun 2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif
rendah dan mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa perubahan
penerimaan pajak penerangan jalan tidak sensitif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan
pertumbuhan ekonomi saja, tidak akan berdampak besar terhadap
pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan. Dengan demikian,
pemberdayaan pajak penerangan jalan tidak bisa dilaksanakan secara
tidak langsung melalui upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi
regional, melainkan harus dilakukan secara langsung melalui faktor-
faktor yang menentukan upaya pajak sebagaimana disebutkan di atas.

Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan terhadap
investasi juga nampak sangat rendah. Walaupun nampak elastisitas
dari investasi sektor PMA memiliki nilai yang lebih tinggi. Dimana
kalau terhadap PMA nilainya sekitar 17% untuk periode 2000-2001
dan 8% untuk periode 2001-2002 sedangkan terhadap PMDN
sebesar 11% untuk periode 2000-2001 dan 3% untuk 2001-2002. Hal
ini menunjukkan walaupun elastisitas dari pajak penerangan jalan
terhadap investasi relatif kecil namun peningkatan investasi melalui
PMA diperkirakan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam
meningkatkan pajak penerangan jalan ini.
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Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan terhadap
pengeluaran pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini
menunjukkan bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak
penerangan jalan yang disebabkan oleh perubahan pengeluaran
pemerintah relatif kecil. Setiap 100% peningkatan pengeluaran
pemerintah secara umum (dengan asumsi faktor lain tetap) maka
penerimaan pajak penerangan jalan hanya akan meningkat 1,8% pada
tahun 2001 dan 0,4% pada tahun 2002.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak penerangan
jalan sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya
pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui: Pendataan ulang
terhadap objek dan wajib pajak (Data Consolidation Mode! / DCM) dan
melakukan upaya infensifikasi

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu sumber
PAD Kota Banjarmasin dengan realisasi penerimaan selama tiga
tahun terakhir yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini
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Tabel 7.15
Retribusi pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin

Mo Indikstor | T 1000 w0a1 1%}

1 Target | 225000000 305 00 000 325,000 000
1 Realisasi IT 200,328 350 330.758.491 426 960 702
3 Upaya { Effort) 089033 1,05003 1.31373

4 | Perumbuhan . 0,65 0,29

5 | eThd PDRB 0,045 0.07

& | «Thd PMA o1l 0.10

7 e=Thd PMIDN 0,07 003

[] ¢-Thd Pengeluaran 0,01 0,004

Catstan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperduan analisis jumiah
ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi yang merupakan rasio antara realisasi terhadap
target. Pada Tahun 2000 nampak masih rendah, kurang dari 100%,
namun pada tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan menjadi
105% dan 131%. Rendahnya upaya retribusi pada tahun 2000
menunjukkan masih perlunya optimalisasi. Dalam hal ini fihak Kota
Banjarmasin telah mengambil strategi dengan cara melakukan
intensifikasi. Dampak dari upaya intensifikasi tersebut, pada Tahun
2001 dan 2002 mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana
mampu melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan kenaikan untuk
tahun 2002 mengalami lonjakan sehingga mencapai 131% lebih.
Selain keberhasilan intensifikasi, pada Tahun 2002 nampaknya
Pemerintah Kota Banjarmasin lebih berhati-hati dalam menetapkan
target.

Elastisitas penerimaan retribusi baik terhadap PDRB, terhadap
investasi, maupun terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah
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nampak relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi kesehatan
tidak sensitif terhadap perubahan indikator-indikator makroekonomi.

Ada dua kemungkinan hubungan antara peningkatan indikator
makro dengan perubahan retribusi kesehatan. Perfama, apabila
indikator makro ekonomi meningkat yang yang pada akhimya
meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya
masyarakat pun makin sehat sehingga makin jarang yang pergi
berobat. Kalau hal ini terjadi maka retribusi kesehatan seharusnya
menurun. Dengan demikian, elastisitas akan bemilai negatif.
Kemungkinan kedua, apabila kesejahteraan rata-rata meningkat,
maka masyarakat yang semula tidak pergi ke rumah sakit jika mereka
sakit, sekarang mereka pergi ke rumah sakit. Dampak yang terjadi
adalah peningkatan retribusi kesehatan, dan elastisitas pun akan
bernilai positif.

Memperhatikan angka elastisitas retribusi kesehatan terhadap
berbagai indikator makro yang semuanya bemilai positif, dapat
disimpulkan bahwa kemungkinan kedua lah yang terjadi, yaitu
peningkatan kesejahteraan masyarakat justru menambah jumiah
masyarakat yang pergi ke rumah sakit dan puskesmas.

Jika hal ini yang terjadi, sebenamya upaya peningkatan retribusi
kesehatan menjadi tidak relevan lagi. Kalaupun mau dilakukan
optimalisasi, bukan dalam rangka peningkatan retribusi melinkan
peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
Retribusi adalah merupakan implikasi yang pada akhimya juga
semestinya menurun.
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6. Retribusi Persampahan dan Kebersihan

Retribusi persampahan dan kebersihan merupakan sumber lain
dari PAD Kota Banjarmasin. Selama tiga tahun terakhir retribusi ini
menunjukkan kinerja yang sangat baik yang ditunjukkan oleh
positifnya angka pertumbuhan selam 3 tahun analisis, terutama
pertumbuhan yang terjadi dari Tahun 2000 ke Tahun 2001. Data
kinerja retribusi sampah dan kebersihan dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 7.16

Retribusi persampahan dan Kebersihan Kota Banjarmasin

No Indikatar 2000 2001 10024)
1| Targm 1.354,000,000 ERET T 1730, 000, 000

1 | Realisasi 5646 830,195 1627045 500 1130445476

3 Urpaya ( fffort) 041 N1} 1,23
(% | Perumbaies K3 030

5 e-Thd PDRB a,13 0,02

& e-Thd PBA 0,33 L1 ]

T e=Thd PRI 0,22 003

B | e-Thd Pengelisran 0,03 0,004

Sumber. Bappeko Kota Banjarmasin, diolah
Catatan: *) data reallasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperuan analisis jumiah
ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi nampak masih rendah, kurang dar 100%,
namun pada tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan menjadi
-118% dan 123%. Rendahnya upaya retribusi pada tahun 2000
menunjukkan masih perlunya optimalisasi. Dalam hal ini fihak Kota
Banjarmasin telah melakukan berbagai langkah kebijakan. Dampak
dari upaya ftersebut. pada Tahun 2001 dan 2002 mengalami
peningkatan yang cukup berarti, dimana mampu melebihi target yang
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telah ditetapkan, bahkan kenalkan untuk tahun 2002 mengalami
lonjakan sehingga mencapai 123% lebih.

Indikator kinera lainnya adalah elastisitas retribusi terhadap
berbagai indikator makro. Dari tabel di atas nampak bahwa elastisitas
penerimaan retribusi ini terhadap PDRB relatif kecil yaitu 13% pada
Tahun 2001 dan mengalami penurunan menjadi 2,0% pada Tahun
2002. Milai elastisitas yang relatif rendah dan mengalami penurunan
ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan retribusi tidak sensitif
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Demikian juga elastisitas penerimaan retribusi terhadap
pengeluaran pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini juga
menunjukkan bahwa retribusi persampahan dan kebersihan tidak
sensitif terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah.

Atas dasar indikator-indikator kinerja tersebut, maka upaya
pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui pendataan ulang
terhadap objek dan wajib pajak (Data Consolidation Model / DCM),
dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya
kebersihan dan membayar retribusi persampahan dan kebersihan,
melalui program intensifikasi.

7. Retribusi Parkir di Tepl Jalan Umum

Retribusi parkir berbeda dengan pajak parkir. Jika pajak parkir
dekenakan kepada wajib pajak berupa pengelola perparkiran, baik
perorangan ataupun badan hukum, maka retribusi parkir dikenakan
kepada masyarakat secara langsung yang menggunakan fasilitas tepi
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jalan untuk parkir kendaraannya. Berdasarkan hasil pengolahan
terhadap data retribusi parkir selama 3 tahun (2000 s.d. 2002) dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.17
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum HKota Banjarmasin

[N Indikatar 2000 2001 1001%)

| Target 410, D0 QO G477 500, 000 RS0 000,000
[T | Roabimm T IS003000 | 620755250 | 456550000 |

3 | Upaya(kfforr) 094 | nes 0,53

4 | Pertumbuhan 0,5% (0,26}

3 | «ThdPDRB _ 0,04 e |

% | =ThdPMA | 0,10 oo |

7T e-Thd PMDN 2,07 (0,03)
i T | o-Thd Pongeloarsn .0l 10,004

Sumber. Bappeko Kota Banjarmasin, diolah
CatataN: *) Data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk
keperluan analisis jumiah ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi nampak masih rendah yaitu kurang dari 100%.
Bahkan dalam tahun 2002 mengalami penurunan sampai dengan
53%. Rendahnya upaya ini seharusnya dijawab oleh optimalisasi dari
faktor-faktor yang menentukan upaya retribusi ini. Dalam hal ini fihak
Kota Banjarmasin harus mengambil strategi yang tepat dengan
memperhatikan terlebih dahulu berbagai hal yang terkait dengan jenis
retribusi ini sebagaimana terlihat pada tabel.

Angka pertumbuhan retribusi parkir sebagaimana nampak pada
tabel juga mengalami penurunan pada tahun 2001-2002. Padahal
kalaupun UU Nomeor 34 Tahun 2000 memunculkan pajak parkir
sebagai salah satu sumber PAD yang memungkinkan beralihnya
sebagian penerimaan dari retribusi parkir ke pajak parkir, namun di
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Kota Banjarmasin ini nampak belum terjadi perubahan, artinya pajak
parkir masih belum dipungut.

Elastisitas penerimaan retribusi terhadap PDRB, investasi, dan
pengeluaran pembangunan pemerintah, semuanya nampak sangat
rendah, bahkan pada Tahun 2002 semuanya bemilai negatif. Hal ini
berarti bahwa setiap persen perubahan pertumbuhan ekonomi, atau
perubahan investasi, atau perubahan pengeluaran pemerintah, pada
Tahun 2001 (dengan asumsi faktor lain tetap) hanya mampu
meningkatkan retribusi yang sangat rendah, bahkan pada tahun 2002
justru bernilai negatif. Artinya tidak ada hubungan antara indikator-
indikator makro tersebut dengan pajak parkir.

Atas dasar hal tersebut, maka upaya pemberdayaan yang dapat
dilakukan antara lain: Pertama, melakukan pendataan ulang terhadap
potensi yang ada (Data Consolidation Model /DCM); Kedua,
melakukan upaya intensifikasi (Intensification Model)

8. Retribusi Pelayanan Pasar

Kepada para pemakai fasilitas pasar milik pemerintah, baik yang
menggunakan kios, los, ataupun pedagang kaki lima yang ada di
pasar, dikenakan tarif retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil

_pengolahan data selama 3 tahun (2000-2003) dapat diidentifikasi
indikator kinerja retribusi ini sebagai berkut:
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Tabel 7.18
Retribusi Pelayanan Pasar Kota Banjarmasin

[T_"mT [ 1000 001 2002*)

1 [ Taget ] 460, 000 000 ) R R 0, 000,000
EEE T 409369011 540,496,763 9931788 |
3| UpaymiEfary 088 _ 0,89 % T
4 | Povembwben | | o=n .01

% | «Thd PDRB I a0is 10,0007)
& | eThd PMA 0,00 {0,003)
T | eThd PMDN 0027 0,007)
% | eThd Pengeluaran 0,004 {0,0001)

Sumber Bappeko Kota Banjarmasin, dickah
Catatan: *) data realasi yang tersedia s.d bulan jull 2002, dan untuk keperduan analisis jumiah
ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi yang merupakan rasio antara realisasi terhadap
target nampak mendekati 100% walaupun masih berkisar antara 70%
- 89%. Demikian juga angka pertumbuhannya relatif rendah bahkan
pada Tahun 2001-2002 bemilai negatif. Rendahnya upaya dan
pertumbuhan retribusi ini seharusnya dijawab oleh optimalisasi dari
faktor-faktor yang menentukan upaya retribusi ini. Dalam hal ini fihak
Kota Banjarmasin harus mengambil strategi yang benar dengan cara
melakukan  intensifikasi melalui  langkah-langkah  seperti:
Melaksanakan identifikasi; Melaksanakan sosialisasi tentang
Peraturan Retribusi Daerah; Melaksanakan pemeriksaan lapangan;

_ dan meningkatkan profesionalisme SDM.

Elastisitas penerimaan retribusi terhadap PDRB, Investasi, dan
Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah nampak sangat
rendah, bahkan pada Tahun 2002 semuanya bemilai negatif. Hal ini
berarti bahwa retribusi pelayanan pasar relatif tidak sensitif terhadap
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berbagai indikator makroekonomi
investasi dan pengeluaran pembangunan.

perubahan terutama, PDRE,

Atas dasar indikator-indikator kinerja retribusi sebagaimana pada
tabel di atas, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan antara
lain: Pertama, melakukan pendataan ulang terhadap potensi yang ada
{Data Consolidation Model /DCM); Kedua, melakukan upaya
intensifikasi (Intensification Mode!)

8. Kelompok Retribusi Jasa Umum

Karena keterbatasan data yang didapatkan, maka untuk
menganalisis kinerja retribusi jasa umum dilakukan secara kolektif.
Secara umum, berdasarkan hasil pengolahan data Tahun 2000-2003,
kelompok retribusi jasa umum menunjukkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.19
Kelompok Retribusi Jasa Umum Kota Banjarmasin
{gabungan)
[No Indikator 1000 1001 2001*)
| 1T | Targe 248,003 000 506, 790000 647 832984
: 2 Realisasi 0B 075 983 505358 231 468 587 142
BRI 095 0.9% 0.7
73 | Penumbuhan 10.44) ]
5 [ eTnd PDRB ) 10.005)
"6 | eThdPMA 0,079) (0,025)
T | e-Thd PMDN 10,0%3) 10,00910)
§ | eThd Pengehuaran 10.008) (0,001

Sumber. Bappeko Kota Banjarmasin, dsolah

Catatgn: *) Data realiasi yang tersedia 5.d bulan juli 2002, dan untuk keperiuan analisis pmilah
ini dibulatikan wntuk setahun
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Upaya Retribusi nampak mendekati 100% walaupun masih
berkisar antara 72%-39%. Meskipun upaya retribusi mendekati 100%,
namun pertumbuhannya ternyata bernilai negatif. Dengan demikian,
rendahnya kinerja pertumbuhan ini seharusnya dijawab oleh
optimalisasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini.
Dalam hal ini fihak Kota Banjarmasin harus mengambil strategi yang
benar dengan cara melakukan intensifikasi melalui langkah-langkah
seperti. Melaksanakan identifikasi; Melaksanakan sosialisasi tentang
Peraturan Retribusi Daerah; Melaksanakan pemeriksaan lapangan;
dan meningkatkan profesionalisme SDM.

Elastisitas penerimaan retribusi terhadap PDRB, Investasi, dan
Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah nampak semuanya
bernilai negatif. Meskipun secara statistik nampak terdapat hubungan
negatif antara penerimaan retribusi ini dengan indikator makro
ekonomi, namun karena secara teoritik justru mempunyai hubungan
positif,. maka keadaan ini dapat ditafsirkan bahwa tidak terdapat
hubungan kausalitas antara kelompok retribusi jasa umum dengan
berbagai perubahan pada indikator makroekonomi terutama, PDRB,
investasi dan pengeluaran pembangunan.

Atas dasar hal tersebut, maka upaya pemberdayaan yang dapat
dilakukan antara lain: Pertama, melakukan pendataan ulang terhadap
potensi yang ada (Data Consolidation Model /DCM); Kedua,
melakukan upaya intensifikasi (Intensification Model)
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9. Kelompok Retribusi Perijinan

Sebagaimana pada analisis kelompok retribusi jasa umum,
karena keterbatasan data yang didapatkan, maka untuk menganalisis
kinerja retribusi perijinan pun dilakukan secara kolektif. Secara umum,
berdasarkan hasil pengolahan data Tahun 2000-2003, kelompok
retribusi perijinan menunjukkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.19
Kelompok Retribusi Perijinan Kota Banjarmasin (gabungan)
Ne Tndikaror 7000 2001 W02
T | Target Tl (R0 TR0 T 170,000,004 [ 380,000,000
7 | Realisas 206 960515 1.359.636 385 2.197 391 842
| 3 | Upaya (Effoer) 1.06 116 1.73
| 4 Pertumbiahan 0,68 0,7
5 e-Thd FDRB 0,047 003
& e=-Thd PAMA | 0,12 0,26
7 e=Thad PAADM | 008 009
[ | <Thd Pengehuaran ' o1 501

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diclah
Catatan, '} dala realiasi yang lersedia s d bufan puli 2002, dan uniuk keperuan analisis jumiah
ini dilbulatkan untuk setahun

Berbeda dengan kinerja kelompok retribusi jasa umum, kinerja
kelompok retribusi perijinan menunjukkan hal yang positif. Upaya
Retribusi yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target telah
melampau angka 100%, dan bahkan untuk tahun 2001 dan 2002

'm&ngalami peningkatan menjadi 116% dan 173%. Angka
pertumbuhannya pun menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dan
mengalami peningkatan. Tingginya upaya dan pertumbuhan ini bisa
dimungkinkan penaksiran potensi atas penerimaan ini yang sulit
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diprediksikan, sehingga target ditetapkan jauh di bawah potensi yang
sebenamya.

Elastisitas penerimaan retribusi ini terhadap tiga indikator
makroekonomi daerah juga bemilai positif meskipun relatif kecil. Hal
ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara indikator
makroekonomi daerah dengan penerimaan retribusi perijinan, sesuai
dengan hipotesis teoritik. Keadaan ini sebenamya dapat difahami
karena refribusi perijinan berkaitan erat dengan aktivitas
perekonomian. Misalnya, ijin usaha, ijin mendirikan bangunan, dan
lain-lain, yang semuanya itu akan meningkat tatkala perekonomian
membaik, meskipun peningkatannya tidak proporsional dengan
peningkatan kondisi perekonomian.

Atas dasar kinerja kelompok retribusi perijinan sebagaimana
nampak pada tabel, maka upaya sinkronisasi antara target dengan
potensi serta intensifikasi, merupakan dua model yang dapat
diterapkan. Namun demikian, peru diperhatikan bahwa retribusi
periinan lebih mempunyai fungsi pengaturan daripada fungsi
penerimaan. Sehingga dalam melakukan pentargetan dan penetapan
tanif perlu benar-benar dipertimbangkan.
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BAB VII
ANALISIS PEDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Indikator Makro Yang Mempengaruhi PAD

PAD merupakan factor yang sangat penting dalam menjalankan
pemerintahan daerah. Secara teoritis ada beberapa indicator makro
yang sangat berpengaruh terhadap PAD. Indikator yang sangat
dominan antara lain adalah struktur ekonomi dan PDRB, Investasi dan
pengeluaran pembangunan, juga ekspor dan impor. Untuk melihat
indicator-indikator tersebut di bawah ini dikemukakan gambaran
sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi dan PDRB Sektoral

Struktur  ekonomi suatu daerah dapat dijadikan gambaran
apakah daerah tersebut termasuk agraris, industi atau
perdaganganfjasa. PDRB Kota Bandar Lampung saat ini didukung
dengan 9 lapangan usaha, yang terdiri dari:

Pertanian, Peternakan, Perikanan
Pertambangan dan penggalian

Industri Pengolahan tanpa migas

Listrik, dan Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Angkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan
Jasa-jasa

Te e apop
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Selama tiga tahun kurun waktu penelitian (2000-2002), dari
kesembilan lapangan usaha  tersebut yang paling banyak
memberikan prosentase rata-rata tertinggi terhadap PDRB adalah
sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yaitu sebesar 22 87%,
menyusul sektor Angkutan dan Komunikasi (21,53%) dan Industri
Pengolahan Tanpa Migas sebesar 18,36%. Hal ini sesuai dengan
status Kota Bandar Lampung selaku Kota Jasa dan industri. Sedang
yang terkecil adalah dari sector Pertambangan dan Penggalian, yang
hanya mencapai 0,50%. Adapun jumlah hotel dan restoran yang ada
di kota ini pada tahun 2000 adalah sebanyak 45 hotel dan 203 rumah
makan/frestoran, tahun 2001 memiliki 45 hotel dan 97 rumah makan,
sedang tahun berikutnya jumiah hotel menurun menjadi 43, restoran
(87) dan warung makan (112).

Mengenai jumlah dan kontribusi setiap sektor terhadap PDRE
Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 7.1
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1893

(Juta Rupiah)
| Produk Domestik Regional Bruto
SN S |
NO | SEKTOR = RATA- |Koniribusi
e e RATA % |
Pertanian, Petemalkan,
1 53188 45508 46487 48424| 278
Parikanan :
Pertambangan dan [
2 427 : : aser| o,
—r 8 8796  8.869 0,50
Industri Pangolahan tanpa
8 by 316.010, 323.005| 226258 321.788| 18,28
Migas
4 |Ustrik, dan Air Bersih .079| 43198 41100 dame2| 227 |
5 |Bangunan 168.532| 171217 173178 170.308] 971 |
Perdagan Hotel dan | ;
6 e 394.078| 402548 406267 400964| 2287
| Restoran |
l 1
| Pengangkutan dan I
7 | 346,361 378711 407.441| 377504 2153
|I'Eumunlliam
| Keuangan, Persewaar! |
8 132.841) 123.877| 144715 133811 7.3
dan Jasa Perusahaan | e
9 |Jasajasa 242.814| 251524 260870 251738 14,36
. TOTAL timﬁ.aau 1748563 1.815.272| 1753058 100
1 1
“*) Angka sementara

Sumber: BPS & BAPPEDA Kota Bandar Lampung

- Dari kesembilan lapangan usaha yang dikelola cleh Pemda Kota
Bandar Lampung, yang paling banyak memberikan kontribusinya
rata-rata tinggi terhadap PDRB adalah sektor Perdagangan, hotel dan
restoran, yaitu sebesar 22,33%, menyusul sector
komunikasi (21,13%) dan Industri pengolahan tanpa migas sebesar
18,7%. Hal ini sesuai dengan status Kota Bandar Lampung selaku

Angkutan dan
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Kota Jasa dan industri. Sedang yang terkecil adalah dar sector
pertambangan dan penggalian, yang hanya mencapai 0,50%. Adapun
jumiah hotel dan restoran yang ada di Kota ini pada tahun 2000
adalah sebanyak 45 hotel dan 203 rumah makan/restoran, tahun 2001
sebanyak 45 hotel dan 97 rumah makan, sedang tahun berikutnya
jumiah hotel menurun menjadi 43, restoran (87) dan warung makan
(112).

2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral

Laju pertumbuhan PDRE Kota Bandar Lampung selama tiga
tahun ini, dilihat dan segi nominal selalu mengalami peningkatan.
Berdasarkan data dari BPS, tahun 2000 mencapai Rp
1.685.330.000.000,- tahun 2001 Rp 1.748.563.000.000,- dan tahun
2002 Rp. 1.815.272,000.000,-~. Dari ke sembilan lapangan usaha,
yang terus menerus mengalami peningkatan adalah dari Jasa-jasa,
yaitu antara tahun 2000-2001-2002 sebesar 2,65; 3,59; 3,72. Sedang
yang lainnya mengalami turun-naik bahkan ada yang terus menerus
menurun seperti Pertambangan dan Penggalian; Bangunan; industri
Pengolahan Tanpa Migas; Serta Perdagangan, Hotel dan Restoran,
walaupun kedua yang terakhir ini secara nominal mengalami
peningkatan. Apabila dilihat secara keseluruhan pertumbuhan ini
mengalami turun-naik yaitu dari 3,29% dalam tahun 2000 menurun
menjadi 3,14% tahun 2001 namun pada tahun 2002 meningkat
menjadi 3,82%. Dilihat dari rata-rata, yang paling tinggi adalah sector
Pengangkutan dan Komunikasi (8.31%) dan Listrik dan air bersih
(6,94%). Rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan 3,41%. Share
rata-rata tertinggi adalah sector Pengangkutan dan Komunikasi,
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sedang yang terkecil dari sector Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan.

Dilihat dari nilai rata-rata selama tiga tahun, yaitu dari tahun
2000-2002, temyata sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan menempati peringkat tertinggi, yaitu 20,49%, yang kedua
dari sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 10,43% sera
Penggunaan Listrik dan Air Bersih (9,99%). Dalam hal ini, sekior
Perdagangan, Hotel dan Restoran, walau dilihat dari nilai nominal
menduduki peringkat tertinggi, namun dilihat dari segi laju
pertumbuhan menduduki peringkat terendah, yaitu hanya mencapai
rata-rata 0,18, dengan kontribusi 0,27%.

Untuk lebih jelasnya, laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Kota
Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
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Tabel 7.2
Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Kota Bandar Lampung

LPE
NO SEKTOR 2000 | 2001 | 2002 |RATA- Slt[.ik'rf
RATA | RATA

I [Pertanian, Peternakan, Perikanan 1,95
: 13,35 (16.14) 00,7
2 |Pertambangan dan Penggalian ne| 438 08| sq1| 28
3 ufdu.:lm-Lng;c-illharlltﬂ'iP' Migas sig| 2 0.98| 580 s140
4 [Listrik, dan Air Bersih gas| 1902 89 gosl 1576
5 [Bangunan gt ML LM aeni asom
& |Perdagangan, Hotel dan Restoran 177 2,39 0,92 236 5398
7 |Pengangkutan dan Komunikasi 77| 946 759 g31| 17887
i et | - e I SR, (10.01)
9 |Jasa-jasa 265 359 72| 332 4767
TOTAL 329 3,4 J.Hi 341] 34140

Sumber: BPS & BAPPEDA Kota Bandar Lampung {data diolah)

3. Investasi

Dengan berlakunya UU 22/99 membuka peluang yang besar
bagi Daerah untuk secara lebih bebas berhubungan dengan investor,
baik domestik maupun asing. Penanaman modal, baik Asing maupun
Dalam Negeri (PMA dan PMDN) merupakan langkah awal kegiatan
produksi. Dengan posisi semacam itu, penanaman modal pada
dasamya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan

ekonomi. Dinamika

penanaman modal

mempengaruhi

tinggi

rendahnya perekonomian, setiap daerah selalu berusaha menciptakan
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iklim yang dapat menggairahkan investasi sasaran yang dituju bukan
hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tapi juga
investor asing. Demikian pula kota Bandar Lampung, nilai penanaman
modal di Kota Bandar Lampung, untuk PMA dari tahun 2000 ke 2001
mengalami kenaikan, namun pada tahun 2002 menurun. Begitu pula
PMDN mengalami hal yang sama, yang semula meningkat menjadi
menurun. Tentang laju pertumbuhan PMA dan PMDN dapat dilihat
pada table dibawah ini

Table 7.3
Laju Pertumbuhan Investasi di Kota Bandar Lampung

[ TAHUN | PMA {US §) PMDN (MILIAR RUPIAH)
! _ NILAI LP NILAI LP
| 2000 | 84889880 | - | 622249 -
2001 | 104,451,189 233 | &76340 | 1935
2002 | 102,783,155 -1.60 663361 | 17.16
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung
Tahun 2003

4. Pengeluaran Pemerintah

Selama kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai
dengan tahun 2002, dar total pengeluaran rata-rata sebesar Rp.
41.635.354.458,00 untuk biaya pembangunan dan Rp.
166.300.770.333,33 untuk rmutin. Untuk pengeluaran rutin  ini
menghabiskan kurang lebih 4 kali lipat dar pengeluaran
pembangunan. Kota Bandar Lampung menggunakan anggarannya
untuk membiayai 20 sektor. Sektor- sektor tersebut terdiri darni Industri,
Pertanian dan Kehutanan; Sumberdaya Air dan Irigasi; Tenaga Kerja;
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Perdagangan, Pengembangan usaha daerah dan Koperasi,
Transportasi; Pertambangan dan Energi; Pariwisata dan
Telekomunikasi; Pembangunan Daerah; Lingkungan Hidup dan Tata
Ruang, Dikbudnas, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
Pemuda dan Olah Raga; Kependudukan dan Keluarga Sejahtera;
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja,
Perumahan dan Pemukiman, Agama; limu Pengetahuan dan
Teknologi; Hukum; Aparatur Pemerintah, Politik, Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa; Keamanan dan Keteriban Umum.

Dari ke 20 sekior tersebut, dengan jumlah rata-rata pengeluaran
sebesar Rp. 41.635.354.458,00, pengeluaran rata-rata tertinggi adalah
untuk sektor Pembangunan Daerah dengan Perumahan' .dan
Pemukiman, dengan nilai nominal Rp. 8 887.552.704,00 (21,5%) dan
Rp. 7.268.850.804,00 (17.4%). Tingginya pengeluaran pada sektor
Pembangunan Daerah disebabkan antara lain karena:

a. Pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang
merupakan hasil pemekaran wilayah dimana pada tahun 2000,
Kota Bandar Lampung terdiri dari 8 Kecamatan dan 84
Kelurahan dan setelah pemekaran (sejak 1 Januari 2001)
menjadi 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan.

b. Pembangunan kantor-kantor milik Pemerintah Kota Bandar

- Lampung.

c. Pengadaan Tanah untuk kantor DPRD Kota andar Lampung dan
pembebasan tanah untuk kawasan panwisata.

d. Pengadaan tanah untuk Balai benih Ikan Air Tawar.
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e. Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan dalam rangka
menunjang program Adipraja (lampu jalan, lampu hias, truk
sampah, dan lain-lain)

Sedangkan pengeluaran pada sekior Perumahan dan
Pemukiman disebabkan antara lain: Pembangunan dan penataan
jalan-jalan lingkungan; Normalisasi sungai dan drainase yang ada di
Kota Bandar Lampung; Dan pembuatan paving blok pada lingkungan
pemukiman,

Selanjutnya Pengeluaran untuk Aparatur pemerintah menduduki
peringkat ke 3, yaitu sebanyak Rp. 4.887.323.866,67 (11,7%). Ini
disebabkan adanya pemekaran kecamatan yang membawa dampak
pada pemekaran kelurahan pada tahun 2000 . Adapun peringkat
berikutnya adalah untuk kepentingan sarana transportasi Rp.
4.096.379.666,67 (9,8%). Sedang pengeluaran terkecil digunakan
untuk sector Keamanan dan Keteriban Umum, yang hanya
menghabiskan 0,21% dan Hukum (0,26%).

Adapun secara rinci, prosentase pengeluaran pemerintah Kota
Bandar Lampung berdasarkan sector, dapat dilihat pada tabel-tabel
dibawah ini.
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Tabel 7.4
Rata-Rata Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sektor

SEKTOR

Pangebuaran

2000

2001

RATA-RATA

50.000.000,00

51.797.500,00

200,000,000, 00

100.559.166.671

589.758.000,00

293.685.475,00)

H‘I.EH.M.W_'

411.791.158.33

170.00:0.000,00

473.500.000,00

1735000&::01 1.077.000.000.00

1,149,117 .162,00

9.224.101.700,00

1.120.000.000,00

3.831.072.954.00

7.873.700.000, 00

26,350,000, 00

4.388.085.000,00

4.096.379. 666,67

143.500.000, 00

30,135, 000, 00

2,147 .000.000 00

773 545.000,00

5.320.872.000, 00

8.323,162.512,00

12.318.623.600,00

8,987 552.704.00

B0, D00, 000,00

1.988.000.000.000 1.016.000.000.00

T

4.670.145.216,00

1.337,562.500,00

2,390,423 400,00

2799 380 405,33

12

753,000,000, 00

1.565.421.000,00

1.2851.220.000,00

1.188.880 333,33

13

251,550,000,00

2.631.496.400,00

3.731,000.000.00

2.204 882 12333

s

7.631.207.000,00

T.634.860.412.000 & 540,685 000,00

7 268.850 804, 00y
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Lanjutan Tabel 7.4...

15 |Agama
680.000.000. 602.300.000,00  8B5.000.00000 655 766.666,67)
16 |limu Pengetahuan
dan Teknologi 2.251.161.772,00 1.543.952.025 000  3.286.000.000.000 2.360.371.265 67
17 | Hukum
57.000.000, 30, 0. 000, 165000000, 107.333.333 33
18 | Aparatur otJ uJ
Pemennitan 2.793.450.000,00 4.793 968 600, 7.074.553.000.00 4887 323.866,67
19 [ Poktik,
P J
Komunikasi dan 100.000.000, 192 475,000,000 862 500 000, 384 991 6666
Media Massa
20 |Keamanan dan d
K;%rﬂbm Umum 68.000.000.00  36.000.000.00 156 000,600, 86.333.333,39
AL
BANGUNAN 34.875.961.250.000 41 384.068 124,00 | 48.846 034 000,00 41,835 354 458,00

AL PENGEL UARAN

75.392.758.000,00

[185 851 087 000008237 858 486.000,00

166.300.770.333,33

Sumber: Pemda Kota Bandar Lampung

5. Laju Peningkatan Pengeluaran Pembangunan

Laju peningkatan pengeluaran selama kurun waktu 3 tahun,
yang menduduki peringkat tertinggi adalah sector Transportasi
sebesar 8.228 61 dengan share 809,59 dan yang kedua adalah untuk
sector Pariwisata dan Telekomunikasi sebesar 3 472 80 dengan share
809,59 . Adapun laju peningkatan pengeluaran terendah adalah untuk
seclor Agama, yaitu 1,15 dengan share 0,02 dan Dikbudnas,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Olah Raga
sebesar 3,68 dengan share 0,25. Rincian secara keseluruhan dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 7.5
Laju Peningkatan Pengeluaran Pembangunan Dan Share
Pengeluaran Pada Setiap Sektor Di Kota Bandar Lampung

LP - PENGELUARAN

NO SEKTOR 2000-2001 | 2001-2002 %:.TI':- EHARE
1 |Industr 288,12 3,80 144,88 0,35
2 | Pertanian dan Kehutanan 16,43 {51,03) (17.80) | (017
3 |Sumber Daya Air dan Ingasi
4 |Tenaga Kena (B4.22) 520,75 21827 2,48
5 |Perdagangan, Pengembangan

Usaha Dasrah Keuangan dan (B7.88) 702,71 0743 | 2829
Koperasi
6 |Transportasi 1655688 | (99.67) | B.228,61 | BO9.59
7 |Pertambangan dan Energi
8 |Pariwisata dan Telekomunikasi 7.024 81 (79,00) 347280 | 64,52
9 |Pembangunan Daerah 3213 75,22 5367 11,58

10 |Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 100,81 131420 | 70755 | 17.27
11 | Dikbudnas, Keperyacaan Thd.

Tuhan YME. P ja & OR 7872 (71,38) 3.68 0.25

12 | Kependudukan dan Keluarga (20,07) 107,88 43.81 125
13 |Kesehalan, Kesejahteraan Sosial,

nan Wanita, Anak dan R is 41,78 946,11 493,95 26,16

14 |Perumahan dan Pemukiman (14,33 0.05 (7.14) {1,25)
15 |Agama 13,73 {11.43) 1,15 0,02
16 |[limu Pengetahuan dan Teknalogi 112,83 (31,42) 40,71 23
17 |Hukum 550,00 {68.07) 240,46 0,62
18 |[Aparatur Pemerintah 47,57 71.61 59,59 7.00
19 | Politik, Penerangan, Komunikasi

et S 348,11 G248 220,29 2,04

20 |Keamanan dan Ketertiban Umum 330,56 (47.08) | 14175 | 029

Sumber; Dispenda Kota Bandar Lampung (diolah)
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6. Impor dan Ekspor

Dalam tiga tahun ini kegiatan ekpor-impor Kota Bandar
Lampung, laju pertumbuhannya tidak tetap. Laju pertumbuhannya
ekspor selama 3 tahun terus menerus mengalami penurunan, yaitu
dari tahun 2000 sebesar US$ 702.270,000 juta, kemudian pada tahun
2001 US$ 672.959,269 juta dan tahun 2002 US$ 582.876,335 juta.
Sedangkan untuk impor tahun 2000 sebesar US$ 103.000,000 juta,
tahun 2001 menurun menjadi US$ 87.574,660 juta, sedangkan tahun
2002  mengalami kenaikan menjadi US$ 210.171,650 juta. Dilihat
dari segi prosentase, untuk ekspor antara tahun 2000-2001 menurun -
4%, dan dari tahun 2001 ke 2002 sebesar -13,39%. Sedangkan
impor yang semula menurun -14,98%, tahun berikutnya mengalami
peningkatan yang sangat pesat menjadi 139,99%. Tentang Laju
Pertumbuhan Impor dan Ekspor Kota Bandar Lampung dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.6
Laju Pertumbuhan Impor Dan Ekspor Kota Bandar Lampung
TAHUN EKSPOR (Juta US§) IMPOR (Juta US§)
NILAI LP NILAI | LP
2000 702,270,000 - 103,000,000 -
2001 672,959,268 =417 87,574.660 -14.98
2002 | 582876335 -13.39 210,171,650 138.99

“Sumber: Bapeda Kota Bandar Lampung

7. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 ditegaskan
bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
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Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Lain-lain
yang Sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari pajak Hotel dan
Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan, Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian
Gal C.

Jenis pajak untuk tiap objek dalam 3 tahun (2000-2002)
mengalami perubahan. Pada tahun 2002 (wakiu mutakhir dari
penelitian ini), Kota Bandar Lampung memiliki hotel sejumlah 43 buah
dan Restoran/Rumah Makan sebanyak 87 buah dan warung makan
112 objek, dengan tarif pajak 10%. Sedangkan objek pajak tempat
hiburan terdiri dari bioskop (7), diskotik (3), karaoke (10), tempat
rekreasi (2), billiyard (8), panti pijat (10), video game (16) serta
penyewaan video cassette serta laser disc (47). Masing-masing
pungutan berkisar antara 10-30%.

Untuk pajak reklame, tarif yang dikenakan sebesar 20%, yang
dikelompokkan menjadi kelas | dan |l, serta didasarkan pada
ketinggian dan lebar reklame. Pajak penerangan jalan dikenakan
pajak sebesar 4-9% dan berdasarkan Volt Amphere (VA) yang
digunakan. Yang menjadi objek Pajak Galian C adalah kegiatan
eksploitasi, dengan tarif 7-20%. Pada tahun 2000 dan 2001, Kota
Bandar Lampung memperoleh pendapatan dari  Pajak  Galian
Golongan C , sedangkan tahun 2002 tidak ada.
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Namun dengan keluamya UU 34 tahun 2000, mulai tahun 2002
Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan ke propinsi.
Hal ini ditunjukan pula dalam tabel di bawah bahwa pada tahun 2000
dan 2001 masih diperoleh penghasilan dari pajak tersebut. Selain itu
pada tahun yang sama diadakan pemisahan antara pajak Hotel dan
Restoran, karena kedua jenis tersebut mempunyai karakteristik yang
berbeda. Namun dalam tabel, pada tahun 2002 merupakan gabungan
dari kedua jenis pajak tersebut. Untuk lebih jelasnya penerimaan pajak
daerah dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 7.7
Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2000-2002 (dalam jutaan Rp)

P i

REALISAS|
NO| JENIS PAJAK 2000 2001 2002
A. Pajak Daerah )
1 | Hotel dan Restoran 2384 | 3811 4707
2 |Hiburan 337 522 561
3 |Reklame y 551 | o044, 1.108
4 |Penerangan Jalan 4619 8.471 13.106
5 |Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan| 181 390, :
& W & Pengolahan Bahan Galian | 158 150 201

Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung (data diclah)

- b. Retribusi Daerah

PAD Kota Bandar Lampung, selain dari pajak daerah, perolehan
yang cukup potensial didapat pula dari retribusi daerah. Saat ini obyek
retribusi di Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 jenis, yaitu Pelayanan
Kesehatan; Pelayanan Persampahan; Penggantian Biaya Cetak
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KTP & Akte Catatan Sipil; Parkir di Jalan Umum; Pelayanan Pasar;
Femakaian Kekayaan Daerah; Terminal, Penyedotan Kakus; Rumah
Potong Hewan; Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; lzin Mendirikan
Bangunan;, lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin
Gangguan (HO); Izin Trayek Kendaraan; Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran; Pengujian Kendaraan Bermotor, lzin
Penutupan/Penggunaan Jalan; Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa
Toko, Kamar mandiWC Umum; Sewa Motor Wales)Tanda Daftar
Perusahaan. Namun dari 20 jenis retribusi tersebut, baru terealisir 17.
Adapun tiga jenis retribusi yaitu dari pengujian kendaraan bermotor,
peruntukan penggunaan jalan serta tanda daftar perusahaan baru
dilaksanakan pada Tahun 2002.

Pada tahun 2002 terdapat 29 jenis Retribusi, namun yang
ditargetkan untuk memperoleh pendapatan hanya 18 jenis yaitu
retribusi:

1) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;

2) Pelayanan PersampahanfKebersihan dilaksanakan oleh

Dinas Kebersihan dan Dinas Pasar;

3) Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan;

4) Parkir di Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas

5) Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh Dinas Pasar,

6) Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan;

7) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh
UPT Pemadam Kebakaran (dibawah Dinas Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat);

8) Pemakaian Kekayaan Daerah:
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a) Sewa Toko dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan
Pemukiman serta Dinas Perhubungan;
b) Kamar mandiWC Umum dilaksanakan oleh Dinas
Kebersihan;
c) Sewa Motor Wales dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga
dan Pemukiman;
8) Tempat Pelelangan l|kan oleh Dinas Perikanan dan
Kelautan;
10) Terminal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
11) Penyedotan Kakus dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan;
12) Tempat Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian dan Peternakan;
13) lzin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Tata
Kota,
14) lzin Gangguan (HO) dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota,
15) Tanda Daftar Perusahaan dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;
16) Izin Trayek dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
17) lzin Peruntukan Penggunaan Tanah dilaksanakan oleh
Dinas Tata Kota;
18) Perizinan Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Dinas
Perikanan dan Kelautan.

= Sedangan 11 retribusi yang tidak ditargetkan untuk memperoleh
pendapatan yaitu:
1) Pelayanan Pemakaman dan Pangabuan Mayat;
2) Pengujian Kapal Perikanan;
3) Pasar Grosir dan Pertokoan,
4) Tempat Khusus Parkir,
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5) Tempat Penginanapan/Pesanggrahan;

6) Pelayanan Pelabuhahan Kapal;

7)  Tempat Rekreasi dan Olahraga;

8) Penyebrangan di atas air;

9) Pengolahan Limbah Cair;

10) Penjualan Produksi Usaha Daerah;

11) lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Kesebelas jenis retribusi yang tidak ditargetkan tersebut karena
memang di Kota Bandar Lampung potensi yang dapat ditarik retribusi
belum ada, kecuali khusus untuk Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol. Pada tahun 2000 dan 2001, retribusi ini memang
ada, namun dengan berbagai pertimbangan kebermanfaatannya,
maka atas persetujuan DPRD Kota Bandar Lampung, retribusi ini
ditiadakan sejak tahun 2002.

¢. Laba Perusahaan milik Daerah

Pada tahun 2002 Kota Bandar lampung memiliki dua
Perusahaan Daerah, yaitu PDAM Way Riau dan PD Bank Pasar
Kota. Pada tahun 2002 PDAM Way Riau memperoleh pendapatan
sebesar Rp. 75.000.000,-. Sedangkan PD Bank Pasar Kota selama
tiga tahun terakhir ini terus menerus mengalami peningkatan, yaitu
pada tahun 2000 Rp. 170.400.000 menjadi 260.000.000 (mengalami
kenaikan 152 %) pada tahun 2001 dan tahun berikutnya meningkat
sangat tajam, dengan jumiah Rp. 560.000.000 (218,77%). Hal ini
menunjukkan makin tingginya kepentingan dan kesadaran kesadaran
masyarakat Kota Bandar lampung untuk menggunakan jasa
perbankan.
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Upaya yang telah dilakukan oleh PDAM Way Riau dalam
melakukan pelayanan air kepada masyarakat tidak lepas dari kendala,
yaitu terbatasnya stock air dibandingkan dengan pengguna, yang saat
ini baru terlayani 25%. Upaya yang telah dilakukan oleh PDAM Way
Riau dalam mengefektifkan pendapatan dari PD ini adalah dengan
melakukan pengawasan terhadap pembaca meter, memberikan
teguran kepada penunggak dan sosialisasi kepada
masyarakat’konsumen tentang efisiensi penggunaan air, menekan
kebocoran air serta mengganti alat yang sudah kedaluarsa. Selain itu
juga dilakukan upaya persetujuan penjadwalan kembali hutang
negara kepada Departemen Keuangan, menambah sumber air

dengan memanfaatkan air permukaan serta meningkatkan kualitas
SDM.

Sedang kendala yang ditemui oleh PD Bank Pasar Kota adalah
semakin banyaknya BPR lain yang menjadi pesaing, terutama dlam
penetapan bunga rendah. Disamping itu juga terbatasnya modal yang
dimiliki.

Untuk itu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan
bunga yang kompetitif, pembinaan, dan dikiat untuk karyawan;
memberi kemudahan kredit; mencari dana murah; serta menjadikan
bank Pasar sebagai Kas Daerah. Disamping itu juga dengan system
penetapan tarif antara lain sistem subsidi (misalnya rumah mewah
mensubsidi rumah sederhana.

d. Lain-lain PAD yang Sah
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Disamping pajak dan retribusi, pendapatan lain-lain yang
dianggap sah di Kota Bandar Lampung saat ini tercatat sebanyak 5
jenis, yaitu:

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

2) Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)

3) Angsuran cicilan rumah dinas/kend. dinas

4) Jasa Giro

5) Pendapatan Lain-lain

Walau jenis pendapatan ini sifatnya tidak rutin, dalam arti fidak
setiap tahun ada, namun jumlahnya cukup banyak.

B. Analisis Upaya (Efforf), Pertumbuhan, dan Elastisitas Pajak
Daerah

1. Analisis Upaya Pajak (Tax Effort)

Upaya yang dilakukan dalam mencapai realisasi penerimaan
pajak atas target yang ditentukan atau dalam istilah perpajakan
sebagai tax effort dapat dilihat dari perbandingan antara target dengan
realisasi yang diperoleh.

Jika dibandingkan, antara target dan realisasi penerimaan pajak
-daerah Kota Bandar Lampung, hampir semua reaslisasi lebih tinggi
dari target yang ditentukan., walau diantaranya ada pula yang lebih
rendah, yaitu dari Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan
Permukaan pada tahun 2000. Sedang perolehan yang hampir tepat
sesuai target adalah dari Pajak Reklame pada tahun 2002
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Perbandingan antara ‘irget dan realisasi yang diterima dapat dilihat
pada table berikut:

Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel 7.8

Tahun 2000-2002 (dalam juta-an Rp)

TARGET REALISASI |
MO | JENIS PAJAK 2000 | 2001 2002 2000 200 2002 |
1 |Hotel dan Restoran| 1.875 3.500 4 650 2384 3.811 4. 707
2 |Hiburan 315 500, 550, 337 522 561
3 |Reklame 517.58 800, 1100 551 944, 1.108
4 |Penerangan Jalan 4503 7000 12.000 4619 8.471 13.106
5 |Pajak Air Bawah 188 350 181 390, 1
Tanah dan Air
Permukaan
6 |Pengambilan & 80 150, 200 158 150 201
Pengolahan Bahan
Galian Gol C

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kota Bandar Lampung, 2003

bahwa

Dari gambaran table di atas bahwa hampir semua realisasi
melebihi target yang ditentukan, maka hal ini mencerminkan pula

upaya pajak (tax effort) yang merupakan rasio antara

realisasi terhadap target tinggi pula. Yang tidak mencapai target
adalah dan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan,
yang hanya mencapai 86% pada tahun 2000. Sedang perolehan yang
-hampir tepat sesuai target adalah dari Pajak Reklame pada tahun
2002, yaitu sebesar 100,8%, padahal realisasi tahun sebelumnya
mencapai prosentase tertinggi diantara semua pajak daerah, yaitu
mencapai 175,6%.
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Selanjutnya di bawah ini dikemukakan gambaran tentang Dilihat
dari segi upaya merealisasikan pajak (tax effort) dalam tiga tahun.

Tabel 7.9
Tax Effort Kota Bandar Lampung Tahun 2000-2002

JENIS PAJAK EFFORT
2000 2001 2002

Haotel dan Restoran 1.27151 1,08892 1.01235
Hiburan _19391_2 1,04457 1,02062
Reklame 1,06449 1,18044 1,00818
Penerangan Jalan 1.02579 1,21020 1.08215
Pajak Air Bawah Tanah dan Air 0.05535 111604 "
Permukaan L 4
Pengambilan & Pengolahan
Bahan Galian Gol C 1,75591 1.00301 1,00545

Sumber; Dispenda Kota Bandar Lampung tahun 2003 (data diolah)

Tingginya realisasi penerimaan dibandingkan target tersebut
sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, ada dua kemungkinan.
Pertama, sebenarnya bukan upaya pajak yang sudah baik, melainkan
penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi yang sebenarmya
(target terlalu rendah), sehingga realisasi melebihi target yang
ditetapkan. Penetapan dan penghitungan target Pajak, Restoran dan
Hiburan biasanya mengalami kendala-kendala atau kesulitan dalam
menentukan potensinya karena sangat dipengaruhi oleh fihak
eksternal yaitu kedatangan konsumen (wisatawan) ke Hotel, Restoran
da;'n Hiburan. Banyaknya Wisatawan atau Konsumen di Kota Bandar
Lampung dipengarubi oleh situasi dan kondisi lingkungan baik di
Indonesia maupun negara-negara lain. Misalnya terjadinya
permasalahan wabah SARS, Bom Bali dan kondisi keamanan di
beberapa daerah di Indonesia yang terganggu telah mempengaruhi
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besamya penerimaan 'ar Pajak dan restoran karena kunjungan
wisatawan ke Kota Bandar Lampung berkurang. Permasalahan
tersebut menyebabkan data mengenai potensi yang sebenamya sulit
untuk diprediksikan. Disamping itu tidak tertutup kemungkinan
memang disengaja target ditetapkan rendah untuk menghindari
kemungkinan tidak tercapai agar dalam penilaian akhir menunjukkan
kinerja yang baik. Hal tersebut terjadi didasarkan pada kebiasaan
atau anggapan yang berkembang bahwa target dijadikan acuan
kinerja, apabila target tidak tercapai maka dianggap kinerjanya
rendah.

Kemungkinan kedua yang menyebabkan tingginya upaya pajak
(tax effort) tersebut adalah kesadaran masyarakat (pengusaha Hotel
dan restoran) akan membayar pajak memang sudah cukup baik.
Apabila hal ini yang terjadi, maka upaya yang harus dilakukan adalah
dengan melakukan pendataan kembali terhadap objek pajak yang ada
(Re-dating Tax Empowerment).

2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Dilinat dari realisasinya, Pajak Daerah Kota Bandar Lampung
dalam tiga tahun masing-masing menunjukkan adanya peningkatan,
terutama antara tahun 2000-2001, kecuali dar pajak Pajak Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan, karena sudah bukan menjadi milik daerah
lagi, padahal tahun sebelumnya, yaitu antara tahun 2000-2001
menduduki laju pertumbuhan yang paling tinggi dibanding yang
lainnya . Walaupun demikian, dilihat dari segi pertumbuhan pada
tahun berikutnya hampir semua menurun kecuali Pengambilan &
Pengolahan Bahan, penurunannya sebesar 0,572%, yaitu dari rata-
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rata 0,634 % pada periode 2000-2001 menjadi rata-rata 00614 %
pada periode 2001-2002.

Pertumbuhan pajak antara tahun 2000-2001 ke 2001-2002, dari
6 jenis pajak, 5 jenis menunjukkan penurunan. Sedang yang
meningkat adalah dari pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan
Galian Gol C, yaitu (0,048%) menjadi 0,34%, Pertumbuhan secara
rata-rata mengalami penurunan yaitu dari 063% ke 0,06%. Hal
tersebut terlihat dalam tabel di berikut ini.

Tabel 7.10
Perbandingan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2000-2001 dan 2001-2002

PERTUMBUHAN
e A 2000-2001 2001-2002
i Haotel dan Restoran 0,59860 0.23518
2 Hiburan 0,54841 0,07478
"3 | Reklame ; 071428 017438
4 | Penerangan Jalan 0,83388 0.54707
5 | Pajak Air Bawah Tanah dan 1,15476 (0,99967)
Air Permukaan
& | Pengambilan & Pengolahan (0.04796) 0,33858
Bahan Galian Gol C
Rata-rata 0,63383 0,06137

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2003 (data diolah)

Namun demikian, dari keberhasilan dan kekurangan ini dalam
pelaksanaannya masih ditemui kendala, yaitu masih kurangnya
kesadaran sebagian wajib pajak dan ada pula wajib pajak yang
berdomisili di luar kota Bandar Lampung, sehingga mengalami
kesulitan dalam penagihannya.
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Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak tersebut, maka
Pemerintah Daerah Kota Kota Bandar Lampung telah mengadakan
beberapa upaya optimalisasi penerimaan pajak, antara lain yaitu :

1) Melaksanakan intensifikasi

2) Melaksanakan identifikasi dan pendataan kembali wajib serta
objek pajak

3) Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-
undangan Pajak dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak/wajib
retribusi; Kegiatan ini sudah dua kali dilaksanakan. Angkatan |
dilaksanakan oleh Dispenda dengan sasaran masyarakat secara
umum di tingkat kecamatan dan angkatan |l dilakukan dengan
sasaran aparat kelurahan, aparat kecamatan dan tokoh
masyarakat.

4) Melaksanakan pemeriksaan lapangan

5) Meningkatkan profesionalisme SDM

6) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan pengolahan
serta pengelolaan pajak

7) Melaksanakan penyuluhan baik lisan maupun tertulis,

Untuk itu, maka disamping upaya yang disarankan oleh tim
peneliti, yaitu melakukan pendataan kembali terhadap obyek pajak,
juga upaya-upaya yang telah dilakukan sudah sangat bagus dan periu

3. Analisis Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB
Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap

Jenis Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto; Angka ini
diperiukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
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pajak jika terjadi perubahan dalam PDRB. Angka-angka yang
menunjukkan elastisitas yang tinggi mengandung arti bahwa untuk
peningkatan penerimaan dari jenis pajak ini, secara otomatis dapat
dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan semakin berkembangnya suatu daerah maka akan
meningkatkan  penerimaan terhadap daerah. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan membuat
kebijakan-kebijakan yang dapat memicu dan memacu perfumbuhan
perekonomian daerah. Selanjutnya, upaya memacu pertumbuhan
ekonomi daerah dapat dilakukan melalui peningkatan sektor-sektor
unggulan baik dilihat dari kontribusinga maupun dilihat dari
pertumbuhannya. Dari table di bawah terlihat bahwa semua pajak
daerah mempunyai elastisitas yang relatif kecil. Dengan demikian
maka model pemberdayaan yang perlu dilakukan adalah model
pemberdayaan tidak langsung (Indirect Empowerment model). Adapun
elasitistas Pajak Daerah terhadap PDRB adalah sebagai berikut:

Tabel 7.11
Perbandingan Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDREB

NO JENIS PAJAK TARIF S
2000-2001 | 2001-2002
1 | Hotel dan Restoran 10% 0,19125| 0.07513
2 | Hiburan 10-30% 0,17553|  0,02389
3 | Redame 20% | 0228200 0,05570
"4 | Penerangan Jalan 4-9% 026642 0,17478
5 | Pemanfastan Air Bawah Tanah & Air Permukaan 0,36893| (0,31938)
6 | Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol C 20% (0,01532)]  0,10753

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2003 (data diolah)
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Selanjutnya m- .h dari table di atas dapat dilihat elastisitas
terhadap besamya tarif. Selama tiga tahun tarif untuk masing-masing
pajak daerah tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Dengan tidak
terjadinya perubahan pada tarf, dan dengan asumsi faktor lain tetap,
elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap PDRE relatif tidak elastis
(dibawah 1). Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah ini menunjukkan
bahwa perubahan tarif pajak tidak sensitif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Dengan demikian peningkatan tarif  harus
mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pada sector terkait.
Dalam kondisi demikian, apabila mau dilakukan pemberdayaan
hendaknya yang bersifat non tariff (Non-Tarif Empowermmt Model)

4. Analisis Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Investasi

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Pajak terhadap Investasi baik PMA maupun PMDN. Angka ini
diperiukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
pajak jika terjadi perubahan dalam PMA dan PMDN. Angka-angka
yang menunjukkan elastisitas yang tinggi mengandung arti bahwa
untuk peningkatan penerimaan dari jenis pajak ini, secara otomatis
dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan investasi.
DCengan semakin berkembangnya investasi suatu daerah maka akan
meningkatkan penerimaan terhadap daerah. Peningkatan investasi
dapat dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat
memicu dan memacu pertumbuhan investasi di daerah. Adapun
elasitistas Pajak Daerah terhadap Investasi, khususnya PMA adalah
sebagai berikut
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Tabel 7.12
Perbandingan Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PMA

Elastisitas
'NO JENIS Pl..IA_lK 2000-2001 2001-2002
0 |
| Hotel dan Restoran 002568 {0,14697)
2 .
Hiburan 0,02355 (0,04673)
3
Reklame 0,03062  (0,10887)
4
Penerangan Jalan 0,03574 (0,34192)
5 | Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air
Permiukaan 0,04950 0,624
6 | Pengambilan & Pengolahan Bahan
Galian Gol C (0,00206) {0,21036

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2003 (data diolah)

Berdasarkan data di atas , nampak bahwa elastisitas pajak
daerah terhadap PMA sangat rendah, baik tahun 2000-2001 maupun
2001-2002, bahkan tampak menurun. Yang tidak menurun hanya
Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan, yang tidak menjadi
wewenang daerah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak-pajak
tersebut tidak terkait langsung dengan FMA,

Selanjutnya elastisitas pajak daerah terhadap PMDN juga
semua menunjukkan angka yang tidak elastis. Hal ini berarti pula
bahwa penerimaan pajak tidak terkait langsung dengan PMDN.
Dibawah ini tersaji data tentang perbandingan elastisitas pajak daerah
terhadap PMDN
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Tabel 7.13
Perbandingan Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PMDN

NO JENIS PAJAK " Flastisitas
2000-2001 2001-2002
1
Hotel dan Restoran o 0,06884| (0,1224
2 l
Hiburan 006322 (0,0389
3
Reklame 008220 (0,0908
4
Penerangan Jalan 0,095 (0, 28493y
5 | Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air
Permukaan 013288 0,52068
6 | Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian
Gol C {0,00552) {0,175

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2003 (data diolah)

Berdasarkan kedua table di atas yang menunjukkan elastisitas
penerimaan pajak terhadap investasi baik PMA maupun PMDN
nampak juga sangat rendah. Pada Tahun 2000-2001 dan tahun 2001-
2002 tidak ada yang elastis artinya pertumbuhan penerimaan pajak
tidak sensitif terhadap pertumbuhan investasi. Nilai elastisitas pajak
yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan
pajak tidak terlalu sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam
kondisi demikian, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi, tidak akan
berdampak besar terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.
Sensitivitas yang agak rendah ini kemungkinan disebabkan oleh daya
tarik investasi di Kota Bandar Lampung ini relatif agak rendah bagi
investor. Dengan demikian Pemda Kota Bandar Lampung perlu
melakukan upaya untuk meningkatkan minat para investor baik
domestik maupun asing, baik berupa penggalian lapangan usaha
terhadap sumberdaya yang ada maupun kebijakan yang tidak terlalu
memberatkan baagi investor. Selain itu dapat pula dilakukan upaya
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pemberian rangsangan kepada sektor swasta untuk menanamkan
investasinya di daerah ini, misanya dengan memberikan insentif
fiskal kepada swasta yang mau menginvestasikan modalnya.

e. Analisis Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Pengeluaran
Pembangunan

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung elastisitas setiap
jenis pajak terhadap pengeluaran pembangunan; Angka ini diperlukan
untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis pajak jika
tefiadi perubshan dalam pengeluaran pembangunan. Adapun
elasitistas Pajak Daerah terhadap pengeluaran pembangunan adalah
sebagai berikut

Tabel 7.14
Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Pengeluaran Pembangunan
| NO | JENIS PAJAK E PEMB.
5 B 2000-2001 | 2001-2002
| . Hotel dan Restoran 0.03094 | 001370
2 | Hiburm 0.02839 |  0,00436
3 | Reklame 0,03691 0,01016
4 | Penerangan Jalan 004309 003188
Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air
5 | Permukaan 0,05968 (0,05826)
6 | Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol C (0,00248) 001961

“Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 2003 (data diolah)

Elastisitas penerimaan pajak terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah juga relatif kecil. Hal ini menunjukkan
bahwa prosentase perubahan penerimaan pajak yang disebabkan
oleh perubahan pengeluaran pemerintah relatif kecil. Bahkan,
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kalaupun secara teoritis kedua variabel ini mempunyai hubungan
kausalitas, dalam kenyataan mungkin tidak terdapat hubungan
kausalitas di Kota Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak  sebagaimana
dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya pemberdayaan yang
dapat dilakukan adalah melalui:pendataan ulang terhadap objek dan
wajib pajak (Data Consolidation Model / DCM) dan intensifikasi, baik
terhadap kelembagaan, sumberdaya maupun mekanisme kerjanya.
Upaya ini sebetulnya sudah cukup baik dilakukan oleh pemda Kota
Bandar Lampung dan perlu dilanjutkan. Selanjuinya, apabila
dimungkinkan, dapat diberlakukan system reward terhadap yang taat
membayar pajak, misalnya potongan pajak; juga punishment terhadap
penunggak pajak.

C. Analisis Upaya (Effort), Pertumbuhan, dan Elastisitas Retribusi
Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD Kota
Bandar Lampung. Seperti dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa
sebetulnya terdapat 28 jenis retribusi, namun yang terealisasi hanya
19, itupun untuk ijin Tempat Minuman Beralkohol, atas berbagai
pertimbangan, maka mulai tahun 2002 ditiadakan. Adapun retribusi

=lain tidak ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan.

Dari jenis-jenis retribusi yang dirinci dimuka, antara target
dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir sangat
bervariasi. Namun padaa umumnya lebih tinggi realisasi yang
diterima.
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Untuk mengetahui strategi penggalian dan pemberdayaan
sumber-sumber PAD tersebut terutama Retribusi Daerah periu
dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Upaya Retribusi

Untuk lebih mempercleh informasi mengenani upaya apa yang
periu dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari retribusi, maka
teriebih dahulu periu dilihat perbandingan antara target dan realisasi
penerimaannya. Adapun target dan realisasi penerimaan retribusi  di
Kota Bandar lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.15
Target Dan Realisasi Retribusi Kota Bandar Lampung
Tahun 2000-2002 (Dalam Ribuan Rp)

No RETRIBUSI TARGET REALISASI
DAERAH 2000 :nquJ_ 2002 2000 2001 2002

I. |Pelayanan 96000 150 167874 118424 171330 189457
Keschatan

2. |Pelayanan 626850 1650 000 1618 627141 1487735 1.620881
Persampahan ¢ [
Kebersihan

3. | Penggantian 4150040 603 571 799,262 348,937 Ti2oes 1048408
Biaya Cetak KTP|
dan Akte Cat
Sipldl

4. | Paskir di jalan |.zm.tm| 1650000 1,650,000 1.214.154 | 650004 1650027

= | UITIM

5 |Pasar 6253000 843000 921,111 635659 843554 922213

6. | Pemakaian
Kekayaan
Daerah
2. Sewa Toko 105000 110099 309497 53700 92080 215799
b KMAWE J0700 183710 185000 2 7iiod 183094 187544
Umum S
c. Sewa Mir 15.000 30 004 35 50401 4235 16174 34 841
Wales

7. | Terminal 492187 1,000,000 1000000 3153918 73267 215799
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RETRIBLSI
DAERAH

REALISASI

1000

Penyedotan
kakus

39.000

mmm
Hewan

108,000

Tjin P_

Penggunaan
Tanah

90, 00

11

ljin Mendirikan

300,004

2004

2001

002

155,

40.35(

156,000

155,070

175,

109.314

143,566

139,833

250,000

145

264,924

241, 866,

1,300,000

&91.564

1442174

1539912

[F]

Bangunan
Ijin Tempat
Penjualan
EFKITAT

Berakohol

13

.00

3450

o

ljin Gangguan
(HO)

105,004

m.ooﬂ_ 169037

Lanjutan Tabel 7.15...

14

ljin Trayek
Kendaraan

15

1 34000

165,000

225,000

130,173

192,379,

Alat Pemadam
Kebakaran

7,500

11,500,

10,338

16

Pengujian
Kendaraan
Bermaotor

115,000,

17

Tanda Daftar
Perusahaan

114,400

Termpat
pelelangan ikan

225,000

19

Perijinan usaha
perikanan

8,008

Sumber; Dispenda Kota Bandar lampung 2003 (data diclah)

Dari objek Retribusi yang dimiliki di Kota
realisasi pendapatan dari Retribusi

Bandar Lampung

selama tiga tahun terakhir
mengalami pasang surut namun pada umumnya melampaui target.
Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar effort dari masing-masing
retribusi dapat dilihat pada table berikut:
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Tabel 7.16

Upaya (Effort) Retribusi Kota Bandar Lampung

Tahun 2000-2002
Ko JENIS RETRIBUSI L
2000 2001 2002
| [Pelayanan Keschatan 1,23359 114220 112856
2 [Pelayanan Persampahan 1,00047 | 088954 | 100178 |
m“ﬂcﬂt KTP dan Akie Cat Sipil 0, 54081 1,21438 131172
4 1,00343 1,00000 1,00002
5 1.00025 1,00066 100120
& 0,67664 085976 082678 |
7 034504 | 078327 | 094021
Lanjutan Tabel 7.16...
8 kakus 1,03564 3,13307 1 00045
9 potong Hosan 101219 | 0,89149 | 0,79904
10 fliin Peruntukan Penggunasn Tanah 165566 | 090979 | 006747
11 fliin Mendirikan Bangunan 230522 | 0203719 1,18455
12 fjin Tempat Penjualan Minuman Berakohol 043125 | 18027179 | #DIVAY
13 [jin Gangguan (HO) T60988 | 000375 | 105457 |
14 Jiiin Trayek Kendaraan 100133 | 151300 | 101004
15 ilksaan Alat Pemadam Kebakaran . 2565053 | 100252
16 jian Kendarasn Berrmotor = = |p3"92-ﬁ_
17 [Tanda Daflar Perusahaan : - 100774
1% [Tempat peldangan ikan . . 0, 59860
1% fPerijinan usaha perikanan - - 1,73920 |
TA-RATA 1L07% 0,995 2,002

Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung, 2003 (data diclah)

Realisasi retribusi selama tiga tahun ada yang mencapai dan
lebih tinggi dari target, ada pula yang tidak memenuhi target. Tahun
2000 dari 15 jenis diantaranya 11 yang memenuhi target, tahun 2001
hanya 8 jenis dan tahun berikutnya (2002), dari 19 jenis ada 13 yang
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diatas target, 5 tidak memenuhi sedang satu dihapus, yaitu ljin Tempat
Penjualan Minuman Berakohol.

Apabila dilihat secara rata-rata mengalami turun-naik, yaitu dari
1,075 pada tahun 2000 menurun menjadi 0,995 tahun 2001 dan tahun
berikutnya meningkat menjadi 2,002. Pada tahun 2000 yang
realisasinya lebih rendah adalah penggantian biaya cetak KTP dan
Catatan Sipil, Sewa Toko, Sewa Motor Wales, Terminad dan ljin
Tempat Berjualan Minuman Beralkohol. Sedang yang paling tinggi
adalah dari ljin Mendirikan Bangunan (IMB), Peruntukan Penggunaan
Tanah dan ljin Gangguan. Selanjutnya pada tahun 2001 dari 18 jenis
terdapat 8 yang tidak memenuhi target. Realisasi paling tinggi pada
tahun tersebut adalah Peruntukan Penggunaan Tanah dan Bangunan
serta Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Sedang yang kecil
adalah dari Sewa Motor Wales. Kemudian tahun 2002 yang tidak
memenuhi target antara lain adalah ljin Pemakaian Kekayaan
Daerah; Terminal;, Rumah Potong Hewan; dan [jin Peruntukan
Penggunaan Tanah serta Tempat Pelelangan lkan.

Pada tahun 2002 ada penambahan obyek retribusi baru, yaitu
KIR (Pengujian) Kendaraan Bermotor, tempat Pelelangan lkan dan
ljin Usaha Perikanan.

Dilihat dari sejumilah retribusi seperti dikemukakan di atas, yang
effortnya paling kecil adalah ljin Tempat Minuman Beralkohel, yang
memang sudah dihapus.

Selanjutnya dengan melihat perbandingan antara target dan
realisasi, maka untuk jenis retribusi yang melebihi (terutama yang jauh
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melebihi target) seperti IMB, ljin Gangguan dan ljin Peruntukan
Penggunaan Tanah, Tingginya realisasi penerimaan dibandingkan
target tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, ada dua
kemungkinan. Pertama, sebenamya bukan upaya Retribusi yang
sudah baik, melainkan penetapan target yang tidak sesuai dengan
potensi yang sebenarnya (target terlalu rendah), sehingga realisasi
melebihi target yang ditetapkan. Penetapan dan penghitungan target
Retribusi biasanya mengalami kendala-kendala atau kesulitan dalam
menentukan potensinya karena sangat dipengaruhi kesadaran dan
kemamuan konsumen untuk membayar retribusi serta perkembangan
perekonomian Kota Bandar Lampung pada umumnya. Kemungkinan
kedua yang menyebabkan tingginya upaya Retribusi tersebut adalah
kesadaran masyarakat sudah cukup baik. Apabila hal ini yang terjadi,
maka upaya yang harus dilakukan adalah memelihara kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah agar penerimaan jenis
Retribusi ini terus meningkat.

Sedang untuk yang lebih rendah dari target dimungkinkan tidak
tepatnya akurasi penetapan target. Untuk itu maka peru dilakukan
selain meningkatkan manajemen pelayanan, juga akurasi penetapan
target (Target Potential Synchonization) serta meningkatkan mutu
atau kualitas pelayanan dan membenahi Manajemen Pelayanannya.

Upaya-upaya tersebut sebetulnya secara operasional telah
dilakukan oleh Pemba Bandar Lampung, namun demikian upaya yang
sudah cukup baik ini periu terus dilanjutkan dan ditingkatkan.Adapun
beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka  optimalisasi
penerimaan retribusi yaitu

s Melaksanakan intensifikasi
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Melaksanakan identifikasi

Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-
undangan Retribusi dan Retribusi Daerah kepada waijib
Retribusifwajib retribusi;

Melaksanakan pemeriksaan lapangan

Meningkatkan profesionalisme SDM

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan pengolahan
serta pengelolaan Retribusi

Memanfaatkan hasil retribusi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, diantaranya pengadaan  dan perbaikan
saranalprasarana

Melaksanakan sosialisasi SIUP, TDP, TODLIULIPP untuk
kepastian hokum di dunia usaha

Meningkatkan monitoring/pendataan sumber retribusi
Meningkatkan frekwensi penagihan

Penggalian sumber yang layak dikenakan retribusi, misalnya
terhadap wartel

Meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM

Dari tabel di atas, dapat dianalisis bahwa Upaya Retribusi yang

merupakan rasio antara realisasi terhadap target nampak tinggi,
melebihi 100%.

2. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi

Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir

mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari perbandingan
prosentase pertumbuhannya untuk retribusi baru relatif sangat tinggi
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namun untuk retribusi yang telah lama adanya mengalami penurunan,
Hal tersebut terihat dalam tabel di berikut ini.

Tabel 21
Perbandingan Pertumbuhan Penerimaan Retribusi
Kota Bandar Lampung Tahun 2000-2001 Dan 2001-2002

No | JENIS RETRIBUSI 2000-2001 | 2001-2002
1. |[Pelayanan Kesehatan 0,44675 0,10580
2. Pelayanan Persampahan 1,34035 0,10434
3. [Pen ian Biaya Cetak KTP dan Akte Cat Sipil 1, 10056 043037
4. [Parkir di jalan umum 0,35898 0,00001
5. 0,34826 009125
6. [Pemakaian Kekayaan Daerah 1,25789 0,50401
7. [Terminal 0,88322 0,20037
8. [Penyedotan kakus 18,39261 (0,80202)
9. Rumah Hewan 042715 (0.10370)
10. Jjin Peruntukan Pengpunaan Tanah {0.02311) 0,66156
18 Em Mendirikan Hangunan (0,61692) 481265
12. Jjin Tempat Penjualan Minuman Berakohol 417.02154 | (1.00000)
13. Jjin Gangguan (HO) (0,99645) | 43840319
14. Jjin Trayek Kendaraan 091779 (0.08967)
15. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran : (0.94007)
16. Pengujian Kendaraan Bermotor | - 1449098
17._[Tanda Daftar Perusshaan s .

18. [Tempat pelelangan ikan -

19. |Perijinan usaha perikanan

Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung 2003 [data dnlah}

Dengan melihat data tersebut di atas tergambar pbahwa pada
umumnya menurun, walaupun dilihat dar jumlah meningkat. P
Pertumbuhan yang meningkat pada tahun 2000-2001 ke 2001-2002
hanya ljin penggunaan Tanah, IMB dan ljin Gangguan, sedang yang
lainnya menurun bahkan ada yang sampai minus. Untuk itu maka
upaya-upaya seperti dikemukakan di atas periu dilanjutkan.
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3. Analisis Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap PDRB

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Retribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Angka ini
diperiukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
Retribusi jika terjadi perubahan dalam PDRB. Angka-angka yang
menunjukkan elastisitas yang tinggi mengandung arti bahwa untuk
peningkatan penerimaan dari jenis Retribusi ini, secara otomatis dapat
dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan semakin berkembangnya suatu daerah maka akan
meningkatkan  penerimaan terhadap  daerah. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan membuat
kebijakan-kebijakan yang dapat memicu dan memacu pertumbuhan
perekonomian daerah. Selanjutnya, upaya pemacuan pertumbuhan
ekonomi daerah dapat dilakukan melalui pemacuan sektor-sektor
unggulan baik dilihat dari kontribusinya maupun dilihat darni
pertumbuhannya. Adapun elasitistas Retribusi Daerah terhadap PDRB
adalah sebagai berikut :
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Tabel 7.19

Elasitistas Retribusi Daerah Terhadap PDRB

Ne JENIS RETRIBUSI Elmstiitss |
e, 20002001 | 2001-2002
I.  |Pelayanan Keschatan 0,14273 0,03380
2. anan Persampahan 0.42823 0,03334
3. ian Biaya Cetak KTP dan Akte Cat Sipil 035162 | 0,13750
#. Parkir di jalan umum 0,11469 000000
5. Pasar 0,11127 0,02979
6.  Pemakaian Kekayaan Dacrah 040188 0,16103
7. [Terminal 028218 0,06402
B [Penyedotan kakus | 587623 | (0.25624)
5. Rumah potong Hewan 013647 | (0.03313)
10 lfjin Peruntukan Penggunasn Tanah | (0,00738) | 021136
1. Tjin Mendirikan Bangunan (0,19710) | 153759
12. Jjin Tempat Penjualan Minuman Berakohol 13323372 | (031949
13 Yjin Gangguan (HO) (0.31835) | 14006492
14. _jjin Trayek Kendaraan 029322 | (0.02865)
15. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - (0,30034)
16 Pengujian Kendaraan Bermotor - 4.62970
I7. [Tanda Dafiar Perusshaan . -
:Is. Tempat pelelangan ikan " e
9. Perijinan usaha perikanan s .

Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung 2003 (data diolah)

yang

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa tahun 2000-2001 pada
umumnya semua jenis refribusi tidak elastis terhadap PDRB, kecuali
Fieﬁbl.rﬁi Penyedotan Kakus dan ljin Tempat Penjualan Minuman
Berlakohol. Sedang pada tahun 2001-2002 hanya
Kendaraan Bermotor dan IMB, bahkan pada tahun tersebut banyak

minus

Pengujian
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Nilai elastisitas Retribusi yang relatif rendah ini menunjukkan
bahwa perubahan penerimaan Retribusi tidak sensitif terhadap
pertumbuhan ekomomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan
pertumbuhan ekonomi, tidak akan berdampak besar terhadap
pertumbuhan penerimaan Retribusi. Sensitivitas yang rendah ini
kemungkinan karena Retribusi-Retribusi daerah tersebut tidak terkait
langsung dengan Pertumbuhan PDRB.

Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarif, dan dengan
asumsi faktor lain tetap, maka untuk yang elastisitasnya lebih >1,
maka pemberdayaan yang periu dilakukan adalah melalui perubahan
tariff (Tarif Empowerment Model). Untuk sedang yang nilai
elasfisitasnya <1, pemberdayaan yang perlu dilakukan harus non tariff
(Non Tarif Empowerment Model). Oleh karena bila upaya menaikkan
tariff dilakukan beban masyarakat akan lebih besar. Dengan
demikian sebelum mengeluarkan kebijakan kenaikan tariff hendaknya
periu dilihat tedebih dahuli keadaan ekonomi masyarakat.

4. Analisis Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap Investasi

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Retribusi terhadap Investasi baik PMA maupun PMDN; Angka ini
diperukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
Retribusi jika terjadi perubahan dalam PMA dan PMDN. Angka-angka
yang menunjukkan elastisitas yang tinggi mengandung arti bahwa
untuk peningkatan penerimaan dari jenis Retribusi ini, secara otomatis
dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan investasi.
Dengan semakin berkembangnya investasi suatu daerah maka akan
meningkatkan penerimaan terhadap daerah. Peningkatan investasi
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dapat dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat
memicu dan memacu pertumbuhan investasi di daerah. Adapun
elasitistas Retribusi Daerah terhadap Investasi adalah sebagai berikut

Tabel 7.20
Perbandingan Elastisitas Retribus| Daerah Terhadap
PMA dan PMDN
Mo Elastisitas Terhadap Elastisitas Terhadap
JENIS RETRIBUSI PMDN PMA

2000-2001 | 2001-2002 | 2000-2001 | 2001-2002
1. Pelayanan Kesehatan 0,01915 | (0.06613) | 005141 | (0,05511)
2. [Pelayanan Persampahan 005745 (0,06521) 015424 | (0,05434)
3

j jan Biaya Cetak KTP
Akie 0,04717 | (0,26898) | 0,12665 | (0,22415)
: 0,01539 | (0,00001) | 0,04131 | (0,00001)

001493 | (0,03828) | 0,04008 | (0,04857)
70,0592 | (0,31501) | 0,14475 | (0,26251)
003786 | (0,12523) | 0,10164 | (0,10436)
0, 78837 050126 211653 041772
001831 0.06481 0.04915 0,05401

(0,00099) | (0,41348) | (0,00266) | (034456
(0,02644) | (3,00791) | (0,07099) | (2,506359)

1787491 | 062500 | 47.98867 | 052083
(0.04271) |(274.00199) | (0.11467) | (228.334%)
0,03934 | 005604 | 010561 | 0,04670

|
- os87s4 | - 048962 |

: (9,05686) : (7.54738) |
2 #DIV/O! : |

19 Perijinan usaha perikanan ;
Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung 2003 (data diclah)

Dilihat dari tabel di atas, elastisitas penerimaan Retribusi
terhadap investasi baik PMA maupun PMDN nampak juga sangat
rendah. Pada Tahun 2000-2001 yang paling tinggi elastisitasnya pada
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PMA adalah ljin Tempat Minuman Beralkohol. Sedang pada tahun
2001-2002 tidak ada satupun yang elastis. Kemudian elastisitas
terhadap PMDMN hanya ada dua yang elastis, yaitu Penyedotan Kakus
dan ljin Tempat Minuman Beralkohol (yang tahun berikutnya tidak
dipungut lagi), sedang tahun berikutnya tidak ada satupun yang
elastis.

Hal ini menggambarkan bahwa pada umumnya jenis-jenis
retribusi tersebut tidak banyak pengaruhnya terhadap bahkan kurang
keterkaitannya dengan investasi

5. Analisis Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran
Pembangunan

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung Elastisitas Setiap
Jenis Retribusi terhadap pengeluaran pembangunan; Angka ini
diperiukan untuk melihat bagaimana respon penerimaan setiap jenis
Retribusi jika terjadi perubahan dalam pengeluaran pembangunan.
Adapun elasitistas Retribusi Daerah terhadap pengeluaran
pembangunan adalah sebagai berikut:
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Tabel 7.21
Elastisitas Retribusi Daerah
Terhadap Pengeluaran Pembangunan

No JENIS RETRIBUSI E PEMB.
Z000-20:01 | 20:01-2002
1. Pelayanan Kesehatan 0,02309 0,00617
2. [Pclayanan Persampahan 0,06927 0,00608
3. tian Biaya Cetak KTP Dan Akie Cat Sipil | 005688 | 0,02508
4. [Parkir Di Jalan Umum 0,01855 0, 00000
5. [Pasar 001800 0,00543
6. akaian Kekayaan Daerah 006501 0,02937
7. [Terminal 0,04 564 0,01168
8. otan Kakus 0,95052 (0,04674)
9, mish P‘Lﬂmﬁ Hewan u,uz‘mg {0, 00604 )
10. fjin Peruntukan Penggunaan Tanah (0.00119) | 0,03855
11. fijin Mendirikan Bangunan (0,03188) | 0,28046
12. Njin Tempat Penjualan Minuman Berakohol 21,55150 | (0.05828)
13. fjin Gangguan (Ho) (0.05150) | 2554797 |
14. Hjin Trayek Kmd!_m 0,04743 l‘,l].ﬂﬂﬁly_
15. iksaan Alat Pemadam Kebakaran - (0,05478)
| 16. Penpujian Kendaraan Bermotor - 0,B4446
17. [Tanda Daftar Perusahaan - =
18. [Tempat Pelelangan [kan
L ijinan Usaha Perikanan
Sumber : Dn tan Daerah Kota Kota Bandar Lampung, 2003 diolah

Berdasarkan data di atas, hampir semua jenis retribusi tidak
elastis terhadap pengeluaran pembangunan. Pada tahun 2000-2001
yang elastis hanya dari ljin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
sedang tahun 2001-2002 hanya ljin Gangguan. Dari data yang
menunjukan bahwa elastisitas masing-masing retribusi pada
umumnya relatif kecil terhadap pengeluaran pembangunan
menandakan bahwa prosentase perubahan penerimaan retribusi atas
pengeluaran pembangunan relatif kecil pula. Untuk itu selain upaya
yang secara operasional telah dilakukan oleh Pemda Kota Bandar
Lampung, yang juga periu lebih ditekankan pendataan ulang
terhadap objek retribusi (Data Consolidation Model).
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BAB VIl
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BATU

A. Analisis PAD Secara Umum

Analisis PAD Kota Batu, hanya terbatas pada perbandingan
realisasi dengan target yang telah dicapai pada Semester | Tahun
Anggaran 2003. Hal ini dilakukan karena keterbatasan data yang
tersedia, sehubungan dengan Kota Batu yang belum lama berdiri.

Secara umum, PAD Kota Batu meliputi pajak daerah, retribusi
daerah, dan lain-ain pendapatan asli daerah yang sah. Hingga
Semester | Tahun 2003 realisasi pajak daerah sudah mencapai
47,52% atau Rp. 2.055.405.083- dar target sebesar Rp.
4.325.000.000,-. Sementara itu, realisasi retribusi hingga semester |
Tahun 2003 sudah mencapai 45,82% atau sebesar Rp. B60.364.874 -
dari target sebesar Rp. 1.768.500.000,-. Jadi keseluruhan realisasi
pajak dan retribusi hingga akhir semester | Tahun 2003 di Kota Batu
sedah mencapai 45,22% atau sebesar Rp. 3.026 681.079,- dari target
sebesar Rp. 6.693.500.000.-

- Lain-lain PAD yang sah di Kota Batu hanya terdiri dari Jasa Giro.

Pada Tahun 2003 penerimaan dari pos ini ditargetkan
Rp.600.000.000,- dan hingga akhir semester | Tahun 2003 sudah
tercapai Rp. 160.911.142,01 - atau 26,81 %.
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Apabila diasumsikan penerimaan PAD selama satu tahun
merata, maka nilai target semesteran merupakan setengah dari target
tahunan. Dengan demikian, target dan realisasi serta upaya (effort)

yang dimiliki Kota Batu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8.1

Upaya (Effort) PAD Kota Batu
Jenis Penerimann | Target Tahunan | Target 5 an | Realisasi S i Effort

{Rp) (Rp} (Rp)
Pajak Ducrnh 4325 000,000 2162, 500,000 - 2,085 405063 - 93.05% |
Retribusi Duerah 1.768_500.000,- §54.250,000 B0 364 B4 | 97.09% |
Pendapatan Lain &00_000.000,- 300,000, 000,- Te0.911.142,- 53.64% |
Yang Sah (Jasa
Gira)

Sumber. DIPENDA Kota Batu, diciah

Pada tabel di atas nampak bahwa

diantara tiga kategori

penerimaan, refribusi daerah memiliki nilai effort yang paling bagus
secara kuantitatif, dan pendapatan lain yang sah merupakan yang
paling rendah. Berdasarkan informasi dari para pejabat terkait, telah
dilakukan berbagai upaya untuk meningkan kinerja pajak dan retribusi
tersebut, yang secara umum meliputi:

I. Penagihan langsung kepada wajib pajak dan retribusi oleh tim

yang dibentuk manakala

pembayarannya;
2. Penekanan melalui rapat-rapat koordinasi kepada dinas terkait

pemungut retribusi, agar
memenuhi pemungutan jenis retribusi

sudah

melakukan

kewenangan dan tanggung jawabnya;
3. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang

mengatur

perijinan

tertentu, seperti

jatuh  tempo waktu

intensifikasi serta
yang menjadi

liin Peruntukan
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Penggunaan Tanah; ljin Mendirikan Bangunan, ljin Gangguan
(HO), ljin Trayek MPU; Serta ketentuan-ketentuan lainnya
yang mengatur tentang tarif, besamya pengenaan, tata cara
dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Analisis Pajak Daerah

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa upaya pajak (tax efforf)
berdasarkan asumsi penerimaan pajak dalam satu tahun terdistribusi
secara merata per semester, adalah sebesar 95 05%. Nilai upaya
pajak seperti tersebut, merupakan kontribusi dari 6 (enam) jenis pajak
daerah yang ada di Kota Batu. Secara rinci, keenam jenis pajak
daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

. Pajak Hotel, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp.
1.392.500.000,. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 sudah
mampu direalisasikan Rp. 672.371.680,- atau 48,28 % atau rata-
rata penerimaan per bulan Rp. 8,04 %. Berdasarkan informasi dari
DIPENDA, meskipun sedikit di bawah prosentase rata-rata,
diharapkan pada akhir Tahun Anggaran Pajak Hotel bisa mencapai
target, mengingat adanya hari-hari libur sekolah, libur nasional
serta event lainnya yang diselenggarakan di Batu baik tingkat
regional maupun tingkat nasional.

2. Pajak Restoran, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp.
157.500.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 sudah mampu
direalisasikan Rp. 73.913.259 - atau 46,93 %, yang berarti rata-rata
penerimaan per bulan 7,82 %. Sebelumnya Pajak Restoran
disatukan dengan Pajak Hotel. Melalui Surat Edaran Mendagri
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Momor 903/2477/Sj, kedua jenis pajak daerah ini dipisahkan,
karena restoran yang ada di hotel-hotel tertentu selama ini tidak
sepenuhnya langsung memberikan pelayanan konsumsi dan hotel
yang bersangkutan, akan tetapi lebih berfungsi sebagai penyediaan
sarana untuk tamu menyantap makanan yang dipesan dari luar
hotel, sedangkan bagi kelompok rumah makan dan warung rata-
rata adanya penurunan tingkat tamu. Dengan demikian, melalui
pemisahan ini akan lebih nyata fluktuasi yang terjadi dalam
penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

Mengenai tarif pajak hotel dan pajak restoran, bahwasannya
sekarang ini besar tarif pajak yang dikenakan kepada sebagian
besar pengusaha hotel dan restoran berdasarkan pada penetapan
oleh pihak Pemkot berkonsultasi dengan para subjek, jadi
jumlahnya tetap setiap bulannya. Beberapa hotel dan restoran
meminta besar tarf yang berdasarkan omzet mereka, dan ini
cenderung diminta oleh para pengusaha yang kurang laku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemda Kota Batu akan
mengujicobakan online inspection di 5 hotel besar untuk
mengetahui langsung jumlah pengunjung/omzet. Hal ini pada
mulanya memang mendapat protes yang keras dari para
pengusaha, akan tetapi setelah dilakukan pendekatan yang intensif
-dan diberikan percontohan di Kabupaten dan Kota Malang tentang
hal serupa, para pengusaha tersebut akhimya setuju.

3. Pajak Hiburan, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp.
600.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 sudah mampu
direalisasikan Rp. 357.870.600, - atau 59,65 %, yang berarti rata-
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rata penerimaan per bulan sebesar 9,94 %. Angka tersebut
melebihi target yang ditentukan, yang jika dirata-ratakan
semestinya cukup mencapai 8,33%. Hal tersebut disebabkan
bahwa pada bulan Juni terjadi peningkatan penerimaan sebagai
dampak dari meningkatnya pengunjung ke tempat rekreasi
berkenaan dengan dimulainya liburan sekolah.

. Pajak Reklame, pada Tahun 2003 ditargetkan sebasar Rp.
140.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 sudah mampu
direalisasikan sebesar Rp. 86.502.638, - atau 61,79 %, yang
berarti rata-rata penerimaan per bulan sebesar 10,28. Tingginya
realisasi sehingga melebihi target rata-rata bulanan, disebabkan
oleh penyetoran yang dilakukan biro-biro Reklame (birek) sebagai
pemilik reklame dalam ukuran besar yang jatuh tempo pembayaran
pajaknya pada bulan Januar sampai dengan Juni. Di samping itu
didukung pula oleh meningkatnya reklame insidentil seperti Benner,
spanduk, baliho, umbul-umbul, dan lain-lain.

. Pajak Penerangan Jalan, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar
Rp. 2.000.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 sudah
mampu direalisasikan sebesar Rp. 846.502 638, - atau 42,32 %,
yang berarti rata-rata penerimaan per bulan sebesar 7,05%.
Penetapan pajak penerangan jalan didasarkan pada jumlah
pemakaian daya listrik oleh rumah tangga dan industri, dengan
demikian dalam penetapan pajak ini pihak Pemda (DIPENDA)
melakukan koordinasi dengan pihak PLN Malang, sehingga jumlah
penyetor mengacu pada data ril pelanggan. Pada akhir tahun
Anggaran 2003 diharapkan bisa mencapai target karena adamya
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kebijaksanaan kenaikan tarf listrik setiap triwulan dalam kurun
tahun 2003.

Pajak Parkir, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp. 20.
000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 realisasi pajak
parkir sudah melebihi target tahunan yailu sebasar Rp.
20.760.000, - atau 103,80 %, yang berarti rata-rata pemasukan tiap
bulan 17,30%. Tingginya pencapaian pajak parkir ini disebabkan
oleh upaya intensifikasi pada obyek Taman Rekreasi serta
meningkatnya pengunjung pada liburan sekolah, sehingga jumiah
parkir meningkat yang otomatis berdampak kepada peningkatan
penerimaan pajak parkir.

Dari keseluruhan pajak daerah yang dimiliki Kota Batu saat ini,

jika diasumsikan bahwa target tahunan didistribusikan secara merata
per semester, dan target dirumuskan sesuai dengan potensi yang
dimniliki, maka upaya pajaknya dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 8.2
Upaya Pajak Kota Batu Tahun 2003

o Tenis Fajak Target Tahunan | Target Semesteran | Realisas Semester | Effort

| (Hp) (Rp) I{Rp)
T | Pajak Hotel 1352 300.000,- 96250 000.- ST1371.680,- | 96.57% |
I | Pajak Restoran 157 500.000,- T, 750, 000, - TI913.259.- | 93.86%
3. | Pajak Hiburan 600 000 000, 300000000, 35T BT0.600- | 119.3%
4 | Pajak Rekiame 140 000.000,- 70,000,000 - 85501638, - | 123.6%
1 [Pajak  Pemersngan 2.0000.00 0.000,- 1.000.000,000.- £46 502638, - | B4,65%

! Jalan
3 | Fajak Parkir 20, 000000 - 10,000,000, 20,760,000, - | 207 6%

Total 3,162, 500.000 - 035405063~ | 9505%

Sumbar DIFENDA Kota Batu, diolah
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Pada tabel di atas nampak bahwa dari 6 jenis pajak daerah
yang ada, belum semuanya memiliki upaya pajak yang bagus
Diantara keenam jenis pajak tersebut, 3 jenis diantaranya mempunyai
effort yang melebihi 100%, yaitu pajak hiburan, pajak reklame, dan
pajak parkir. Meskipun effort relatif besar, namun berdasarkan
informasi yang diperoleh dar pejabat terkait, nampaknya belum
menjamin sistem pemungutan yang sudah baik dan juga belum
menjamin potensi yang ada telah teroptimalkan, karena:

Pertama, terutama pajak hiburan dan pajak parkir meningkat
tajam disebabkan adanya momentum liburan sekolah yang
menyebabkan banyaknya kunjungan ke tempat-tempat rekreasi dan
meningkatnya jumlah parkir, jadi bersifat temporer. Namun demikian,
meskipun hal ini bersifat temporer, jika terjadi berulang pada bulan-
bulan tertentu, semestinya dapat diprediksikan sejak awal sehingga
penetapan target lebih dapat disesuaikan. Dengan demikian, tidak
terjadi baru satu semester berjalan target sudah tercapai melebihi
100%. Jika demikian, seclah-clah target ditetapkan “asal-asalan” dan
pencapaian target tidak menunjukkan effort yang sebenamya dan juga
tidak menunjukkan prestasi dalam pemungutan pajak ini. Berdasarkan
hal tersebut, maka model pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk
kedua jenis pajak daerah ini adalah Data Consolidation Model (DCM).

Kedua, memperhatikan efforf pajak reklame nampak melebihi
100%, dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari pejabat terkait,
tingginya realisasi jenis pajak ini karena ada lonjakan dalam
pemasangan reklame dalam bentuk banner, spanduk, baliho, umbul-
umbul, dan laindain. Jika diperhatikan lonjakan penerimaan ini
bersumber dari jenis reklame yang dilakukan secara insidentil. Dan
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kita ketahui, reklame insidentil ini, akan sangat tergantung kepada
kondisi perekonomian yang ada di Daerah tersebut terutama
kemampuan produsen dan potensi pasar yang ada. Dengan demikian,
meskipun tidak diketahui persis berapa respon penerimaan pajak
reklame yang disebabkan oleh perubahan PDRB, dapat diduga model
yang periu dikembangkan untuk jenis pajak ini adalah model
pemberdayaan tidak langsung melalui pemacuan periumbuhan
ekonomi daerah (Indirect Model).

Keliga, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan,
terlihat mempunyai effort yang kurang dar 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa masih perlu ada upaya optimalisasi melalui perbaikan intemal
antara lain optimalisasi pemungutan, peningkatan kesadaran wajib
pajak, dan khsus untuk pajak penerangan jalan, karena berkaitan
dengan pihak PLN perlu ada kerjasama yang lebih harmonis dalam
pemungutan jenis pajak ini. Dengan demikian, model yang ditawarkan
untuk pemberdayaan ketiga jenis pajak ini adalah model intensifikasi
{Intensification Model).

Berkaitan dengan hal ini. Pemda Kota Batu sebenamya telah
melakukan upaya pemberdayaan melalui intensifikasi dengan cara
membentuk tim penagih kepada para penunggak pajak. Hasilnya,
pada Tahun 2004 terjadi peningkatan nilai PAD sebesar 15 %.

C. Analisis Retribusi Daerah

Ada 18 (delapan belas) jenis retribusi yang dipungut di Kota Batu
pada Tahun 2003. Kedelapan belas jenis retribusi tersebut beserta
target dan realisasinya adalah sebagai berikut;
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I. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut oleh Dinas
Kesehatan, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp 84.000.000.-
. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 realisasi retribusi ini sudah
mencapai sebesar Rp. 36.787.200, - atau 43,65 %, yang berarli
rata-rata pemasukan per bulan sebesar 7.29 %. Rendahnya
pencapaian target ini, berdasarkan informasi dari pejabat terkait
karena terdapat berbagai kendala antara lain:

+ Tarif retribusi pengobatan yang seharusnya sudah disesuaikan
menjadi Rp. 2.000,- sampai sekarang belum terealisir, karena
beban target yang ditetapkan sebesar 84.000.000,-
diperhitungkan atas dasar tarif retribusi sebesar Rp. 2.000 -

+ Kunjungan pada bulan Juni, Juli dan Agustus sudah sejak dulu
pada umumnya menurun, kalau dibandingkan pada bulan-bulan
lainnya.

2. Retribusi Kebersihan Lingkungan vyang dipungut oleh Dinas
Kebersinan dan Pertamanan, pada Tahun 2003 ditergetkan
sebasar Rp 300.000.000.-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003
realisasi retribusi ini sudah mencapai sebesar Rp. 93.146.200, -
atau 31,05 %, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan sebesar
5,17 %. Rendahnya pencapaian target ini disebabkan oleh:

+ Peraturan Daerah tentang retribusi kebersihan belum ada,
sehingga dasar penarikan retribusi menjadi polemik di
masyarakat,

¢ Kemampuan masyarakat terbatas karena kelesuan ekonomi
yang menyebabkan partisipasi masyarakat khususnya sekior
industri berkurang;
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+ Biaya operasional BBM sebagai pengganti operasional yang
merupakan bantuan dari Pemerintah Kota fidak lancar
sebagaimana yang diharapkan sehingga pelayanan
pengangkutan sampah menjadi terhambat.

3. Retribusi Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil yang dipungut cleh
Dinas Kependudukan, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar
Rp 30.000.000.-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 realisasi
retribusi ini sudah mencapai sebesar Rp. 18.783.250, - atau 62 61
%, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan sebesar 10,43 %.
Tingginya pencapaian target tersebut, berkat partisipasi aktif
anggota masyarakat yang semakin paham akan arti pentingnya
akte dan identitas penduduk. Di samping itu adanya upaya-upaya
keras yang dilakukan oleh petugas baik pelayanan langsung di
kantor maupun sosialisasi dalam bentuk penyuluhan di lapangan.

4. Retribusi Pemakaman yang dipungut oleh Dinas Kebersihan dan
Pertamanan, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp
39.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 realisasi
retribusi ini sudah mencapai sebesar Rp. 20.150.000, - atau 51,67
%, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan sebasar 8,61 %
atau hampir sudah memenuhi standar. Realisasi tersebut diperoleh
dari permohonan perpanjangan penggunaan tanah makam oleh

* para ahli waris.

5. Retribusi Parkir yang dipungut cleh Kantor Perhubungan, pada
Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp. 150.000.000.-. Hingga akhir
Semester | Tahun 2003 realisasi retribusi ini sudah mencapai
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sebesar Rp. 72.020.600,- atau 48,01 %, yang berarti rata-rata
pemasukan per bulan sebasar 8,00 %.

. Retribusi Pasar yang dipungut oleh Dinas Pendapatan / UPTD

Pasar, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp.322.000.000,-.

Hingga akhir Semester | Tahun 2003 realisasi retribusi ini sudah

mencapai sebesar Rp. 175.634.000,- atau 54,54 %, yang berarti

rata-rata pemasukan per bulan sebasar 9,09 %. Meskipun
pencapaian retribusi pasar ini sudah melebihi standar, namun untuk
lebih lebih optimalnya, menurut pejabat terkait peru dilakukan
pembenahan pasar hewan yang kondisinya tidak layak, terutama
pengadaan pagar keliling area pasar hewan yang selama ini tidak
ada, perbaikan tambatan termak yang selama ini dalam kondisi
rusak, dan begitu pula hainya perlu perbaikan tambatan hewan.

Adapun sektor pasar yang belum mencapai prosentase terutama

adalah:

+ Retribusi Pasar Hewan. Hal ini disebabkan karena
keadaan/kondisi bangunan sudah fidak layak pakai (pagar,
rabatan, tambatan hewan), selain itu keadaan pasar sangat sepi.

+ Retribusi Radius Pasar, Untuk bulan Juni 2003 ada 1 Obyek
yang belum bayar karena tutup.

+ Retribusi Pasar Desa;, Pembayaran bulan Juni tertunda karena
keadaannya sepi, baru kemudian bulan Juli di bayar (2 bulan).

. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut oleh Dinas
Kebersinan dan Pertamanan, pada Tahun 2002 ditergetkan
sebasar Rp. 25.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003
realisasi retribusi ini sudah mencapai sebesar Rp. 11.500.000,-
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atau 46,00 %, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan sebasar
7,66 %,

8. Retribusi Terminal yang dipungut oleh Kantor Perhubungan,
pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp.127.500.000,-. Hingga
akhir Semester | Tahun 2003 realisasi retribusi ini sudah mencapai
sebesar Rp. 59.445800- atau 46,62 %, yang berarti rata-rata
pemasukan per bulan sebasar 7,77 %. Rendahnya pencapaian
target ini berdasarkan informasi dari pejabat terkait disebabkan
karena selama kurun Juni 2003 terjadinya unjuk rasa para
pengemudi angutan umum, juga jumlah angkutan umum yang
beroperasi setiap hari rata-rata hanya 80 % dari kendaraan yang
ada.

9. Retribusi Potong Hewan yang dipungut oleh Dinas Pertanian dan
Kehutanan, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar’ Rp.
25.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 realisasi
retribusi ini sudah mencapai sebesar Rp. 10.040.000,- atau 40,16
%, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan sebasar 669 %.
Rendahnya pencapaian target ini berdasarkan informasi dari
pejabat terkait disebabkan karena:

+ Jumiah pemotongan hewan sulit diprediksi karena adanya
pasokan daging dari luar batu seperti dari kabupaten dan kota
Malang;

¢ Di samping fasilitas rumah potong hewan (RPH) kurang
mamadai dan juga terbatasnya tenaga teknis operasional
lapangan;
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+ Persaingan antar pedageng/jagal terutama banyaknya pasokan
daging dari luar Kota Batu yang dipasarkan di Kota Batu,
akibatnya mempengaruhi jumlah pemotongan di RPH Batu.

+ Masyarakat/Konsumen banyak yang beralih membeli daging
ayam atau ikan lainnya karena harganya lebuh murah
dibandingkan dengan harga daging sapi.

+ Karena sepinya pasar sebagian pedagang/jagal tidak memotong
sendiri melainkan kulakan daging

+ Keterbatasan tenaga di lapangan

10. Retribusi ljin Mendirikan Bangunan — IMB yang dipungut oleh
Dinas Kimpraswil, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar
Rp.300.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 realisasi
retribusi ini sudah mencapai sebesar Rp. 133.807.764,- atau
4460 %, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan sebasar
7,43 %. Rendahnya pencapaian target ini berdasarkan informasi
dari pejabat terkait disebabkan karena terdapat berbagai kendala
antara lain:

+ Pemochon banyak datang ke kantor IMB dengan kondisi
bangunan sudah ada kegiatan fisik (sudah menggali pondasi,
sudah membangun dinding, dan sebagimanya), dengan
demikian petugas mengalami hambatan dalam mengatur
“Garis Sepadan jalan" di satu sisi sangsi akan pembongkaran
bangunan yang melanggar garis sepadan masih minim
dilaksanakan;

+ Tidak semua orang yang membangun suatu bangunan sadar
akan pentingnya ijin mendirikan bangunan (IMB):

¢ Dengan banyak birckrasi yang dilewatu dalam melengkapi
syarat-syarat permohonan |BM (harus dilegalisasi Kepala
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Desa, Lurah dan Camat), menjadikan pemohon IMB merasa
memasuki tahapan birokrasi yang panjang dan berliku;

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu lebih banyak sosialisasi
kepada masyarakat akan pentingnya IMB, bisa melalui: Spanduk,
stiker, selebaran/pamplet, baliho atau terjun dari desa ke desa
untuk mensosialisasikan IMB. Selain itu, peru segera mempunyai
rencana umum tata ruang kota dan rencana detail tata ruang kota
agar penataan dan pengendalian suatu wilayah, kawasan bisa
berkesinambungan serta sesuai dengan rencana umum tata ruang
kota.

11. Retribusi ljin Gangguan — HO vyang dilakukan oleh Kantor
Satpol PP, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar
Rp.150.000.000.-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 realisasi
retribusi ini sudah mencapal sebesar Rp. 46.665.460.- atau
31,11%, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan sebasar 5,18
%. Rendahnya pencapaian target ini berdasarkan informasi dari
pejabat terkait disebabkan karena terdapat berbagai kendala
antara lain:
¢ Tidak akuratnya data yang disampaikan oleh pemerintah

Kabupaten Malang pada saat penyerahan data, pemegang ijin
HO, sehingga harus mendata ulang kepada setiap obyek.

+ Sebagian besar obyek pemegang ijin HO masih belum
berakhir masa berlakunya dan juga persyaratan-persyaratan
untuk mendukung diterbitkannya ijin HO terlalu banyak
sehingga masyarakat malas untuk mengurusnya.
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+ Masih kurangnya kepedulian dan pemahaman pada setiap
masyarakat/subyek retribusi tentang pentingnya suatu usaha
memiliki ijin gangguan (HO) di samping ijin-ijin usaha yang lain.

¢ ljin gangguan (HO) dalam prosesnya melibatkan tim perijinan
dari dinas/kantorfinstansi terkait yang harus melaksanakan
tugas melakukan survey/peninjauan lapangan yang dituangkan
dalam bentuk rekomendasi tentang layak atau tidaknya usaha
tersebut beroperasi sehingga memberikan masukan kepada
Kepala Daerah dalam proses pengambilan keputusan.

+ Karena ijin Gangguan (HO) diharapkan merupakan ijin terakhir
dari beberapa ijin yang harus dimiliki oleh setiap subyek
retribusi dan harus disertakan/lampirkan pada permohonan
pengajuan ijin, sehingga pada pelaksanaannya harus
menunggu ijin-ijin yang lain tersebut diterbitkan terlebih dahulu.

Retribusi ijin trayek yang dipungut oleh Kantor Perhubungan,
pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp. 5.000.000,-. Hingga
akhir Semester | Tahun 2003 realisasi retribusi ini sudah
mencapai sebesar Rp.1.200.000- atau 24,00%, yang berarti
rata-rata pemasukan perbulan 4,00%. Rendahnya rata-rata
pemasukan per bulan ini disebabkan ocleh adanya keputusan
perpanjangan ijin trayek untuk 2 (dua) wilayah/daerah menjadi
kewenangan Dinas Perhubungan Propinsi.

Retribusi Bongkar Muat yang dipungut oleh Kantor
Perhubungan, pada Tahun 2003 ditargetkan sebesar
Rp.40.000.000.-. Hingga semester | sudah terealisasi sebasar Rp.
17.250.000,- atau 43,13%, yang berarti rata-rata pemasukan per
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bulan 7,18%. Kinerja retribusi bongkar seperti ini disebabkan cleh
belum adanya standar tarif yang diatur oleh Peraturan Daerah.

4. Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah - IPPT vyang
dipungut oleh Dinas Kimpraswil, pada Tahun 2003 ditergetkan
sebasar Rp. 25.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003
realisasi retribusi ini sudah mencapai sebesar Rp. 18.432.600 -
atau 73,73 %, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan
sebasar 12,28 %. Meskipun rata-rata pemasukan per bulan
sudah melampauan standar, namun agar dapat lebih meningkat
pada masa mendatang bisa dilakukan penyuluhan kepada desa-
desa juga memangkas birckrasi yang panjang. Selain itu,
tingginya pemasukan per bulan juga disinyalir karena penetapan
target yang terlalu rendah, karena selama ini masih dirasakan
banyak hal yang belum dilaksanakan secara optimal dalam upaya
peningkatan jenis retribusi ini. Beberapa hal yang masih kurang
ini antara lain:

+ Kurangnya sosialisasi akan pentingnya IPPT ke masyarakat
mengingat IPPT masih merupakan produk perda yang baru.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperiukan sosialisasi bisa
dilaksanakan dengan pemasangan spanduk, baliho, pamplet
atau sosialisasi langsung ke Desa

+ Terlalu panjang dan berlikunya birokrasi pengurusan IPPT.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka agar pemohon tidak
melewati birokrasi yang panjang, maka pengajuan IPPT
khususnya lahanftanah dengan rencana bangunan tanpa
limbah {misal: rumah, toko, gudang) Blanko permohonan (ijin
Tetangga) tidak perlu dilegalkan Kepala Desallurah dan
Camat. Untuk lahan/tanah dengan rencana bangunan dengan
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limbah (Pabrik, industri), dilegalkan Kepala Desa/Lurah dan
Camat.

¢ Perlu mempunyai RUTRK dan RDTRK agar penataan /
pengendalian sebuah wilayah/kawasan biza
berkesinambungan dan sesuai dengan RUTRK.

Retribusi Uji Kier yang dipungut oleh Kantor Perhubungan, pada
Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp. 81.000.000,-. Hingga akhir
Semester | Tahun 2003 realisasi retribusi ini sudah mencapai
sebesar Rp. 72.132.800,- atau 89,05 %, yang berarti rata-rata
pemasukan per bulan sebasar 14,84 %. Tingginya pencapaian
target ini karena didukung oleh realisasi denda keterlambatam
perpanjangan waktu uji kier yang mencapai Rp. 26.000.000.- atau
32, 10 % (dalam kurun waktu untuk masa ijin 6 bulan).

Retribusi ljin Koperasi, Industri dan Perdagangan yang
dipungut oleh Dinas Koperindag, pada Tahun 2003 ditergetkan
sebasar Rp. 30.000.000,-. Hingga akhir Semester | Tahun 2003
realisasi retribusi ini sudah mencapai sebesar Rp. 19.800.000,-
atau 66,00 %, yang berarti rata-rata pemasukan per bulan
sebasar 11,00 %. :

Retribusi ljin Usaha Kepariwisataan yang dipungut oleh Dinas

Pariwisata, pada Tahun 2003 ditergetkan sebasar Rp.

35.000.000,. Hingga akhir Semester | Tahun 2003 retribusi ini

belum terrealisasikan sama sekali, karena:

¢ Mengacu Perda Kabupaten malang Nomor 18 dan 19 tahun
yang pada saat ini tidak berlaku lagi;
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+ Untuk masa ijin setiap 3 tahun masih berlaku, sedangkan yang
untuk perpanjangan masih relatif sedikit dengan nilai
retribusinya masih relatif kecil;

+ Bahwa untuk memproses ijin bagi yang sudah habis masa
berlakunya masih ditangguhkan karena masih menunggu
disahkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang ijin Usaha
Kepariwisataan.

18. Retribusi ljin Usaha Kontruksi yang dipungut oleh Dinas
Kimpraswil, pada Tahun 2003 tidak ditetapkan targetnya, namun
hingga akhir Semester | Tahun 2003 retribusi ini belum terdapat
pemasukan sebesar Rp. 3.575.000,-

Dari keseluruhan retribusi daerah yang dimiliki Kota Batu saat
ini, jilka diasumsikan bahwa target tahunan didistribusikan secara
merata per semester, dan target dirumuskan sesuai dengan potensi
yang dimiliki, maka upaya retribusi dapat dihitung sebagai benkut.
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Tabel 8.3
Upaya Retribusi Kota Batu Tahun 2003

Ne |  Jenis Retribusi Target Tahunan Target Realisasi Efforr |
(Rp) Semesteran (Rp) | Semester | (Rp) :
1 Pelayanan Eesehatan B4 D00 000, - A2 e, (D, - 16 TET 200, - B7.50%%
1 | Kebersihan Lingkungan 300, D00, 0, - 150,000,000, - 93146200, - 62.10°%
3 | Cemk KTP dan Akee Catstan 30.000.000,- 15,000,000 - 18783 050,- | 12520%
Sigil
4. Pemakaman H_DM_EH}_- 19, 500, Wi, = 2.1 50.000 - 103.34%
5. | Parkir 150,000,000,_- 75,000, 000, 72020000, 26.02%
6 | Pasar T2 000,000~ 161,000,004 - 175,634,000, | 109.08%
7. [ Pemakaian Kekaynan Dacrah 25.000.000, - 12.500.000,- T1.500.000- | 9200%
B | Terminal 127.500.000.- 53,750, 000, - 0445800~ | 93.24%
3. | Potong Hewan 25.000.000.- T2.500.000 - [0.040.000- | 80.32% |
16, | IMB 300000000, - 1 50000000, - 135,807 784 - #9.20% |
1L |j'm GI.I'“-'I. - HO 150,000,000, - TS 0 DO, - 46,665 460, - 61.23%
12 | m Trayek 3 000.000.- 3 500, (KD - 1200000 | 4500 |
13. | Bowghar Muoat 40.000.000.- 30000, 000,- 7.250.000- | 86.26%
14. i Peruntukan Penggunaan 25000000, - 12 500,000, - 18432600 - | 147.46%
Tanah - [FPT
15 | Uji Kier &1.000. 000 - $0. 300,000 - TEIR00- | 178.10%
16. | [jin Foperast, indmeri dan. | 30000, 000, - 13 000 D00 - 19800000~ | 132.00%
Perdagamgan
17. | Tjin Usaka Kepariwisataan T 17 500 004, - [] ]
I8 | Tjin Usaha Kontruksi ] [ 3575 000, 100%
Total 1,768 500.000,- 84 250,000 B0, 364 874 -

Sumber DIPFENDA Kota Batu, dsolah
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja upaya retribusi di Kota
Batu bervariasi. Dari 18 jenis retribusi sebagaimana nampak pada
tabel, 7 (tujuh) diantaranya sudah menunjukan kinerja yang baik, yaitu
cetak KTP dan akte catatan sipil, pemakaman, pasar, peruntukan
penggunaan tanah, uji kier, ijin koperasi industri dan perdagangan,
serta retribusi ijin usaha kontruksi. Bahkan empat diantaranya, yaitu
cetak KTP dan akte catatan sipil, peruntukan penggunaan tanah
(IPPT), uji kier, dan retribusi ijin koperasi, industri dan perdagangan,
sangat jauh melebihi target yang ditentukan.

Atas dasar kinerja retribusi tersebut, maka model pemberdayaan
yang dapat dilakukan adalah: Pertama, Untuk 11 jenis retribusi yang
upaya retribusinya masih di bawah 100% periu dilakukan optimalisasi
melalui tiga sisi yaitu peningkatan kemampuan SDM aparat pemungut
retribusi,  peningkatan kesedaran masyarakat melalui berbagai
sosialisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat
secara otomatis menyadari akan pentingnya membayar retribusi bagi
pelayanan tersebut. Dengan kata lain model yang perlu dikembangkan
untuk pemberdayaan retribusi ini adalah intensifikasi (infensification
moded).

Kedua, untuk 3 jenis retribusi retribusi yang mempunyai upaya
sekitar 100%, peru dilakukan pemeliharaan terhadap kepercayaan
masyakat tersebut dengan tetap memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat. Namun demikian, khusus untuk retribusi usaha
ijin kontruksi, karena pada tahun 2003 belum ditetapkan targetnya,
maka pada tahun yang akan datang periu dilakukan penetapan target
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yang realistis. Untuk itu perlu dilakukan pendataan terhadap potensi
yang dimiliki (Data Consolidation Model).

Ketiga, untuk 4 jenis retribusi yang realisasinya sangat jauh dari
target yang telah ditetapkan, pendataan kembali terhadap potensi
yang dimiliki mutlak diperiukan (Data consclidation model). Namun
demikian, untuk jenis retribusi ini sangat dimungkinkan terjadi
penumpukan jatuh tempo pembayaran, terutama untuk retribusi uji kier
dan pencetakan KTP dan akta catatan sipil. Selain itu, karena kedua
jenis layanan ini lebih bersifat kebutuhan pemerintah akan tertib
administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka
periu dipertimbangkan periu atau tidaknya upaya optimalisasi retribusi.
Kalaupun dilakukan optimalisasi seharusnya dalam hal pelayanannya,
sedangkan retribusi merupakan implikasi dari pelayanan itu.

Kemudian untuk pelayanan yang berkaitan dengan ijin
peruntukan penggunaan tanah dan ijin koperasi, industri, dan
perdagangan, pendataan ulang semestinya dilakukan dalam upayan
selektivitas dalam penggunaan tanah dan pendirian industri dan usaha
perdagangan. Hal ini dimaksudkan, agar pemberian ijin bukan semata-
mata untuk menghimpun pendapatan, tetapi benar-benar berfungsi
sebagai pengaturan.

= Retribusi dar ijin usaha pariwisata dan ijin usaha konstruksi
sebenamya merupakan sumber penerimaan baru sebagai hasil
ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemda Kota Batu. Sebagaiana
terlihat, hasil upaya ekstensifikasi ini berhasil mengumpulkan
penenmaan dari ljin Usaha Pariwisata, sebesar Rp 35.300.000,- dan
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dari ljin Konstruksi (saluran air diatas jembatan) yang meningkat
sebesar 103,95%.

Selain objek pungut retribusi sebagaimana dikemukakan di atas,
seenamya masih terdapat objek penerimaan yang potensial untuk
digali namun hingga sekarang belum digali. Sumber potensial tersebut
adalah Tanda Daftar Perusahaan. Sebenamya pada wakiu yang lalu
sudah dilakukan upaya penggalian yaitu berdasarkan SK Walikota,
dan hasilnya pun cukup besar. Akan tetapi temyata, ketika menyusun
APBD, diketahui bahwa objek pajak tersebut harus ditiadakan, jadi
sekarang ini SK Wallkota tersebut dihapus. Selain objek pajak
tersebut, selama ini belum ada yang lain.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
penenmaan pada dasarmya diakibatkan oleh dua hal, yaitu kurang
optimalnya kepatuhan masyarakat secara umum serta kurang
transparannya pihak pengusaha mengenai penerimaan mereka.

» Masalah Bongkar Muat: Frekwensi penarikan pajak retribusi
dipersoalkan, para subjek pajak meminta agar pajak retribusi
dibayar hanya satu kali dalam sehari saja, tidak setiap dilakukan
bongkar muat yang pada umumnya terjadi 2 - 4 kali sehari.
Masalah yang lain adalah belum adanya pos penarikan retribusi,
sehingga dilakukan di tempat yang kurang memadai.

L S [ an: Tarif dianggap terlalu

tinggi dan I:Hdang ini diserahkan kepada pihak swasta yang

tampaknya kurang kompeten. Sedangkan didalam kontrak kerja
tidak ada satu pasalpun yang membicarakan tentang pemutusan
hubungan kerja dengan kontraktor.
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= Masalah IMB: Ditangani oleh Kimpraswil. Untuk IMB ini
tampaknya target yang ditetapkan terlalu tinggi, sedangkan di
lapangan banyak sekali tanah dan bangunan yang tidak jelas
baik identitas tanah maupun pemiliknya.

Beberapa upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala
tersebut antara lain:

= Dilakukan pengawasan mendadak/sidak dan dilakukan langsung
oleh pihak Dipenda.

= Dilakukan penagihan langsung oleh tim penagih tunggakan.

« Dipasang papan besar didepan tanah dan bangunan yang
bersangkutan yang memperingatkan pemilik tanah dan
bangunan untuk segera menghubungi Kimpraswil. Tunggakan
IMB diberlakukan mundur dan tidak akan dilakukan pemutihan.

Selain upaya-uapaya tersebut, juga diberikan insentif kepada
masyarakat dan petugas yang berprestasi, antara lain:

* Berdasarkan SKB, diberikan insentif bagi pemerintah desa yang
mencapai target satu bulan sebelum tenggat waktu berupa
sebuah sepeda motor dan seperangkat komputer bila target
tercapai pada waktunya. Hal ini sudah dilakukan dalam 2 tahun
ini.

« Selain itu juga setiap tahunnya ditetapkan Pembayar Pajak
Teladan dan Pengusaha Teladan. '

*» Kepada para wajib pungut diberikan upah pungut sebesar 5%
dari jumlah penerimaan setiap 3 bulan, baik dari Pemerintah
Pusat (Dana Perimbangan) maupun dari Daerah (PAD).

« Kepada para pegawai Dipenda diberikan dana operasional
kunjungan walaupun ke tempat yang dekat sekalipun.
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BAB IX
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah, sebagai salah satu sumber
penerimaan daerah, secara empirik ternyata hanya merupakan bagian
kecil saja dari anggaran pendapatan daerah. Dari lima daerah yang
dijadikan sampel purposif dalam penelitian ini menunjukkan tidak ada
satu daerah pun yang mempunyai proporsi PAD lebih dari 20%. Ada
beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain, memang
sebagian besar sumber penerimaan yang potensial yang ada di
daerah tetap dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, terdapat juga
kelemahan yang dimiliki oleh Daerah dalam hal optimalisasi sumber-
sumber PAD yang ada, serta kurangnya kreativitas Daerah dalam
menggali sumber PAD yang baru.

Di lain pihak, terdapat ketidaktepatan Daerah dalam melakukan
pemberdayaan terhadap beberapa sumber PAD, bahkan
ketidaktepatan ini juga terjadi dalam “pentargetan’ beberapa sumber
pendapatan yang sebenarmnya merupakan kebutuhan bagi tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kekeliruan lain juga
{erjadi dalam menetapkan sesuatu sebagai sumber PAD, padahal hal
tersebut tidak layak dijadikan sebagai sumber PAD, karena secara
tidak langsung akan menghambat perkembangan perekonomian
daerah, meskipun dalam jangka pendek menambah PAD.
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Hasil kajian juga menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki
sumber PAD yang relatif konvensional, namun variatif dalam jenis.
Artinya, perbedaan sumber PAD antar daerah semata-mata karena
keberadaan atau ketidakadaannya sumber PAD tersebut di daerah
yang bersangkutan, bukan sebagai akibat munculnya kreativitas
daerah dalam menciptakan sumber PAD baru sebagaimana
dibolehkan oleh UU Momor 34 Tahun 2000. Jadi, sumber-sumber PAD
yang ada selama ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah
dinyatakan secara eksplisit dalam UU tersebut. Kesempatan daerah
untuk menciptakan sumber yang baru secara umum belum ditanggapi
oleh Daerah.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh setiap Daerah
selama ini relatif sama yaitu intensifikasi, dengan berbagai langkah
tindakan yang juga relatif sama antara lain pendataan ulang terhadap
wajib pajak, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang beraku,
peningkatan kualitas SDM pemungut, dan kegiatan lain yang ditujukan
untuk mempengaruhi secara langsung penerimaan PAD. Hampir
dapat dikatakan tidak ada upaya-upaya tidak langsung untuk memacu
PAD tersebut. Memperhatikan kondisi yang demikian, dapat
disimpulkan bahwa Daerah tidak hanya belum kreatif dalam menggali
sumber pendapatan baru, tetapi juga belum kreatif dalam metodologi
pemberdayaan.

Selanjutnya, dilihat dari upaya penerimaan (revenue effort) dari
seluruh jenis sumber PAD cukup bervariasi. Terdapat sumber PAD
yang mempunyai upaya lebih dari 100% dan terdapat pula yang di
bawah 100%. Bahkan terdapat sumber penerimaan yang mempunyai
prosentase realisasi terhadap pajak jauh melebihi 100%. Kondisi ini
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menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam penetapan target.
Artinya penetapan target sering kali tidak mempertimbangkan secara
seksama potensi yang dimiliki. Indikator lain tidak tepatnya dalam
menetapkan target adalah di daerah tertentu terdapat sumber
penerimaan yang ditetapkan targetnya, namun tidak terdapat realisasi
sama sekali. Demikian juga terdapat sumber penerimaan yang tidak
ditetapkan targetnya, namun tiba-tba muncul realisasi
penerimaannya.

Pertumbuhan realisasi penerimaan secara umum cukup
bervariasi ada yang tumbuh positif dan ada yang malah turun. Namun,
terdapat pula sumber penerimaan yang dilihat dari angka effort-nya
lebih dari 100% namun pertumbuhannya negatif. Hal ini menunjukkan
bahwa terhadap beberapa sumber penerimaan, daerah melakukan
penurunan terhadap target penerimaannya. Penurunan target
penerimaan sebenamya dapat dilakukan jika potensi yang dimiliki oleh
sumber tersebut mengalami penurunan, namun yang terjadi tidak
ditemukan alasan yang kuat dalam penurunan target ini.

Untuk melihat tingkat responsivitas penerimaan terhadap kondisi
perekonomian daerah, maka dilihat nilai elastisitas perubahan setiap
sumber penerimaan terhadap beberapa indikator makro ekonomi
daerah yang secara teoritis mempunyai hubungan kausalitas dengan
Eetiap sumber penerimaan tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa elastisitas semua sumber penerimaan di semua daerah
terhadap PDRB sangat rendah bahkan terdapat yang bemnilai negatif.
Hal ini menunjukkan bahwa semua sumber PAD saat ini tidak
responsif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada
empat alasan yang menyebabkan sangat rendahnya angka elastisitas
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penerimaan terhadap PDRB ini. Perfama, sebenarmya kesejahteraan
masyarakat berpengaruh penting namun bersifat tidak langsung
(denved impact) melalui faktor lain terlebih dahulu, sehingga
pengaruhnya terhadap pendapatan menjadi kecil. Kedua, memang
terdapat sumber-sumber pendapatan yang dikaitkan dalam
pembayarannya dengan pelayanan jasa yang merupakan kebutuhan
"pokok”™ yang mempunyai tingkat elastisitas sangat rendah, misalnya
pembayaran retribusi kebersihan yang dikaitkan pembayarannya
dengan pembayaran rekening listrik. Dengan demikian, elastisitas
sumber penerimaan ini menjadi rendah. Kefiga, bukan karena
pembayaran yang dikaitkan dengan layanan kebutuhan pokok, tetapi
justru layanan yang dikenakan tarif pajak/retribusi tersebut (khususnya
retribusi) memang bersifat kebutuhan pokok. Keempaf pemaksaan
dalam pemungutan sumber penerimaan ini (terutama pajak) memang
sudah dilakukan oleh aparat pemungut.

Elastisitas setiap sumber penerimaan terhadap investasi juga
sangat rendah bahkan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sumber-sumber
penerimaan tersebut. Selain empat alasan sebagaimana alasan pada
rendahnya elastisitas terhadap PDRB, juga berdasarkan temuan
empirik, terdapat penurunan investasi di beberapa daerah pada tahun-
tahun tertentu. Jadi turunnya investasi ternyata tidak mempengaruhi
sumber-sumber pendapatan.

Meskipun secara umum pengeluaran pembangunan pemerintah
dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun secara rasio
pengeluaran pemerintah perkapita masih sangat kecil. Selain karena
dana APBD memang relatif kecil. juga kenyataan menunjukkan
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sebagain besar APRD tersebut dialokasikan untuk pengeluaran rutin.
Selanjutnya, elastisitas setiap sumber penerimaan terhadap
pengeluaran pemerintah sangat rendah bahkan terdapat juga yang
negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan masyarakat untuk
membayar berbagai kewajibannya yang terkait dengan pajak daerah
ataupun retribusi daerah, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya
pengeluaran pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah
daerah.

Meskipun kajlan tidak menemukan terjadinya perubahan tarif
dari sumber pendapatan (kecuali untuk daerah tertentu saja), namun
secara hipotetik dengan melihat karakteristik setiap sumber
pendapatan yang ada, yang tidak elastis terhadap berbagai indikator
makroekonomi, maka dapat diperkiraan ketidaksensitifan tersebut
disebabkan tidak terjadi perubahan dalam jumlah konsumsi layanan.
Dengan demikian, kalaupun dilakukan perubahan tanf diduga tidak
akan terjadi perubahan dalam konsumsi layanan, sehingga jumlah
penerimaan akan berubah. Dengan demikian, jika diinginkan
peningkatan penerimaan, maka dimungkinkan untuk dilakukan
peningkatan tarf, terutama untuk sumber pendapatan yang basisnya
pada layanan kebutuhan pokok, atau yang pembayarannya dikaitkan
dengan kebutuhan pokok. Artinya, tarif pajak atau retribusi terhadap
jasa layanan-layanan tersebut, dimungkinkan untuk naik, karena
-ternyata besar kecilnya konsumsi layanan tersebut bukan disebabkan
oleh tinggi rendahnya tarif. Namun demikian, jika layanan tersebut
merupakan kebutuhan pokok, atau lebih berfungsi sebagai
pengaturan, maka peningkatan tarnf peru dipertimbangkan secara
matang dengan melihat kondisi perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat.
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B. Rekomendasi

Meskipun UU Nomor 24 Tahun 2000 memberikan keleluasaan
kepada daerah untuk menciptakan (menggali) sumber pendapatan
baru (differsification) terutama yang berbentuk pajak, tidak berarti
daerah bebas menciptakannya tanpa memperhatikan berbagai faktor
yang terkait terutama aspek normatif, argumentasi teoritis, sera
implikasinya terhadap aktivitas perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat baik pada jangka pendek, jangka menengah, ataupun
jangka panjang.

Kemudian, dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan
terhadap sumber pendapatan yang telah ada, Daerah semestinya
mengkaiji terlebih dahulu setiap sumber pendapatan tersebut sebelum
dilakukan upaya pemberdayaan. Hal ini diperlukan karena akan
berimplikasi kepada dimensi perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat, serta efek multiplier yang akan dimunculkan dari setiap
upaya tersebut. Sebagai acuan teoritis, kajian yang harus dilakukan
sebelum ditetapkannya model pemberdayaan yang akan dilakukan,
minimal harus diketahui terlebih dahulu mengenai upaya
penerimaannya (revenue efforf), pertumbuhannya (growth), dan
elastisitasnya (elasticity) terhadap beberapa indikator makro ekonomi
daerah yang terkait.

Dengan berdasarkan hasil kajian tersebut, upaya pemberdayaan
dapat dilakukan antara lain dengan model-model sebagai berikut:
1. Data consaolidation model (DCM), jika data tentang potensi
sumber pendapatan tidak diketahui dengan pasti;
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- Indirect Empowerment Model (IEM), jika indikator-indikator
makroekonomi  berpengaruh besar terhadap perubahan
pendapatan,

. Non-Tariff Empowerment Model (NEM), jika tarf tidak
berpengaruh besar terhadap perubahan pendapatan,

- Tanff Empowerment Model (TEM), jika tarif berpengaruh
besar terhadap perubahan pendapatan;

- Target-Polential Syncronization Model (TPSM), jika terdapat
ketidaksinkronan antara target dengan potensi yang
sebenamya,

. Intensification Model - (IM), jika upaya penerimaan rendah
yang disebabkan oleh kelemahan pada berbagai faktor yang
menentukan secara langsung besamya pendapatan,
misalnya sistem, kelembagaan, dan SDM:

- Extensification Mode! (EM), jika upaya penerimaan rendah
yang disebabkan oleh kurang luasnya subjek penerimaan
atau dasar penerimaan;

. Diversification Mode! (DM), jika terdapat sumber potensial
yang belum digali sama sekali.

Akhirnya, meskipun kajian ini dilakukan dengan berbagai
keterbatasan, terutama dalam data, namun pada tingkat minimal, hasil
kajian ini dapat dijadikan sebagai stimulator bagi kajian yang ditujukan
ontuk formulasi kebijakan penggalian dan pemberdayaan PAD lebih
lanjut. Dalam hal ini pula, untuk meningkatkan keakuratan dalam
formulasi kebijakan yang lebih luas, peru dilakukan kajian yang lebih
dalam dengan menggunakan analisis persamaan simultan, sehingga
dapat diketahui pengaruh simultan dari variabel yang mempengaruhi
penerimaan secara lebih akurat.
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